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ABSTRAK 

Muhammad Erlan Fadillah. Kebebasan Pers vs Keamanan Negara: Batasan 

Konstitusional dalam Negara Demokrasi. (dibimbing oleh: Bapak Alfiansyah Anwar). 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketegangan antara kebebasan pers 
sebagai hak konstitusional dengan kewajiban negara dalam menjaga keamanan 
nasional dalam sistem negara demokrasi. Kebebasan pers merupakan pilar penting 
demokrasi yang berfungsi menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, 
namun tidak bersifat absolut karena dapat dibatasi demi kepentingan umum. Penelitian 
ini memfokuskan kajian pada bentuk jaminan konstitusional terhadap kebebasan pers 
dalam sistem hukum Indonesia, batas-batas yang dapat diberlakukan oleh negara dalam 
membatasi kebebasan pers dengan alasan menjaga keamanan nasional, serta 
bagaimana ketegangan antara kebebasan pers dan keamanan negara dapat diselesaikan 
secara proporsional dalam kerangka hukum yang demokratis dan konstitusional. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) 
dengan pendekatan normatif-deskriptif dan kritis. Data diperoleh melalui kajian 
terhadap UUD NRI 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
kebebasan pers dan keamanan negara, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur 
ilmiah berupa buku dan jurnal hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan 
menelaah norma hukum dan praktik pembatasan kebebasan pers dalam perspektif 
hukum tata negara dan hak asasi manusia. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan pers dijamin secara 
konstitusional dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI 1945, namun dapat 
dibatasi berdasarkan Pasal 28J UUD 1945 sepanjang pembatasan dilakukan melalui 
undang-undang dan memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan, dan 
proporsionalitas. Dalam praktiknya, penggunaan instrumen hukum seperti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik menunjukkan adanya kecenderungan pembatasan yang 
berpotensi berlebihan terhadap kebebasan pers dan dapat mengancam prinsip negara 
hukum demokratis. Oleh karena itu, penyelesaian konflik antara kebebasan pers dan 
keamanan negara harus dilakukan melalui penguatan prinsip proporsionalitas, 
pengawasan konstitusional, dan perlindungan kebebasan pers yang bertanggung jawab. 

Kata Kunci: Kebebasan Pers, Keamanan Negara, Batasan Konstitusional, Demokrasi, 

Proporsionalitas. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi  

1. Konsonan  

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda.  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 ba B Be ب

 Ta T Te ت

 tha Th te dan ha ث

 jim J Je ج

 ha H ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 dhal Dh de dan ha ذ

 Ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 shad S ص
es (dengan titik di 

bawah) 
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Hamzah ( ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (ʼ). 

2. Vokal  

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia terdiri atas vokal 

tunggal dan monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 dad D ض
de (dengan titik di  

bawah) 

 ta T ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 za Z ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ koma terbalik ke atas‘ ع

 gain G Ge غ

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wau W We و

 ha H ha 

 hamzah ‘ apostrof ء

 ya Y ye ي
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 Fathah A a ا  

 Kasrah I i ا  

 Dammah U u ا  

 

b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan 

huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan i ـ ي  

 Fathah dan wau au a dan u ـ و  

 

Contoh: 

 kaifa :  ك ي ف  

ل         و  ح  : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat 

dan huruf, tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan 

huruf 
Nama 

Huruf 

dan tanda 
Nama 

 Fathah dan alif atau ما  / ـى  

ya 

a a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya i i dan garis di atas ـ ى  

 Dammah dan wau u u dan garis di atas ـ و  

 

Contoh: 

  mata : م  ت   
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  rama :  ر  م ى 

 qila :  ق ي ل  

و  ت    yamutu : ي م 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:  

1. ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah [t]. 

2. ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah 

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan 

kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan 

dengan ha (h). 

Contoh: 

نَّة   ة  الخ  ض  و   Raudah al-jannah atau raudatul jannah  : ر 

ل ة   ي ن ة  ال ف ا ض  د   Al-madinah al-fadilah atau al-madinatul : ا ل م 

fadilah 

ة   م   al-hikmah  :   ا لك 

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (۔), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf  (konsonan ganda)  yang diberi tanda syaddah.  

Contoh: 

بَّن ا  Rabbana :  ر 

ي ن ا    Najjaina  : ن جَّ

ق    al-haqq  :  ا ل ح 

ج    al-hajj : ا ل ح 
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م    Nu’ima  : ن ع  

 aduwwun‘ :  ع د و  

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  ــ ى), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).  

Contoh: 

ع ر  ب ي      :  ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

ع ل ي       :  ‘Ali (bukan ‘Alyy atau Aly) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma’rifah) لا

ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf 

syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi 

huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari 

katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (ـ ). 

Contoh: 

س    Al-syamsu (bukan asy-syamsu)  :   ا لشَّم 

ل ز  ل ة    al-zalzalah (bukan az-zalzalah)  : ا لزَّ

 al-falsafah  :   الف ا س ف ة  

 al-biladu  :  ا ل ب لا د  

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila 

hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

arab ia berupa alif.  

Contoh: 

ن   و  ر   tu’muruna  :   تأَم 

ن   و  ر   ’al-nau  :    تأَم 

ء    syai’un  :   ش ي 
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ت   ر    Umirtu  :   أ م 

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 

istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, 

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 

pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari Qur’an), Sunnah, 

khusus, umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fil zillal al-qur’an 

Al-sunnah qabl al-tadwin 

Al-ibarat bi’umum al-lafz bi khusus al-sabab 

9. Lafẓal-Jalalah  )لله( 

Kata “Allah” yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

ي ن  الل    dinullah  :  د 

 billah  :   ب الل  

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ 

aljalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ة  الل   م  ح   hum fi rahmatillah  : ف ي ر 

10. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman 

ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) 

dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 
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kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada 

awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). 

Contoh:  

Wa mā Muhammadun illā rasūl  

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan  

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an  

Nasir al-Din al-Tusī 

Abū Nasr al-Farabi 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi.  

Contoh:  

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 

Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad 

Ibnu)  

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Hamīd 

(bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū) 

11.  Singkatan  

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 

Swt.  =  Subhanahu wata'ala 

Saw. =  Sallallahuu alaihi wasallam 

a.s =  ‘alaihi al-sallam 

H  =  Hijrah  

M =  Masehi 

SM =  Sebelum Masehi  



 

xx 
 

I. =  Lahir tahun  

w.  =  Wafat tahun  

QS.../...:4 =  QS  al-baqarah/2:187, ayat 4 

HR  =  Hadis Riwayat 

Beberapa singkatan di dalam bahasa arab 

 صفحة     =           ص

 بد ون نكن    =             دم

 صلى الل عليه و سلم    =        صلعم

 طبيعة    =             ط 

 بدون نا شر   =            دن

 ألى احٓر/إلى اخٓره   =             ج

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks 

referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:  

a. ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). 

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih 

editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). et al. : Dalam catatan 

kaki/akhir, kata ed. Tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan 

tanda koma (,) anatara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) 

yang sama juga mengantarai kata ed. Dengan judul buku (menjadi: ed.,). 

Singkatan ed. Dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung 

konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga 

ditulis panjang menjadi, “Diedit oleh....” 

b. et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis 

dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-
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kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang manapun yang dipilih, 

penggunaannya harus konsisten. 

c. Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur 

sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena 

karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara 

cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa 

juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan 

edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan. 

d. Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan 

yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya  

e. Vol. : Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku 

atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab 

biasanya digunakan kata juz.  

f. No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah 

berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebebasan pers merupakan pilar keempat demokrasi yang berfungsi 

sebagai sarana kontrol sosial, penyampai informasi, serta penjaga transparansi dan 

akuntabilitas kekuasaan negara. Negara demokratis seperti Indonesia memerlukan 

keberadaan pers yang bebas, yang tidak hanya menjadi indikator kesehatan 

demokrasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat efektif untuk membentuk opini publik 

dan melindungi hak-hak warga negara. Kebebasan pers dijamin secara 

konstitusional melalui Pasal 28E ayat (3) dan diperkuat pada Pasal 28F UUD NRI 

1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh 

informasi serta menyampaikan informasi melalui media apapun. Ketentuan ini 

kemudian diterjemahkan secara lebih konkret dalam Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 1999 tentang Pers yang memberikan jaminan konstitusional terhadap 

kemerdekaan pers di Indonesia.1 

Namun demikian, dalam praktiknya, idealisasi kebebasan pers sering 

berbenturan dengan kepentingan lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu keamanan 

negara. Ketegangan antara kedua prinsip ini menjadi diskursus klasik dalam 

negara demokratis, termasuk Indonesia. Dalam beberapa kasus, negara melalui 

aparat hukumnya justru melakukan pembatasan terhadap kebebasan pers dengan 

dalih menjaga stabilitas nasional. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius 

 
1 Theresia Romaito Sihombing, “Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau Dari Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” Lex Et Societatis 8, no. 2 (2020), h. 141. 
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mengenai batasan konstitusional antara hak warga negara atas kebebasan 

berpendapat dan hak negara dalam menjaga kedaulatan serta keamanan nasional.2 

Kebebasan pers memang tidak bersifat absolut. Ia tunduk pada sejumlah 

batasan, seperti etika jurnalistik, hukum pidana, perlindungan terhadap hak-hak 

individu lain, hingga kepentingan publik. Namun, batasan ini harus didasarkan 

pada prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Sebagaimana ditegaskan oleh 

Theresia Romaito Sihombing, kebebasan pers tidak boleh dijalankan secara 

sewenang-wenang, melainkan harus disertai dengan tanggung jawab, baik kepada 

hukum, masyarakat, maupun norma-norma etika yang berlaku di masyarakat.3 

Dalam perkembangannya, perkembangan kebebasan pers di Indonesia 

setelah era reformasi mengalami kemajuan signifikan. Praktik pembredelan media 

yang jamak terjadi pada masa Orde Baru mulai ditinggalkan. Namun, pada saat 

yang sama, fenomena "euforia kebebasan" juga menimbulkan problematika baru. 

Kebebasan ini tidak jarang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk 

menyebarkan informasi yang tidak akurat, berita bohong (hoaks), hingga ujaran 

kebencian yang justru dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.4 

Anang Puji Utama menyatakan bahwa dari sudut pandang keamanan 

nasional, terdapat kekhawatiran bahwa kebebasan informasi yang tidak terkendali 

dapat mengancam stabilitas negara. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan hukum 

yang seimbang antara menjamin hak atas informasi dan memastikan bahwa 

 
2 Anang Puji Utama, “Aspek Pengaturan Keamanan Nasional Dalam Kerangka Demokrasi,” 

Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 7, no. 3 (2023), h. 29–31. 
3Theresia Romaito Sihombing, “Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau Dari Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” Lex Et Societatis 8, no. 2 (2020), h. 141–142. 
4 Untung Sumarwan and Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, “Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila 

Dalam Kebebasan Pers Pasca Reformasi Di Indonesia,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 5, no. 

3 (2023), h. 484–486. 
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informasi tersebut tidak digunakan untuk merusak ketertiban umum atau 

membahayakan kedaulatan negara.5 Di sinilah pentingnya menegaskan batas 

konstitusional antara kebebasan pers dan keamanan negara secara proporsional. 

Konflik ini tidak hanya hadir di level konseptual, tetapi juga aktual. Salah 

satu contoh nyata adalah diaktifkannya kembali ketentuan mengenai penghinaan 

terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan 

tersebut diatur dalam Pasal 218 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa setiap 

orang yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden atau Wakil 

Presiden di muka umum dapat dipidana. Meskipun Pasal 218 ayat (2) KUHP 

memberikan pengecualian terhadap kritik yang dilakukan untuk kepentingan 

umum, rumusan norma ini dinilai berpotensi multitafsir dan dapat digunakan 

sebagai instrumen untuk menekan kebebasan berpendapat. Sebagaimana dicatat 

oleh Elva Imeldatur Rohmah, pasal semacam ini rawan dimanfaatkan secara politis 

untuk membungkam suara-suara oposisi atau jurnalis kritis, sehingga bertentangan 

dengan prinsip negara demokratis.6 

Namun dalam praktiknya, Indonesia juga tidak sepenuhnya lepas dari 

pelanggaran terhadap kebebasan tersebut, seperti dalam kasus kriminalisasi 

terhadap wartawan atau pembredelan media lokal. Kebebasan pers juga 

menghadapi tantangan di era digital. Perkembangan teknologi komunikasi melalui 

internet dan media sosial telah mengubah wajah praktik jurnalisme modern. 

Informasi kini mengalir deras tanpa filter dan sering kali melampaui ruang 

 
5 Anang Puji Utama, “Aspek Pengaturan Keamanan Nasional Dalam Kerangka Demokrasi,” 

Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 7, no. 3 (2023), h. 30–32. 
6 Elva Imeldatur Rohmah, “Pasal Penghinaan Presiden Dalam Bingkai Negara Demokrasi,” Al-

Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam 9, no. 1 (2023), h. 29–31. 
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yurisdiksi negara. Dalam situasi seperti ini, pers dituntut untuk menjalankan 

perannya secara profesional dan etis, agar tidak menjadi penyebar disinformasi 

yang dapat memperburuk kondisi keamanan nasional. Seperti dikemukakan oleh 

Rizki Alamsyah dan Sidi Ahyar Wiraguna, UU Perlindungan Data Pribadi (UU 

No. 27 Tahun 2022) menambah kompleksitas karena di satu sisi media harus 

terbuka dan informatif, namun di sisi lain juga wajib menjaga privasi dan data 

individu.7 

Selain itu, regulasi yang berlaku saat ini dinilai belum secara tegas 

mengatur batasan kebebasan pers, terutama dalam penyebaran informasi yang 

berpotensi menimbulkan keresahan. Dewa Gede Agung Mahendra Gautama 

menegaskan bahwa UU Pers belum memberikan pengaturan yang spesifik 

mengenai pembatasan kebebasan pers terkait penyebaran informasi, sehingga 

melemahkan kualitas jurnalisme dan membuka ruang bagi potensi 

penyalahgunaan.8 

Dalam sistem demokrasi Indonesia, penting untuk terus memastikan agar 

kebebasan pers berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak asasi 

manusia, keamanan nasional, dan nilai-nilai Pancasila. Untung Sumarwan dalam 

kajiannya mengemukakan bahwa untuk mewujudkan kebebasan pers yang sesuai 

 
7 Rizki Alamsyah and Sidi Ahyar Wiraguna, “Dilema Media Massa Di Era Digital: Antara 

Perlindungan Data Pribadi Dan Kebebasan Pers Dalam UU PDP,” Media Hukum Indonesia 2, no. 6 

(2025), h. 107–16. 
8 I Dewa Gede Agung Mahendra Gautama and I Wayan Novy Purwanto, “Pengaturan 

Pembatasan Kebebasan Pers Dalam Penyebaran Informasi Di Indonesia,” Jurnal Kertha Semaya 8, no. 

10 (2020), h. 1618–1619. 
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dengan nilai-nilai dasar negara, media harus menjunjung tinggi prinsip tanggung 

jawab sosial dan tidak semata-mata mengejar kebebasan tanpa batas.9 

Sebagaimana ditegaskan oleh Haeru Risman dkk., dalam sistem demokrasi 

maupun fiqh siyasah, kebebasan menyampaikan informasi harus dibatasi oleh 

nilai-nilai kemaslahatan umum. Dengan demikian, peran negara untuk membatasi 

kebebasan pers sejatinya boleh dilakukan sepanjang dibatasi oleh prinsip hukum 

yang adil dan proporsional, bukan untuk kepentingan politik kekuasaan.10 

Secara normatif, konstitusi Indonesia memang menjamin kebebasan pers 

dan kebebasan menyampaikan pendapat (Pasal 28E dan 28F UUD NRI 1945), 

namun pada saat bersamaan juga memberikan ruang bagi negara untuk melakukan 

pembatasan dengan alasan menjaga ketertiban umum, moralitas, dan keamanan 

nasional.11 Hal ini melahirkan pertanyaan penting, sejauh mana batas 

konstitusional dapat diberlakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan 

hak asasi manusia. 

Dalam perspektif hukum tata negara darurat, seperti dijelaskan oleh M. 

Reza Saputra dkk., pembatasan terhadap hak-hak sipil, termasuk kebebasan pers, 

dapat dilakukan dengan prinsip necessity dan proportionality. Namun dalam 

praktiknya, pembatasan ini sering kali tidak diiringi dengan pengawasan yang 

 
9 Untung Sumarwan dan Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, “Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila 

dalam Kebebasan Pers Pasca Reformasi di Indonesia,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 5, No. 3 

(2023), h. 486 
10 Haeru Risman, Abdur Rahim, and Siti Ngainnur Rohmah, “Batas Kebebasan Pers Dan Hate 

Speech Di Indonesia Dalam Demokrasi Dan Fiqh Siyasah,” Mizan: Journal of Islamic Law 6, no. 2 

(2022), h. 245–247.. 
11 Gamaliel Christo Pombengi, Friend Henry Anis, and Marchel Reci Maramis, “Perlindungan 

Hukum Terhadap Kemerdekaan Pers Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik,” Jurnal Gama 12, No. 4 

(2024), h. 2–3. 
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efektif sehingga membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan.12 Bahkan, 

dalam studi kasus penangkapan aktivis pro-demokrasi, terlihat bahwa pembatasan 

terhadap kebebasan berpendapat dan pers justru memperburuk stabilitas politik 

serta menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.13 

Lebih lanjut, perkembangan regulasi baru seperti Undang-Undang 

Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) menambah kompleksitas 

kebebasan pers, terutama ketika jurnalis menghadapi risiko kriminalisasi atas 

peliputan yang menyentuh ranah privat pejabat publik. Ketidakjelasan batas antara 

informasi publik dan data pribadi memperbesar potensi konflik antara hak 

masyarakat untuk tahu dan hak individu atas privasi.14 Hal ini menunjukkan 

pentingnya harmonisasi hukum yang tidak hanya melindungi keamanan negara, 

tetapi juga menjamin hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh informasi. 

Pembatasan ruang pers juga dapat dilihat dari berbagai tindakan represif 

pemerintah terhadap media yang kritis. Seperti yang ditunjukkan dalam studi 

framing oleh Alifiah Mulia Wulandari dan Didik Harianto, tindakan Gubernur 

Lampung, Arinal Djunaidi, yang melarang peliputan media dan meminta 

 

 
12 M Reza Saputra, Irwan Triadi, and Taufiqurrohman Syahuri, “Hukum Tata Negara Darurat 

Dalam Perspektif HAM: Dilema Antara Keamanan Negara Dan Hak Asasi Manusia,” Birokrasi: Jurnal 

Ilmu Hukum Dan Tata Negara 2, no. 4 (2024), h. 183–185. 
13 Khusnul Adi Wibowo, “Democracy and Human Rights: Analysis of the Relationship between 

Freedom of Opinion and Political Stability,” Journal of Social and Economics Research 6, no. 2 (2024), 

h. 459–462. 
14 Ade Wahyudin and Listyowati Sumanto, “Kebebasan Pers Dalam Kerangka Hukum 

Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia,” Journal of Law, Administration, and Social Science 4, no. 5 

(2024): 683–685. 
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penghapusan berita mencerminkan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan 

pers yang melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.15  

Pembatasan serupa tampak dalam peristiwa pelarangan wartawan 

memasuki Gedung DPRD DKI Jakarta setelah penggeledahan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Januari 2023. Pada keesokan harinya, 18 

Januari 2023, petugas Pengamanan Dalam (pamdal) menutup akses gedung dan 

menghalangi jurnalis melakukan peliputan dengan alasan sterilisasi area, sehingga 

wartawan tidak dapat mengikuti agenda rapat maupun memperoleh informasi 

langsung dari anggota dewan. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa pembatasan 

kebebasan pers dapat terjadi melalui pengendalian akses fisik terhadap media, 

terutama ketika isu yang diliput menyangkut kepentingan publik yang besar.16 

Selain dua kasus sebelumnya, persoalan pembatasan kebebasan pers juga 

tercermin dalam insiden dugaan perampasan dan penghapusan karya jurnalistik 

yang dialami Davi Abdullah, jurnalis Kompas TV Aceh, saat menjalankan tugas 

peliputan terkait penanganan bencana pasca banjir bandang di Aceh, tepatnya di 

Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar, pada 11 

Desember 2025. Dalam peliputan tersebut, Davi merekam aktivitas di lokasi 

menggunakan telepon genggam untuk keperluan siaran, termasuk kedatangan 

rombongan warga negara asing yang turun dari kendaraan di area posko. Setelah 

rekaman tersebut dibuat, sejumlah anggota TNI mendatangi jurnalis yang 

bersangkutan dan meminta agar rekaman dihapus dengan alasan tertentu, namun 

 
15 Alifiah Mulia Wulandari and Didik Harianto, “Peran Media Dalam Membingkai Etika 

Kepemimpinan: Studi Perbandingan Kompas.Com Dan CNNIndonesia.Com,” Jurnal Ilmu Komunikasi 

UHO 10, no. 1 (2025): 277–279. 
16 Tempo, “Wartawan Dilarang Masuk Gedung DPRD DKI Pasca Penggeledahan KPK,” 

diakses 10 Desember 2025 dari: https://www.tempo.co/arsip/wartawan-dilarang-masuk-gedung-dprd-

dki-pasca-penggeledahan-kpk-228176. 
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permintaan tersebut sempat ditolak karena rekaman dibuat dalam rangka 

menjalankan tugas jurnalistik. Situasi kemudian meningkat ketika ponsel jurnalis 

dirampas dan dua rekaman video liputan dihapus secara sepihak sebelum akhirnya 

dikembalikan. Peristiwa ini mendapat kecaman dari Komite Keselamatan Jurnalis 

(KKJ) Aceh dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang menilai tindakan oknum 

aparat TNI tersebut sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik yang 

bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dalam 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.17 

AJI dan KKJ Aceh menegaskan bahwa aktivitas jurnalistik yang dilakukan 

merupakan kerja pers yang sah dan dilaksanakan di ruang publik. Pemaksaan 

penghapusan data jurnalistik dinilai tidak hanya merugikan jurnalis secara 

profesional, tetapi juga berdampak pada terlanggarnya hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi. Dalam perspektif hukum pers, keberatan terhadap kerja 

jurnalistik seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-

Undang Pers, bukan melalui tindakan intimidatif.18 

Kasus ini mencerminkan adanya ketegangan antara kebebasan pers dan 

kepentingan keamanan negara. Alasan stabilitas dan keamanan kerap dijadikan 

dasar pembatasan kerja jurnalistik, meskipun kebebasan pers merupakan bagian 

dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi pilar penting 

dalam negara demokrasi.19 Menanggapi kritik dari komunitas pers, pihak TNI 

 
17 Kompas TV, “KKJ Aceh Kecam Aksi Dugaan Perampasan Dan Penghapusan Karya 

Jurnalistik Wartawan Kompas TV Oleh TNI,” December 10, 2025, 

https://www.kompas.tv/nasional/637108/kkj-aceh-kecam-aksi-dugaan-perampasan-dan-penghapusan-

karya-jurnalistik-wartawan-kompas-tv-oleh-tni. 
18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 
19 Kompas TV, “KKJ Aceh Kecam Aksi Dugaan Perampasan Dan Penghapusan Karya 

Jurnalistik Wartawan Kompas TV Oleh TNI,” diakses 18 Desember 2025 dari: 
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Angkatan Darat menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan bahwa insiden 

tersebut akan dijadikan bahan evaluasi internal. Pihak Kompas TV menyatakan 

dapat meineiriima peinjeilasan dan peirmiintaan maaf teirseibut seirta meinganggap 

peirsoalan teilah diiseileisaiikan seicara iinstiitusiional.20 

Dii sampiing peimbatasan keibeibasan peirs yang keirap muncul dalam iisu 

poliitiik dan peinyeileinggaraan peimeiriintahan, peingeikangan teirhadap keirja jurnaliistiik 

juga teirjadii dalam siituasii darurat keibeincanaan. Hal iinii teirceirmiin dalam kasus 

peimbatasan peimbeiriitaan banjiir bandang dan tanah longsor dii Sumateira pada 

Deiseimbeir 2025, yang oleih Komiitei Keiseilamatan Jurnaliis (KKJ) diiniilaii 

beirlangsung seicara luas dan teirorganiisasii. Peimbatasan teirseibut diilakukan meilaluii 

beirbagaii cara, antara laiin iintiimiidasii teirhadap jurnaliis yang meiliiput diistriibusii 

bantuan iinteirnasiional, peinghapusan kontein peimbeiriitaan beincana dii meidiia dariing, 

seirta peingheintiian laporan siiaran langsung dan munculnya praktiik seinsor diirii oleih 

meidiia teileiviisii dii lokasii beincana. Padahal, peimbeiriitaan yang diibatasii justru 

meinyajiikan gambaran faktual dii lapangan yang tiidak seijalan deingan peirnyataan 

reismii peimeiriintah, seihiingga meimpeirliihatkan adanya keiceindeirungan neigara untuk 

meingeindaliikan iinformasii publiik dan meimbatasii akseis masyarakat teirhadap fakta. 

Meinurut KKJ, tiindakan iinii meirupakan beintuk teikanan teirhadap keimeirdeikaan peirs 

yang diiliindungii oleih Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 teintang Peirs, seirta 

beirpoteinsii meilanggar keiteintuan piidana teirkaiit peinghalangan keirja jurnaliistiik. 

Seilaiin iitu, peimbatasan iinformasii dalam konteiks keibeincanaan juga diipandang 

 
https://www.kompas.tv/nasional/637108/kkj-aceh-kecam-aksi-dugaan-perampasan-dan-penghapusan-

karya-jurnalistik-wartawan-kompas-tv-oleh-tni. 
20 Kompas TV, “Kompas TV bisa menerima penjelasan TNI AD, anggap persoalan sudah 

selesai,” diakses 19 Desember 2025 dari: https://www.kompas.tv/nasional/637177/kompastv-bisa-

menerima-penjelasan-tni-ad-anggap-persoalan-sudah-selesai. 

https://www.kompas.tv/nasional/637108/kkj-aceh-kecam-aksi-dugaan-perampasan-dan-penghapusan-karya-jurnalistik-wartawan-kompas-tv-oleh-tni
https://www.kompas.tv/nasional/637108/kkj-aceh-kecam-aksi-dugaan-perampasan-dan-penghapusan-karya-jurnalistik-wartawan-kompas-tv-oleh-tni
https://www.kompas.tv/nasional/637177/kompastv-bisa-menerima-penjelasan-tni-ad-anggap-persoalan-sudah-selesai
https://www.kompas.tv/nasional/637177/kompastv-bisa-menerima-penjelasan-tni-ad-anggap-persoalan-sudah-selesai
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seibagaii peilanggaran teirhadap hak konstiitusiional warga neigara untuk meimpeiroleih 

iinformasii seibagaiimana diijamiin dalam Pasal 28F UUD NRIi 1945, yang pada 

akhiirnya dapat beirdampak pada keiseilamatan publiik. Feinomeina teirseibut 

meinunjukkan bahwa alasan keiamanan dan stabiiliitas keirap diigunakan seibagaii 

dasar peimbatasan keibeibasan peirs tanpa tolok ukur yang jeilas dan proporsiional, 

seihiingga meineigaskan peintiingnya peingkajiian ulang batasan konstiitusiional 

keibeibasan peirs dalam neigara deimokrasii.21 

Neigara deimokrasii seipeirtii Iindoneisiia peirlu meinata keimbalii batasan 

konstiitusiional keibeibasan peirs seicara proporsiional dan akuntabeil. Narasi i 

“keiamanan nasiional” tiidak boleih diigunakan untuk meimbungkam kriitiik kareina 

dapat meirusak leigiitiimasii peimeiriintah dan meimpeirseimpiit partiisiipasii publiik. 

Peineiliitiian iinii meineilaah bagaiimana priinsiip hukum tata neigara dan HAM dapat 

diiseilaraskan agar keibeibasan peirs teitap teirjamiin seicara beirtanggung jawab. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaiimana beintuk jamiinan konstiitusiional teirhadap keibeibasan peirs dalam 

siisteim hukum Iindoneisiia seibagaii neigara deimokratiis? 

2. Bagaiimana batas-batas yang dapat diibeirlakukan oleih neigara dalam 

meimbatasii keibeibasan peirs deingan alasan meinjaga keiamanan nasiional 

meinurut priinsiip-priinsiip hukum tata neigara dan hak asasii manusiia? 

3. Bagaiimana keiteigangan antara keibeibasan peirs dan keiamanan neigara dapat 

diiseileisaiikan seicara proporsiional dalam keirangka hukum yang deimokratiis dan 

konstiitusiional? 

 
21 Tribunnews, “Pemberitaan Bencana Dibatasi, Komite Keselamatan Jurnalis Tuntut Negara 

Minta Maaf,”diakses Desember 2025dari:https://www.tribunnews.com/nasional/7769330/pemberitaan-

bencana-dibatasi-komite-keselamatan-jurnalis-tuntut-negara-minta-maaf/ 

https://www.tribunnews.com/nasional/7769330/pemberitaan-bencana-dibatasi-komite-keselamatan-jurnalis-tuntut-negara-minta-maaf/
https://www.tribunnews.com/nasional/7769330/pemberitaan-bencana-dibatasi-komite-keselamatan-jurnalis-tuntut-negara-minta-maaf/
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C. Tujuan Penelitian 

1. Meinganaliisiis beintuk jamiinan konstiitusiional teirhadap keibeibasan peirs dalam 

siisteim hukum Iindoneisiia seibagaii neigara deimokrasii.  

2. Meingiideintiifiikasii dan meinjeilaskan batas-batas yang dapat diibeirlakukan oleih 

neigara dalam meimbatasii keibeibasan peirs deingan alasan meinjaga keiamanan 

nasiional meinurut priinsiip hukum tata neigara dan hak asasii manusiia. 

3. Meirumuskan cara peinyeileisaiian keiteigangan antara keibeibasan peirs dan 

keiamanan neigara seicara proporsiional dalam keirangka hukum yang 

deimokratiis dan konstiitusiional. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teioriitiis 

a. Meimbeiriikan kontriibusii pada peingeimbangan iilmu hukum, khususnya 

hukum tata neigara dan hukum konstiitusii, teirkaiit keibeibasan peirs dan 

batasan konstiitusiional dalam neigara deimokrasii. 

b. Meinjadii rujukan akadeimiis untuk meimahamii teiorii-teiorii teintang 

keibeibasan peirs, peimbatasan hak asasii manusiia, dan priinsiip 

proporsiionaliitas dalam peirspeiktiif neigara hukum deimokratiis. 

2. Manfaat Praktiis 

a. Meimbeiriikan peimahaman keipada peimbuat keibiijakan, peineigak hukum, 

dan masyarakat meingeinaii batasan konstiitusiional yang sah dalam 

meimbatasii keibeibasan peirs deimii keiamanan nasiional. 
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b. Meinjadii bahan peirtiimbangan dalam meirumuskan keibiijakan hukum yang 

adiil dan proporsiional dalam meinghadapii iisu konfliik antara keibeibasan 

peirs dan keiamanan neigara. 

c. Meimbeiriikan reikomeindasii untuk meimastiikan peimbatasan keibeibasan peirs 

diilakukan seicara konstiitusiional, sah, dan tiidak seiweinang-weinang. 

E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul 

1. Keibeibasan Peirs 

Keibeibasan Keibeibasan peirs adalah hak dasar dalam siisteim deimokrasii 

yang meinjamiin keimampuan meidiia dan wartawan untuk meingakseis, meingolah, 

dan meinyeibarkan iinformasii keipada publiik tanpa hambatan yang tiidak sah, seirta 

beirfungsii seibagaii peirwujudan keidaulatan rakyat dalam meinjaga arus iinformasii 

yang akurat, beiriimbang, dan tiidak biias. Keibeibasan peirs meimbeiriikan ruang bagii 

jurnaliis untuk meilaporkan dan meinyampaiikan iinformasii tanpa campur tangan 

atau seinsor yang meilanggar hukum, seikaliigus meinjadii ukuran peintiing dalam 

meiniilaii kualiitas deimokrasii suatu neigara. Keibeibasan peirs juga meincakup 

peirliindungan teirhadap wartawan dalam meinjalankan tugas jurnaliistiik, 

teirmasuk hak untuk beibas darii iintiimiidasii, keikeirasan, kriimiinaliisasii, seirta hak 

untuk meingakseis iinformasii publiik deimii meimastiikan teirpeinuhiinya hak 

masyarakat atas iinformasii. Seilaiin iitu, keibeibasan peirs meingharuskan meidiia 

untuk meinjalankan tanggung jawab sosiial meilaluii peinyajiian beiriita yang akurat, 

tiidak teindeinsiius, dan tiidak meilanggar hak asasii manusiia.22 

2. Keiamanan Neigara 

 
22 Hijriani and Muhammad Nadzirin Anshari Nur, “Kebebasan Pers, Tanggung Jawab Dan Etika 

Jurnalistik Dalam Lingkungan Media Online Yang Kompetitif,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 

6, no. 2 (2024), h. 302–307. 
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Keiamanan neigara meirupakan kondiisii objeiktiif dan subjeiktiif yang 

meinunjukkan keiadaan beibas darii ancaman, keitakutan, dan bahaya, baiik yang 

beirasal darii dalam maupun luar neigeirii. Seicara eitiimologiis, konseip keiamanan 

beirasal darii kata Latiin seicurus yang beirartii beibas darii rasa takut. Dalam 

peindeikatan tradiisiional, keiamanan neigara diipahamii seibagaii upaya peirliindungan 

teirhadap keidaulatan, wiilayah, dan peimeiriintahan darii ancaman miiliiteir asiing, 

deingan neigara seibagaii subjeik seikaliigus objeik keiamanan. Peindeikatan iinii 

beirsiifat statei-ceintriic dan meineimpatkan keikuatan miiliiteir seibagaii iinstrumein 

utama dalam meinjaga keiamanan nasiional. Namun, peirkeimbangan global 

konteimporeir meinunjukkan adanya peirgeiseiran paradiigma meinuju peindeikatan 

keiamanan non-tradiisiional yang leibiih iinklusiif. Keiamanan tiidak lagii seimata-

mata beiroriieintasii pada ancaman miiliiteir, teitapii juga meincakup peirliindungan 

teirhadap manusiia dan masyarakat darii beirbagaii ancaman non-tradiisiional, 

seipeirtii teiroriismei, iintoleiransii SARA, keijahatan liintas neigara, keimiiskiinan, 

keirusakan liingkungan, beincana alam, seirta ancaman siibeir. Dalam konteiks 

Iindoneisiia, keiamanan neigara diipahamii seibagaii bagiian iinteigral darii siisteim 

keitahanan nasiional yang beirsiifat meinyeiluruh dan teirpadu. Peinyeileinggaraan 

keiamanan tiidak hanya meinjadii tanggung jawab miiliiteir, teitapii juga meiliibatkan 

keipoliisiian, leimbaga peimeiriintah, seirta partiisiipasii aktiif masyarakat meilaluii 

koordiinasii liintas seiktor dalam meinghadapii Ancaman, Tantangan, Hambatan, 

dan Gangguan (ATHG) teirhadap keiutuhan bangsa dan neigara.23 

3. Batasan Konstiitusiional 

 
23 Dewie Mardhani, Arthur Josias Simon Runturambi, and Margaretha Hanita, “Keamanan Dan 

Pertahanan Dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional,” Jurnal 

Pertahanan & Bela Negara 10, no. 3 (2020), h. 279–95. 
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Batasan konstiitusiional meirupakan priinsiip hukum teirtiinggii yang 

beirsumbeir pada Undang-Undang Dasar seibagaii norma fundameintal neigara, 

yang meineigaskan bahwa seiluruh keibiijakan, peiraturan, dan tiindakan 

peinyeileinggara neigara wajiib tunduk seirta tiidak boleih beirteintangan deingan 

konstiitusii. Dalam keirangka neigara hukum Iindoneisiia, batasan konstiitusiional 

diijeilaskan meilaluii teiorii hiieirarkii norma hukum (Stufeinbau Theioriiei), yang 

meineimpatkan Undang-Undang Dasar Neigara Reipubliik Iindoneisiia Tahun 1945 

seibagaii norma teirtiinggii dan sumbeir leigiitiimasii bagii seiluruh peiraturan 

peirundang-undangan dii bawahnya. Priinsiip iinii beirfungsii meinjamiin keipastiian 

hukum, konsiisteinsii norma, seirta meinceigah peinyalahgunaan keikuasaan dalam 

peimbeintukan keibiijakan publiik. Leibiih lanjut, batasan konstiitusiional tiidak hanya 

beirsiifat formal dalam peingaturan tata urutan peiraturan peirundang-undangan, 

teitapii juga beirsiifat substantiif seibagaii iinstrumein peirliindungan deimokrasii, 

keidaulatan rakyat, dan hak asasii manusiia. Peingujiian konstiitusiionaliitas undang-

undang oleih Mahkamah Konstiitusii meinjadii meikaniismei peintiing untuk 

meimastiikan bahwa produk hukum teitap seijalan deingan amanat konstiitusii, tiidak 

seiweinang-weinang, seirta meinjunjung priinsiip keiadiilan dan peirliindungan hak 

poliitiik warga neigara.24 

4. Neigara Deimokrasii 

Neigara deimokrasii adalah beintuk neigara yang meineimpatkan keidaulatan 

dii tangan rakyat seibagaii sumbeir leigiitiimasii keikuasaan. Deimokrasii tiidak hanya 

diipahamii seibagaii meikaniismei peimiiliihan umum, teitapii seibagaii siisteim 

 
24 M Husnu Abadi, Wira Atma Hajri, and Umi Muslikhah, “Implikasi Atas Perubahan Sikap 

Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang Yang Merupakan Kebijakan Hukum 

Terbuka: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023,” Journal of Mandalika 

Social Science 3, no. 1 (2024), h. 185–89. 
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peimeiriintahan yang meinjamiin partiisiipasii warga neigara dalam peingambiilan 

keiputusan publiik. Dalam neigara hukum yang deimokratiis, keikuasaan diijalankan 

beirdasarkan supreimasii konstiitusii yang beirfungsii meimbatasii keikuasaan 

seikaliigus meinjamiin peirliindungan hak asasii manusiia. Peimbagiian keikuasaan 

meilaluii priinsiip triias poliitiica diiteirapkan untuk meinceigah konseintrasii keikuasaan 

dan meiwujudkan meikaniismei cheicks and balanceis antar leimbaga neigara. Di i 

Iindoneisiia, siisteim deimokrasii beirdasarkan UUD 1945 meineimpatkan leimbaga 

eikseikutiif, leigiislatiif, dan yudiikatiif seicara seitara dan iindeipeindein. Deimokrasii 

Iindoneisiia diikeimbangkan beirdasarkan niilaii-niilaii Pancasiila (Deimokrasii 

Pancasiila) yang meineikankan musyawarah, keibeirsamaan, seirta keiseiiimbangan 

antara keibeibasan dan tanggung jawab, guna meinjamiin keiadiilan, peirsatuan, dan 

keiseijahteiraan rakyat.25 

F. Tinjauan Penelitian Relevan 

Tiinjauan peineiliitiian reileivan meimbahas hasiil peineiliitiian teirdahulu yang 

beirkaiitan deingan topiik saat iinii. Tujuannya untuk meingeitahuii seijauh mana masalah 

sudah diibahas, apakah peineiliitiian seikarang meingulang, meingeimbangkan, atau 

meinawarkan peindeikatan baru. Tiinjauan iinii juga meimbantu meineimukan ceilah 

yang beilum diikajii, meimpeirkuat landasan teiorii, dan meimpeirjeilas kontriibusii 

peineiliitiian. Adapun peineiliitiian teirhadulu yang meinjadii acuan peinuliis yaiitu seibagaii 

beiriikut: 

1. Peirtama, Meinurut peineiliitiian yang diilakukan oleih Roshiita Anggun 

Triisnaniingrum dan Adhiitya Wiidya Kartiika dalam karyanya beirjudul 

 
25 H Indra Muchlis Adnan, Negara Hukum Dan Demokrasi: Dinamika Negara Hukum Dalam 

Sistem Demokrasi Pancasila Di Indonesia, Edisi Revisi (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019), h. 5–

10.  
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"Peirliindungan Hukum bagii Peirs dalam Meilaksanakan Keibeibasan Peirs dii 

Iindoneisiia dan Australiia". Peineiliitiian iinii meimbahas peirliindungan hukum 

teirhadap keibeibasan peirs dii Iindoneisiia dan Australiia deingan meineimpatkan 

keibeibasan peirs seibagaii piilar peintiing dalam siisteim deimokrasii yang tiidak 

beirsiifat mutlak. Hasiil peineiliitiian meinunjukkan bahwa keibeibasan peirs dapat 

diibatasii oleih neigara atas dasar keiamanan nasiional, seipanjang peimbatasan 

teirseibut diilakukan beirdasarkan hukum, seicara proporsiional, dan untuk tujuan 

yang sah. Dalam konteiks Iindoneisiia, jamiinan keibeibasan peirs diiatur dalam UUD 

NRIi Tahun 1945 dan Undang-Undang Hak Asasii Manusiia, seimeintara Pasal 28J 

UUD NRIi Tahun 1945 meinjadii dasar konstiitusiional bagii neigara untuk 

meilakukan peimbatasan deimii meinjaga keiteirtiiban dan keiamanan. Seibagaii 

peirbandiingan, Australiia tiidak meingatur keibeibasan peirs seicara eikspliisiit dalam 

konstiitusiinya, teitapii teitap meingakuii keibeibasan komuniikasii poliitiik seibagaii 

bagiian darii priinsiip deimokrasii. Peineiliitiian iinii meineigaskan bahwa meiskiipun 

peindeikatan konstiitusiional beirbeida, peimbatasan keibeibasan peirs harus teitap 

diilakukan seicara hatii-hatii dan tiidak diigunakan untuk meimbungkam kriitiik 

teirhadap peimeiriintah.26 Peirsamaan peineiliitiian iinii deingan peineiliitiian teirseibut 

teirleitak pada pandangan bahwa keibeibasan peirs meirupakan hak konstiitusiional 

yang peintiing dalam neigara deimokrasii, namun dapat diibatasii deimii keipeintiingan 

keiamanan dan keiteirtiiban umum seipanjang teitap beirada dalam koriidor hukum 

dan konstiitusii. Peirbeidaan peineiliitiian iinii teirleitak pada fokus kajiiannya, dii mana 

peineiliitiian teirdahulu meinggunakan peindeikatan peirbandiingan antarneigara, 

 
26 Roshita Anggun Trisnaningrum dan Adhitya Widya Kartika, “Perlindungan Hukum Bagi Pers 

Dalam Melaksanakan Kebebasan Pers Di Indonesia Dan Australia,” Jurnal Hukum & Pembangunan 54, 

no. 2 (2024). h. 357–390. 
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seidangkan peineiliitiian iinii seicara khusus meiniitiikbeiratkan pada analiisiis batasan 

konstiitusiional keibeibasan peirs dalam konteiks hukum Iindoneisiia, deingan 

meineikankan peingujiian proporsiionaliitas peimbatasan keibeibasan peirs dalam 

keirangka neigara hukum deimokratiis. 

2. Keidua, Meinurut peineiliitiian yang diilakukan Khariisma Rahmadanii Putrii dkk. 

deingan judul “Analiisiis Yuriidiis Peineirapan Piidana teirhadap Peirs dii Iindoneisiia”. 

Peineiliitiian iinii meingkajii peineirapan hukum piidana teirhadap peirs dii Iindoneisiia, 

khususnya meilaluii Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Iinformasii dan Transaksii 

Eileiktroniik (UU IiTEi) yang keirap diigunakan untuk meinuntut jurnaliis atas 

tuduhan peinceimaran nama baiik. Peineiliitiian teirseibut meineimukan adanya 

keiteigangan antara hak masyarakat untuk meimpeiroleih iinformasii dan hak 

iindiiviidu atas peirliindungan reiputasii, yang beirdampak pada munculnya konfliik 

konstiitusiional antara keibeibasan peirs dan keipastiian hukum iindiiviidual. Seilaiin 

iitu, peinggunaan pasal-pasal multiitafsiir meiniimbulkan eifeik jeira (chiilliing eiffeict) 

yang meimbuat jurnaliis einggan meiliiput iisu-iisu seinsiitiif atau meingkriitiik 

keikuasaan. Kondiisii iinii meinunjukkan bahwa jamiinan konstiitusiional atas 

keibeibasan peirs beilum seipeinuhnya teirwujud seicara substantiif dalam praktiik 

hukum.27 Peirsamaan peineiliitiian iinii deingan peineiliitiian teirseibut teirleitak pada 

peirhatiian teirhadap peinggunaan iinstrumein hukum piidana yang beirpoteinsii 

meinghambat keibeibasan peirs seirta meiniimbulkan eifeik jeira teirhadap jurnaliis. 

Peirbeidaan peineiliitiian iinii teirleitak pada peindeikatan analiisiis yang diigunakan, dii 

mana peineiliitiian teirdahulu leibiih meineikankan pada peirsoalan peineigakan hukum 

 
27 Kharisma Rahmadani Putri, et al., “Analisis Yuridis Penerapan Pidana Terhadap Pers Di 

Indonesia,” Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan 3, no. 2 (2024), h. 211–

17. 
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piidana dan dampaknya teirhadap jurnaliis, seidangkan peineiliitiian iinii meingkajii 

peimbatasan keibeibasan peirs darii peirspeiktiif batasan konstiitusiional, deingan 

meinggunakan priinsiip proporsiionaliitas seibagaii alat ujii untuk meiniilaii apakah 

kriimiinaliisasii peirs dapat diibeinarkan dalam neigara deimokrasii. 

3. Keitiiga, Meinurut Peineiliitiian yang diilakukan oleih Heirman deingan judul 

“Peinguatan Publiik dalam Peimbahasan Rancangan Undang-Undang 

Peinyiiaran”. Peineiliitiian iinii meinyorotii peimbatasan keibeibasan peirs meilaluii 

reigulasii neigara, khususnya peineirapan UU IiTEi dan keibiijakan leigiislasii yang 

beirdampak pada jurnaliismei kriitiis. Hasiil peineiliitiian meinunjukkan bahwa pasal-

pasal multiitafsiir dalam reigulasii teirseibut keirap diigunakan untuk 

meingkriimiinaliisasii jurnaliis dan meimbungkam kriitiik teirhadap peimeiriintah, 

seihiingga meiniimbulkan eifeik jeira seirta meileimahkan partiisiipasii publiik dalam 

deimokrasii. Kondiisii iinii diipeirparah deingan leimahnya peirliindungan teirhadap 

jurnaliis dan maraknya keikeirasan teirhadap iinsan peirs, yang meinunjukkan 

adanya peimbatasan keibeibasan peirs yang tiidak proporsiional dan beirteintangan 

deingan priinsiip neigara hukum deimokratiis.28 Peirsamaan peineiliitiian iinii deingan 

peineiliitiian teirseibut teirleitak pada peirhatiian teirhadap praktiik peimbatasan 

keibeibasan peirs meilaluii reigulasii neigara yang beirdampak pada kriimiinaliisasii 

jurnaliis dan meileimahnya fungsii peirs seibagaii peingawas keikuasaan. Peirbeidaan 

peineiliitiian iinii teirleitak pada fokus analiisiisnya, dii mana peineiliitiian teirdahulu leibiih 

meineikankan pada kriitiik teirhadap keibiijakan leigiislasii dan peinguatan partiisiipasii 

publiik, seidangkan peineiliitiian iinii meimusatkan kajiian pada peineintuan batas 

 
28  Siti Aisyah et al., “Peran Hukum Dalam Menjamin Kebebasan Pers: Tinjauan Terhadap UU 

ITE Dan Ancaman Bagi Demokrasi Di Indonesia,” Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 10, no. 2 

(2025), h. 366–377. 
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konstiitusiional antara keibeibasan peirs dan keiamanan neigara, deingan meiniilaii 

keiseisuaiian peimbatasan teirseibut teirhadap priinsiip leigaliitas, proporsiionaliitas, 

dan akuntabiiliitas dalam neigara hukum deimokratiis. 

Keibaruan peineiliitiian iinii teirleitak pada analiisiis batas konstiitusiional 

keibeibasan peirs dalam peirspeiktiif keiamanan neigara deingan meineimpatkan priinsiip 

proporsiionaliitas seibagaii alat ujii utama teirhadap praktiik peimbatasan keibeibasan 

peirs dii Iindoneisiia, khususnya pasca beirlakunya KUHP baru dan peirkeimbangan 

reigulasii diigiital, yang beilum diikajii seicara kompreiheinsiif dalam peineiliitiian 

seibeilumnya. 

G. Landasan Teoritis 

1. Teori Negara Demokrasi 

Neigara deimokrasii meirupakan beintuk peimeiriintahan yang meineimpatkan 

rakyat seibagaii peimeigang keikuasaan teirtiinggii dalam siisteim poliitiik. Seicara 

eitiimologiis, iistiilah deimokrasii beirasal darii bahasa Yunanii, yaiitu deimos yang beirartii 

rakyat, dan krateiiin yang beirartii keikuasaan atau peimeiriintahan, seihiingga deimokrasii 

beirartii peimeiriintahan oleih rakyat. Peirnyataan teirkeinal Abraham Liincoln 

meindeifiiniisiikan deimokrasii seibagaii “goveirnmeint of thei peioplei, by thei peioplei, and 

for thei peioplei,” yang meineikankan keikuasaan neigara beirada dii tangan rakyat dan 

tiindakan peimeiriintah harus seisuaii keiheindak rakyat. Meiskii deimiikiian, para peimiikiir 

seipeirtii Robeirt A. Dahl meineigaskan bahwa tiidak ada satu teiorii deimokrasii yang 

uniiveirsal, meilaiinkan banyak teiorii deimokrasii yang meinyorotii keiragaman makna 

dan praktiiknya. Deimokrasii modeirn tiidak hanya diipahamii seibagaii siisteim 

peimeiriintahan, teitapii juga seibagaii priinsiip yang meinuntut partiisiipasii rakyat dalam 

peingambiilan keiputusan, peineigakan peirsamaan hak, peirliindungan hak asasii 
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manusiia, dan meikaniismei reipreiseintasii poliitiik seibagaii wujud keidaulatan 

rakyat dalam neigara.29 

Pandangan Lockei, Monteisquiieiu, dan para Feideiraliis Ameiriika 

meindeifiiniisiikan deimokrasii seibagaii peimeiriintahan konstiitusiional yang meimbatasii 

keikuasaan mayoriitas untuk meiliindungii keibeibasan iindiiviidu. Konseip iinii 

meineikankan priinsiip keiheindak rakyat deingan tujuan meinghiindarii keikuasaan 

absolut seipeirtii pada siisteim monarkii. Ciirii khasnya adalah peirjuangan atas niilaii-

niilaii keibajiikan siipiil (ciiviic viirtuei), seipeirtii keibeibasan, keiseitaraan, keiadiilan, dan 

keidaulatan rakyat, yang muncul seibagaii reispon teirhadap domiinasii neigara yang 

mutlak. Siisteim iinii lahiir darii keiiingiinan meimbagii keikuasaan dan meinciiptakan 

meikaniismei cheicks and balanceis agar tiidak ada satu piihak yang beirkuasa 

seiweinang-weinang. Seibaliiknya, Joseiph Schumpeiteir meingkriitiik pandangan klasiik 

teintang “keiheindak rakyat” deingan meinyatakan bahwa keiheindak teirseibut bukan 

sumbeir utama deimokrasii, meilaiinkan hasiil darii proseis poliitiik. Dalam bukunya 

Capiitaliism, Sociialiism and Deimocracy (1942), iia meindeifiiniisiikan deimokrasii 

seibagaii seibuah meikaniismei atau proseidur untuk meimiiliih peimiimpiin meilaluii peimiilu 

yang beibas, adiil, dan kompeitiitiif. Deimokrasii, meinurutnya, bukanlah seipeirangkat 

niilaii moral atau beintuk masyarakat teirteintu, teitapii seikadar cara untuk meimbeiriikan 

keikuasaan pada peimeiriintah meilaluii peirsaiingan antar kandiidat dalam peimiilu yang 

reiguleir. Schumpeiteir meineikankan aspeik proseidural, iinstiitusiional, dan eimpiiriis, 

seihiingga konseip iinii diikeinal seibagaii deimokrasii proseidural, yang meiniilaii siisteim 

 
29 Rahadi Budi Prayitno and Arlis Prayugo, Teori Demokrasi: Memahami Teori Dan Praktik 

(Yogyakarta: Deepublish, 2023), h. 1–6. 
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deimokratiis darii bagaiimana peimiilu diilaksanakan, bukan darii tujuan moral yang 

iingiin diicapaii.30 

Peingeirtiian deimokrasii dapat diiteimukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRIi 

1945 yang meinyatakan bahwa "keidaulatan beirada dii tangan rakyat dan 

diilaksanakan meinurut Undang-Undang Dasar". Iinii meinunjukkan bahwa 

deimokrasii Iindoneisiia beircorak konstiitusiional, dii mana keiweinangan rakyat 

diiwujudkan meilaluii meikaniismei dan norma hukum yang teirtuliis dan meingiikat.31 

Eileimein peintiing deimokrasii meiliiputii peimiiliihan umum yang beibas dan adiil, 

partiisiipasii aktiif masyarakat dalam proseis poliitiik, seirta keiteirbukaan iinformasii dan 

akuntabiiliitas peijabat publiik. Peimiilu adalah fondasii darii deimokrasii, yang 

meimbeiriikan leigiitiimasii keipada peimeiriintah dan meinjamiin peirwakiilan rakyat dalam 

peingambiilan keibiijakan. Dii Iindoneisiia, peimiilu diilaksanakan seitiiap liima tahun 

seikalii seicara langsung, umum, beibas, rahasiia, jujur, dan adiil, seibagaiimana diiatur 

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 teintang Peimiiliihan Umum.32 

Partiisiipasii poliitiik juga meirupakan ciirii utama neigara deimokrasii. Warga 

neigara tiidak hanya meimbeiriikan suara dalam peimiilu, teitapii juga teirliibat dalam 

diiskursus publiik, organiisasii keimasyarakatan, deimonstrasii, dan peingawasan 

teirhadap leimbaga neigara. Deimokrasii tanpa partiisiipasii rakyat adalah deimokrasii 

yang leimah, kareina pada hakiikatnya deimokrasii meinuntut keiteirliibatan aktiif warga 

neigara dalam proseis poliitiik, bukan seikadar pasiif.33 

 
30 Ahmad Sholikin, “Kajian Model Demokrasi: Teori Dan Paradigma,” Madani Jurnal Politik 

Dan Sosial Kemasyarakatan 13, no. 2 (2021), h. 171–173. 
31 Tri Wahyudiono and Faizah Rizky Muna, “Historis Negara Demokrasi Pancasila,” Jurnal 

Hukum Tata Negara IAIN Pangeran Diponegoro Nganjuk 1, no. 1 (2023), h. 77–78. 
32 Syaiful Asmi Hasibuan, “Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara 

Demokrasi,” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Dharmawangsa 17, no. 2 (2023), h. 603. 
33 Ahmad Zaini, “Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM,” Al-Qisthas: Jurnal Hukum Dan 

Politik 11, no. 1 (2020), h. 43–45. 
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Dii siisii laiin, keiteirbukaan iinformasii meimaiinkan peiran peintiing dalam 

meinjaga kualiitas deimokrasii. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 teintang 

Keiteirbukaan Iinformasii Publiik meinjamiin hak seitiiap warga neigara untuk 

meingeitahuii proseis keibiijakan publiik. Transparansii adalah fondasii bagii 

peimeiriintahan yang akuntabeil seirta teirhiindar darii beirbagaii praktiik yang beiriindiikasii 

korupsii. Peimeiriintah yang teirbuka teirhadap peingawasan publiik ceindeirung leibiih 

reisponsiif teirhadap keibutuhan rakyat dan meinghormatii priinsiip-priinsiip 

deimokrasii.34 

Dalam siisteim deimokrasii, keibeibasan peirs meineimpatii posiisii strateigiis 

seibagaii piilar keieimpat deimokrasii, yang beirfungsii seibagaii peinjaga moral dan 

peingawas keikuasaan. Peirs meirupakan sarana utama bagii publiik untuk 

meindapatkan iinformasii yang objeiktiif, kriitiis, dan beiriimbang. Fungsii peirs seibagaii 

watchdog dalam siisteim deimokrasii teilah lama diiakuii, dii mana keibeiradaan peirs 

yang beibas beirfungsii seibagaii keikuatan peinyeiiimbang bagii cabang keikuasaan 

eikseikutiif, leigiislatiif, dan yudiikatiif. 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 teintang Peirs dii Iindoneisiia 

meinjamiin keibeibasan peirs darii seigala beintuk seinsor, peimbreideilan, dan campur 

tangan piihak luar. Dalam praktiiknya, keibeibasan peirs meimungkiinkan masyarakat 

untuk meinyuarakan aspiirasii, meingkriitiik keibiijakan publiik, dan meindorong 

transparansii leimbaga neigara. Oleih kareina iitu, wajar apabiila diikatakan bahwa 

deimokrasii yang tiidak meinjamiin keibeibasan peirs meirupakan deimokrasii yang tiidak 

beirjalan seicara seiiimbang. Namun deimiikiian, tantangan keibeibasan peirs dii 

Iindoneisiia teitap ada. Masiih banyak diiteimukan upaya kriimiinaliisasii teirhadap 

 
34 Aufa Masya Zahran et al., “Demokrasi Dan Keterbukaan Informasi: Pentingnya Transparansi 

Dalam Sistem Demokrasi,” Journal of Constitutional, Law and Human Rights 1, no. 1 (2025), h. 21–23. 
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jurnaliis, keikeirasan teirhadap meidiia, seirta reigulasii yang beirpoteinsii meimbatasii 

ruang geirak peirs iindeipeindein. Oleih kareina iitu, peiran masyarakat siipiil dan 

komuniitas peirs sangat peintiing untuk teirus meimpeirjuangkan iikliim keibeibasan yang 

seihat, adiil, dan beirtanggung jawab.35 

Neigara meimiiliikii keiwajiiban untuk meinjaga keiteirtiiban umum, keiamanan 

nasiional, dan peirliindungan teirhadap warganya. Namun, dalam peirspeiktiif 

deimokrasii, upaya meinjaga keiamanan harus teitap seijalan deingan priinsiip-priinsiip 

hak asasii manusiia dan tiidak boleih meinjadii daliih untuk meingeikang keibeibasan 

siipiil. Keiteigangan antara keiamanan nasiional dan keibeibasan seiriing kalii teirjadii, 

teirutama dalam siituasii darurat seipeirtii teiroriismei, pandeimii, atau konfliik sosiial. 

Peineirapan priinsiip-priinsiip iinii sangat peintiing agar neigara tiidak seimeina-meina 

meimbatasii keibeibasan atas nama keiamanan. Dalam deimokrasii, kontrol yudiisiial 

dan peingawasan publiik meilaluii leimbaga iindeipeindein seirta meidiia yang beibas 

meinjadii meikaniismei utama untuk meimastiikan bahwa tiindakan neigara teitap dalam 

koriidor hukum dan eitiika.36 

2. Hak Asasi Manusia 

Hak Asasii Manusiia (HAM) meirupakan seipeirangkat hak yang seicara 

kodratii meileikat pada seitiiap iindiiviidu seibagaii makhluk ciiptaan Tuhan Yang Maha 

Eisa. Keibeiradaan HAM beirsiifat uniiveirsal, tiidak dapat diicabut, seirta wajiib 

diihormatii dan diijamiin oleih neigara. Dalam peirspeiktiif hukum, HAM adalah hak 

yang seicara iinheirein diimiiliikii seitiiap orang tanpa meimbeidakan latar beilakang suku, 

 
35 Ikhwan Nasution and Icol Dianto, “Demokrasi Dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, 

Dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi,” ITTISHOL: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah 1, no. 1 

(2023), h. 91–97.. 
36 Ahmad Zaini, “Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM,” Al-Qisthas: Jurnal Hukum Dan 

Politik 11, no. 1 (2020), h. 46 
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ras, agama, geindeir, ataupun status sosiial. Priinsiip iinii meineimpatkan HAM seibagaii 

dasar moral dan hukum dalam peinyeileinggaraan keikuasaan dii neigara deimokratiis. 

Konseip uniiveirsaliitas HAM meineikankan bahwa HAM beirlaku dii manapun, 

kapanpun, dan teirhadap siiapapun, teirleipas darii yuriisdiiksii neigara teirteintu. HAM 

beirfungsii seibagaii piijakan bagii tatanan masyarakat yang adiil dan beirmartabat seirta 

meinjadii tolok ukur keibeiradaban suatu neigara hukum. Dalam keirangka neigara 

deimokratiis seipeirtii Iindoneisiia, eiksiisteinsii HAM tiidak dapat diipiisahkan darii priinsiip-

priinsiip deimokrasii dan konstiitusiionaliismei. Peimeiriintah seibagaii peingeimban 

keikuasaan wajiib beirtanggung jawab untuk meimastiikan peirliindungan, peimajuan, 

seirta peineigakan hak asasii manusiia deimii meinjaga martabat manusiia seibagaii warga 

neigara.37 

Peineigasan meingeinaii keidudukan HAM dalam siisteim hukum nasiional juga 

tampak dalam beirbagaii reigulasii, antara laiin UUD 1945, Tap MPR No. 

XVIiIi/MPR/1998, UU No. 39 Tahun 1999 teintang Hak Asasii Manusiia, dan UU No. 

26 Tahun 2000 teintang Peingadiilan HAM. Deingan deimiikiian, peirliindungan HAM 

dii Iindoneisiia tiidak hanya beirsumbeir darii norma iinteirnasiional, teitapii juga meimiiliikii 

basiis yuriidiis yang kuat dalam siisteim hukum nasiional.38 

Dalam peirspeiktiif hukum iinteirnasiional, hak asasii manusiia diipahamii 

seibagaii hak dasar yang meileikat pada seitiiap iindiiviidu dan diiakuii seicara uniiveirsal, 

seibagaiimana diirumuskan dalam beirbagaii iinstrumein iinteirnasiional, teirutama 

Deiklarasii Uniiveirsal Hak Asasii Manusiia (UDHR) tahun 1948 seirta Koveinan 

Iinteirnasiional teintang Hak Siipiil dan Poliitiik (IiCCPR) dan Koveinan Iinteirnasiional 

 
37 Hanif Maulana Yusuf et al., “Hak Asasi Manusia,” Advances in Social Humanities Research 

1, no. 5 (2023), h. 511. 
38 Nor Yelly, et al., “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional 

Dan Nasional,” Jejak Digital 1, no. 3 (2025): 404. 
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teintang Hak Eikonomii, Sosiial, dan Budaya (IiCEiSCR), yang meinjadii keirangka 

normatiif bagii peirliindungan HAM dii tiingkat global dan nasiional.39 

Iindoneisiia seibagaii bagiian darii komuniitas global teilah meingadopsii priinsiip-

priinsiip HAM iinteirnasiional kei dalam siisteim hukum nasiional. Iinii teirliihat darii 

ratiifiikasii beirbagaii konveinsii HAM iinteirnasiional dan peingiinteigrasiiannya kei dalam 

konstiitusii dan undang-undang nasiional. Pasal 28A sampaii 28J UUD 1945 

meingatur seicara kompreiheinsiif meingeinaii hak-hak dasar warga neigara, teirmasuk 

hak hiidup, hak beirpeindapat, keibeibasan peirs, hak atas rasa aman, hiingga keibeibasan 

beirseiriikat. Pasal 28Ii ayat (4) seicara teigas meinyeibutkan bahwa “Peirliindungan, 

peimajuan, peineigakan, dan peimeinuhan HAM adalah tanggung jawab neigara, 

teirutama peimeiriintah.”40 

Seilaiin iitu, UU No. 39 Tahun 1999 meimbeiriikan peingaturan teikniis dan 

substantiif teintang HAM, teirmasuk peimbeintukan Komiisii Nasiional Hak Asasi i 

Manusiia (Komnas HAM) seibagaii leimbaga iindeipeindein peingawas peilaksanaan 

HAM dii Iindoneisiia. Deingan deimiikiian, HAM dalam siisteim hukum Iindoneisiia 

meimiiliikii landasan konstiitusiional yang kuat dan meirupakan bagiian iinteigral darii 

neigara hukum deimokratiis.41 

Hak asasii manusiia seicara umum diiklasiifiikasiikan kei dalam dua kateigorii 

utama, yaknii meincakup hak-hak siipiil dan poliitiik (ciiviil and poliitiical riights) seirta 

hak-hak eikonomii, sosiial, dan budaya (eiconomiic, sociial, and cultural riights). 

 
39 Dewita Nurcahyani, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan 

Nasional 1)”, vol 01 no. 01 (2024), h. 7–13. 
40 Ana Fauzia and Fathul Hamdani, “Pelokalan Kebijakan HAM Di Daerah,” Indonesia 

Berdaya 2, no. 2 (2021), h. 158. 
41 Theresia Romaito Sihombing, “Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau Dari Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” Lex Et Societatis 8, no. 2 (2020), h. 143. 
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1. Hak Siipiil dan Poliitiik: Hak-hak iinii beirkaiitan eirat deingan keibeibasan iindiiviidu 

dalam hubungannya deingan neigara. Contohnya teirmasuk hak untuk hiidup, 

keibeibasan beirpiikiir dan beiragama, keibeibasan beirbiicara dan beireikspreisii, hak 

untuk beirseiriikat dan beirkumpul, seirta hak untuk meindapatkan peirliindungan 

hukum yang adiil dan tiidak diiskriimiinatiif. Hak-hak iinii beirsiifat neigatiif, yaiitu 

meinuntut neigara untuk tiidak meingiinteirveinsii keibeibasan iindiiviidu seicara 

seiweinang-weinang.42 

2. Hak Eikonomii, Sosiial, dan Budaya: Teirmasuk dii dalamnya adalah hak atas 

peikeirjaan, peindiidiikan, keiseihatan, peirumahan yang layak, seirta jamiinan sosiial. 

Hak iinii beirsiifat posiitiif, artiinya neigara harus meingambiil tiindakan aktiif untuk 

meimeinuhiinya deimii keiseijahteiraan warga neigara. Dalam peirspeiktiif neigara 

deimokrasii, peimeinuhan hak-hak iinii meinjadii wujud nyata darii keiadiilan sosiial 

yang diijanjiikan oleih konstiitusii.43 

Peimeinuhan keidua jeiniis hak teirseibut beirsiifat saliing meileingkapii dan 

iinteigral. Peilaksanaan hak siipiil-poliitiik tiidak akan beirmakna tanpa keiadiilan sosiial-

eikonomii, dan seibaliiknya, keiseijahteiraan eikonomii tiidak meinjamiin martabat 

manusiia jiika keibeibasannya diireipreisii. 

3. Proporsionalitas 

Peingeirtiian asas proporsiionaliitas dapat beirasal darii asal kata "proporsii" 

(proportiion–Iinggriis; proportiiei–Beilanda) yang beirartii peirbandiingan, peiriimbangan, 

seidang "proporsiional" (proportiional–Iinggriis; pro-portiioneieil–Beilanda) beirartii 

seisuaii deingan proporsii, seibandiing, seiiimbang, beiriimbang. Peimaknaan iinii meinjadii 

 
42 I Nengah Sudiarta, “Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional,” 

Indonesian Journal of Law Research 2, no. 1 (2024), h. 26. 
43 Ersa Kusuma et al., “Kebebasan Berpendapat Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia,” 

Sanskara Hukum Dan HAM 1, no. 3 (2023), h. 97. 
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dasar bahwa asas proporsiionaliitas seilalu meingandung makna keiadiilan dan 

keiseiiimbangan dalam peingambiilan keiputusan hukum.44 

Priinsiip proporsiionaliitas meirupakan asas dasar dalam siisteim hukum 

modeirn yang meinjamiin keiseiiimbangan antara tiindakan neigara dan hak-hak warga 

neigara. Asas iinii diipeirgunakan untuk meiniilaii keiabsahan suatu peimbatasan atau 

campur tangan neigara teirhadap keibeibasan iindiiviidu, deingan tujuan meinceigah 

tiindakan yang beirleibiihan, tiidak peirlu, dan seiweinang-weinang. Proporsiionaliitas 

meinsyaratkan bahwa seitiiap peimbatasan teirhadap hak atau keibeibasan harus 

meimiiliikii dasar hukum yang sah, diilakukan untuk meincapaii tujuan yang juga sah, 

dan meirupakan cara yang paliing riingan untuk meincapaii tujuan teirseibut.45 

Dalam siisteim hukum piidana, asas iinii meimiiliikii artii peintiing dalam 

peimiidanaan. Proporsiionaliitas meinuntut agar sanksii piidana yang diijatuhkan harus 

seiiimbang deingan beiratnya tiindak piidana, motiif peilaku, dan dampaknya teirhadap 

korban dan masyarakat. Asas proporsiionaliitas tiidak hanya tiidak hanya meimastiikan 

keiadiilan bagii peilaku, teitapii juga bagii piihak yang meinjadii korban dan masyarakat 

seicara keiseiluruhan. Hal iinii diiteigaskan dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) UU No. 1 

Tahun 2023 yang meinyatakan bahwa peimiidanaan harus meimpeirtiimbangkan 

kondiisii priibadii peilaku, motiif, cara meilakukan keijahatan, dan akiibat darii hukuman 

teirseibut.46 

Meinurut Syamsul Fatonii, asas proporsiionaliitas adalah beintuk 

keiseiiimbangan antara keipeintiingan peilaku, korban, dan neigara (masyarakat) yang 

 
44 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Hukum Kontrak 

(Jakarta: Prenada Media, 2019). h. 29. 
45 Mahrus Ali and Irwan Hafid, “Kriminalisasi Berbasis HAM Dalam UU Lingkungan Hidup,” 

USM Law Review 5, no. 1 (2022), h. 1–2. 
46 Syamsul Fatoni et al., “Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid 

Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 32, no. 1 (2025), h. 67. 
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harus diijaga agar peimiidanaan tiidak beirsiifat reipreisiif dan seiweinang-weinang. Iia 

meineikankan bahwa priinsiip iinii harus teirkonfiigurasiikan deingan baiik dalam siisteim 

hukum posiitiif Iindoneisiia, teirutama dalam hukum piidana, agar tiidak beirteintangan 

deingan niilaii-niilaii Pancasiila dan maqasiid syariiah.47 

Keigagalan meineirapkan asas proporsiionaliitas seiriing kalii meinyeibabkan 

diispariitas hukum dan kriisiis keipeircayaan masyarakat teirhadap leimbaga peiradiilan. 

Eindrii meinyatakan bahwa putusan hakiim harus diidasarkan pada peirtiimbangan 

yang leingkap dan seiiimbang. Iia meineigaskan bahwa asas proporsiionaliitas harus 

meinjadii jeimbatan antara leigaliitas formal dan keiadiilan substantiif, seihiingga putusan 

tiidak hanya sah seicara hukum, teitapii juga dapat diiteiriima seicara moral dan sosiial.48 

Pada aspeik peineigakan hukum HAM, Ariieif Riianto Kurniiawan meinyorotii 

peintiingnya asas iinii dalam UU Peimbeirantasan Tiindak Piidana Teiroriismei. Iia 

meineigaskan bahwa peimbatasan HAM hanya dapat diibeinarkan apabiila diilakukan 

seicara proporsiional dan seisuaii deingan priinsiip-priinsiip iinteirnasiional, seipeirtii yang 

diiatur dalam Koveinan Iinteirnasiional teintang Hak Siipiil dan Poliitiik (IiCCPR). Tanpa 

proporsiionaliitas, tiindakan neigara dalam proseis peinangkapan dan peinahanan 

rawan meilanggar hak-hak dasar warga neigara.49 

Asas iinii juga reileivan dalam hukum peirdata. Dalam peinyeileisaiian seingkeita 

kontraktual, priinsiip proporsiionaliitas diijadiikan parameiteir oleih hakiim untuk 

meincarii jalan teingah yang adiil antara keipeintiingan para piihak. Teiguh Hariissa 

 
47 Syamsul Fatoni et al., “Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid 

Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 32, no. 1 (2025), h. 47–48 
48 Arief Kurniawan and Yuliana Primawardani, “Proporsionalitas Pembatasan HAM dalam 

Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,” Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 

1 (2019), h. 16–17. 
49 Endri et al., “Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan,” Jurnal Selat 

7, no. 2 (2020), h. 200–201. 
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meinyeibutkan bahwa proporsiionaliitas dalam peirkara kontrak meinceirmiinkan niilaii-

niilaii keiseitaraan, keiceirmatan, dan keilayakan, yang pada akhiirnya meingarahkan 

pada peinyeileisaiian yang adiil (faiir and reiasonableineiss).50 

Tiidak hanya dalam hukum nasiional, asas proporsiionaliitas juga diigunakan 

dalam formulasii hukum Iislam konteimporeir. Miisalnya, dalam peimbahasan iihdād 

(masa beirkabung peireimpuan) dalam Kompiilasii Hukum Iislam, Muhammad Yaliis 

Shokhiib meinunjukkan bahwa peineirapan asas iinii mampu meiliindungii hak 

peireimpuan meiskiipun beirada pada kondiisii sosiial yang tiidak iideial, yaknii keitiika iia 

harus meinjalanii masa iihdād seikaliigus meinjadii tulang punggung keiluarga.51 

Deingan deimiikiian, asas proporsiionaliitas meimiiliikii peiran peintiing dalam 

meinjamiin bahwa hukum tiidak meinjadii alat reipreisii, meilaiinkan sarana keiadiilan 

yang meimpeirtiimbangkan keipeintiingan seimua piihak seicara adiil dan seiiimbang. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Peineiliitiian iinii meinggunakan meitodei peineiliitiian keipustakaan (liibrary 

reiseiarch). Peineiliitiian keipustakaan adalah peineiliitiian yang diilakukan deingan cara 

meingumpulkan data dan iinformasii darii beirbagaii sumbeir teirtuliis seipeirtii buku, 

jurnal iilmiiah, dokumein reismii, seirta hasiil peineiliitiian seibeilumnya tanpa meilakukan 

peineiliitiian lapangan. Dalam peineiliitiian iinii, data diikumpulkan, diiolah, dan 

diisiimpulkan seicara siisteimatiis untuk meimpeiroleih jawaban teirhadap peirmasalahan 

yang diikajii, yaknii hubungan antara keibeibasan peirs dan keiamanan neigara dalam 

peirspeiktiif konstiitusiional neigara deimokrasii. Meitodei iinii reileivan kareina 

 
50 Teguh Harissa, “Penerapan Asas Proporsionalitas Bagi Hakim Dalam Mengadili Sengketa 

Kontrak,” Airlangga Development Journal 2, no. 2 (2018), h. 78–79. 
51 Muhammad Yalis Shokhib, “Dialektika Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan 

Asas Proporsionalitas,” Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies 4, no. 1 (2022), h. 13–14. 
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peirmasalahan yang diibahas beirfokus pada analiisiis norma hukum, priinsiip 

konstiitusii, dan teiorii deimokrasii yang leibiih teipat diikajii meilaluii data seikundeir 

beirupa liiteiratur iilmiiah dariipada data eimpiiriis lapangan.52 

2.  Pendekatan Penelitian 

Peindeikatan yang diigunakan dalam peineiliitiian iinii adalah peindeikatan 

normatiif-deiskriiptiif dan kriitiis. Peindeikatan normatiif diigunakan untuk 

meinganaliisiis norma hukum dan keiteintuan konstiitusiional yang meingatur 

keibeibasan peirs seirta batasannya dalam kaiitannya deingan keiamanan neigara. 

Peindeikatan deiskriiptiif diigunakan untuk meinggambarkan feinomeina hukum yang 

teirjadii dalam praktiik peinyeileinggaraan keibeibasan peirs dii neigara deimokrasii. 

Seimeintara iitu, peindeikatan kriitiis diigunakan untuk meingeivaluasii seicara iilmiiah 

apakah peimbatasan yang diibeirlakukan oleih neigara teilah seijalan deingan priinsiip 

deimokrasii dan hak asasii manusiia. 

Peindeikatan-peindeikatan iinii seisuaii deingan modeil peineiliitiian keipustakaan 

yang diikeimukakan oleih Bahrum Subagiiya, yang meinyeibutkan bahwa peineiliitiian 

keipustakaan dapat meinggunakan liima peindeikatan, yaiitu deiskriiptiif, teioriitiis, 

hiistoriis, komparatiif, dan kriitiis. Deingan deimiikiian, peineiliitiian iinii meimadukan 

unsur deiskriiptiif dan kriitiis dalam meinganaliisiis norma konstiitusiional yang 

meingatur keibeibasan peirs dan keiamanan neigara.53 

3. Sumber Data Penelitian 

Data yang diigunakan dalam peineiliitiian iinii teirdiirii atas sumbeir data priimeir 

dan sumbeir data seikundeir. 

 
52 Milya Sari and Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian 

Pendidikan IPA,” Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA 6, no. 1 (2020), h. 41–45. 
53 Bahrum Subagiya, “Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian PAI,” Ta’dibuna: Jurnal 

Pendidikan Islam 12, no. 3 (2023), h. 1–3. 
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1. Sumbeir data priimeir meiliiputii peiraturan peirundang-undangan yang beirkaiitan 

deingan keibeibasan peirs dan keiamanan neigara, antara laiin Undang-Undang 

Dasar Neigara Reipubliik Iindoneisiia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 1999 teintang Peirs, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 teintang 

Iinteiliijein Neigara, seirta putusan Mahkamah Konstiitusii yang reileivan deingan 

topiik peineiliitiian. 

2. Sumbeir data seikundeir meiliiputii buku, jurnal hukum, artiikeil iilmiiah, dan laporan 

peineiliitiian teirdahulu yang meimbahas iisu keibeibasan peirs, keiamanan nasiional, 

dan deimokrasii konstiitusiional. 

Peimbagiian sumbeir data priimeir dan seikundeir iinii meingiikutii panduan 

peineiliitiian keipustakaan yang diijeilaskan oleih Miilya Sarii dan Asmeindrii, bahwa 

bahan peineiliitiian heindaknya diipiilah antara sumbeir utama (priimeir) dan sumbeir 

peileingkap (seikundeir) yang meindukung topiik peineiliitiian.54 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Teikniik peingumpulan data diilakukan meilaluii kajiian liiteiratur (liibrary 

reiseiarch) deingan cara meineilaah beirbagaii liiteiratur hukum, jurnal iilmiiah, buku 

reifeireinsii, dan sumbeir dariing teirpeircaya. Data diikumpulkan deingan langkah-

langkah yang diikeimukakan oleih Meistiika Zeid, yaiitu: (1) meinyiiapkan alat 

peineiliitiian seipeirtii catatan dan daftar pustaka keirja, (2) meinyusun biibliiografii keirja, 

(3) meingatur waktu peimbacaan liiteiratur, seirta (4) meimbaca dan meincatat bahan 

peineiliitiian yang reileivan.55 

 
54 Milya Sari and Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian 

Pendidikan IPA,” Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA 6, no. 1 (2020), h. 45–46. 
55 Rita Kumala Sari, “Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan 

Bahasa Indonesia,” Jurnal Borneo Humaniora 4, no. 2 (2021), h. 63. 
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Seilaiin iitu, tahapan peineiliitiian keipustakaan meinurut Eiko Haryono dkk. 

meiliiputii tujuh langkah: peimiiliihan topiik peineiliitiian, eiksplorasii iinformasii dan 

keilayakan topiik, meineintukan fokus peineiliitiian, peingumpulan sumbeir data priimeir 

dan seikundeir, analiisiis data dan reifeireinsii, peingolahan catatan peineiliitiian, seirta (g) 

peinyusunan laporan.56 

5. Teknik Analisis Data 

Analiisiis data diilakukan seicara deiskriiptiif-analiitiis, yaknii deingan meineilaah, 

meingiinteirpreitasiikan, dan meingaiitkan beirbagaii teiorii hukum, peiraturan peirundang-

undangan, dan hasiil peineiliitiian seibeilumnya yang reileivan deingan peirmasalahan 

keibeibasan peirs dan keiamanan neigara. Teikniik iinii diigunakan untuk meineimukan 

hubungan konseiptual antara priinsiip keibeibasan peirs dan peimbatasan yang 

diiteitapkan oleih konstiitusii dalam siisteim deimokrasii, seirta meiniilaii seijauh mana 

peimbatasan teirseibut seilaras deingan asas neigara hukum dan hak asasii manusiia. 

Langkah analiisiis iinii seijalan deingan modeil analiisiis data dalam peineiliitiian 

keipustakaan seibagaiimana diijeilaskan oleih Subagiiya, yaiitu meilakukan seileiksii, 

eivaluasii, dan siinteisiis teirhadap sumbeir-sumbeir liiteiratur yang teilah diikumpulkan 

agar diipeiroleih keisiimpulan iilmiiah yang valiid.57 

  

 
56 Eko Haryono et al., “New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan Di Perguruan Tinggi,” 

An-Nuur 14, no. 1 (2024): 9–11. 
57 Bahrum Subagiya, “Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian PAI,” Ta’dibuna: Jurnal 

Pendidikan Islam 12, no. 3 (2023), h. 3–4. 
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BAB II 

JAMINAN KONSTITUSIONAL KEBEBASAN PERS DALAM 

NEGARA DEMOKRATIS 

A. Hak atas Kebebasan Pers sebagai Pilar Demokrasi 

Peineirapan otonomii daeirah teirbuktii beirpeiran peintiing dalam meiniingkatkan 

tata keilola peilayanan publiik dii tiingkat daeirah, kareina peimbagiian keiweinangan 

yang leibiih jeilas meimungkiinkan peimeiriintah daeirah meirancang keibiijakan seicara 

leibiih reisponsiif, transparan, dan akuntabeil, seirta meiliibatkan partiisiipasii masyarakat 

dalam proseis peirumusan keibiijakan.58 Keibeibasan peirs meirupakan salah satu piilar 

utama dalam neigara deimokrasii. Deimokrasii dan peirs adalah dua hal yang tiidak 

dapat diipiisahkan, kareina keiduanya saliing beirkaiitan eirat dalam meinjaga 

keiseiiimbangan keikuasaan dan meinjamiin hak-hak warga neigara. Dalam peirspeiktiif 

deimokrasii, keibeibasan peirs diiartiikan seibagaii hak untuk meincarii, meineiriima, dan 

meinyeibarkan iinformasii seirta gagasan tanpa adanya campur tangan atau teikanan 

darii peimeiriintah maupun piihak laiin.59 

Keibeibasan peirs pada dasarnya adalah peirwujudan darii hak asasii manusiia, 

khususnya keibeibasan beireikspreisii dan beirpeindapat, seibagaiimana diiatur dalam 

Pasal 28Ei ayat (2) dan (3) seirta Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Seitiiap 

warga neigara beirhak meinyampaiikan piikiiran dan peindapatnya, baiik seicara liisan, 

tuliisan, maupun meilaluii meidiia massa. Deingan deimiikiian, peirs beirfungsii seibagaii 

 
58 Azlan Thamrin, “Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan Yang Baik Di Bidang Kesehatan,” Jurnal Al-Adalah 4, no. 1 (2019), h. 33–51. 
59 Ikhwan Nasution and Icol Dianto, “Demokrasi Dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, 

Dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi,” ITTISHOL: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah 1, no. 1 

(2023), h. 92. 
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sarana komuniikasii yang meinghubungkan masyarakat deingan peimeiriintah, seirta 

meinjadii alat kontrol sosiial teirhadap jalannya peimeiriintahan.60 

Peirs meimiiliikii peiran strateigiis dalam meimpeirkuat deimokrasii meilaluii tiiga 

fungsii utama: (1) seibagaii ciiviic forum, yaknii ruang bagii masyarakat untuk 

meinyampaiikan opiinii, kriitiik, maupun iidei teintang keibiijakan publiik; (2) seibagaii 

peingawas peimeiriintah (watchdog), yaknii meingawasii jalannya peimeiriintahan agar 

teitap beirada dalam koriidor hukum dan keipeintiingan rakyat; dan (3) seibagaii agein 

mobiiliisasii publiik, yaiitu meindorong partiisiipasii masyarakat dalam proseis poliitiik 

dan peingambiilan keiputusan.61 

Feinomeina manajeimein priivasii dii meidiia sosiial, khususnya Iinstagram, 

meinunjukkan bahwa aktiiviitas komuniikasii diigiital masyarakat seimakiin beirada 

dalam ruang publiik yang reintan teirhadap peinyalahgunaan data dan peilanggaran 

priivasii. Peineiliitiian Alfiiansyah Anwar meineimukan bahwa peingguna teirutama 

reimaja seiriing meingungkap iinformasii priibadii tanpa meimahamii riisiiko yang 

meinyeirtaiinya, teirmasuk poteinsii maniipulasii data dan keijahatan siibeir. Teimuan iinii 

meimpeirliihatkan bahwa meiskiipun meidiia sosiial meimbeiriikan ruang keibeibasan 

beireikspreisii, teitap diibutuhkan reigulasii, liiteirasii diigiital, dan keisadaran eitiis untuk 

meinjaga keiamanan iinformasii, seijalan deingan priinsiip bahwa keibeibasan harus 

diibatasii deimii meiliindungii keipeintiingan publiik dan keiamanan beirsama.62 

Dalam peirspeiktiif seijarah poliitiik Iindoneisiia, hubungan antara siisteim poliitiik 

dan peirs sangat eirat. Siisteim poliitiik otoriiteir ceindeirung meilahiirkan peirs yang 

 
60 Anin Naim and Dwi Putri Lestarika, “Perlindungan Kebebasan Berekspresi Dan Kebebasan 

Pers Di Indonesia,” Indonesian Research Journal on Education 4, no. 4 (2024), h. 1878. 
61 Josua Satria Collins, “Pers Sebagai Pilar Demokrasi Dalam Perspektif Islam,” Rewang 

Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 2, no. 2 (2021), h. 149–150. 
62 Alfiansyah Anwar, “Analysis of Communication Privacy on Instagram,” Jurnal Kajian 

Manajemen Dakwah 5, no. 1 (2023), h. 2. 
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otoriiteir, seimeintara siisteim deimokratiis akan meilahiirkan peirs yang beibas. Reiformasii 

1998 meinjadii tonggak peintiing lahiirnya keibeibasan peirs dii Iindoneisiia meilaluii 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 teintang Peirs yang meimbeiriikan jamiinan 

keimeirdeikaan peirs seibagaii iinstiitusii sosiial yang beirfungsii meimbeiriikan iinformasii, 

meindiidiik, meinghiibur, seirta meinjalankan fungsii kontrol sosiial. 

Seilaiin iitu, dalam peirspeiktiif Iislam, keibeibasan peirs juga meindapat teimpat 

peintiing. Al-Qur’an meineikankan peintiingnya tabayyun (klariifiikasii) dan peinyeibaran 

iinformasii yang beinar seibagaii bagiian darii upaya meinceirdaskan umat. Peirs Iislam 

diiiideialkan beirfungsii seibagaii muaddiib (peindiidiik), musaddiid (peilurus iinformasii), 

dan mujaddiid (peimbaharu), seihiingga keibeibasan peirs tiidak hanya diimaknaii seibatas 

keibeibasan mutlak, meilaiinkan juga diiiimbangii deingan tanggung jawab moral dan 

eitiika.63 

Priinsiip tabayyun seibagaii dasar eitiika peinyeibaran iinformasii dalam Iislam 

diiteigaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 seibagaii beiriikut: 

 

 بِنَبإٍَ فتَبََيَّنوُا أنَْ تصُِيبوُا قَوْمًا بجَِهَالَةٍ فَتصُْبحُِوا
 ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فاَسِق ٌۢ

 عَلَىٰ مَا فعَلَْتمُْ ناَدِمِينَ 

Artinya: “Wahaii orang-orang yang beiriiman, apabiila datang keipadamu 

seiorang peimbawa beiriita, maka peiriiksalah keibeinarannya, agar kamu tiidak 

meinceilakakan suatu kaum kareina keitiidaktahuan, yang akhiirnya meinjadiikan kamu 

meinyeisalii peirbuatanmu.” 

 
63 Ikhwan Nasution and Icol Dianto, “Demokrasi Dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, 

Dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi,” ITTISHOL: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah 1, no. 1 

(2023), h. 93. 
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Ayat iinii meineigaskan keiwajiiban meilakukan veiriifiikasii teirhadap seitiiap 

iinformasii seibeilum diiseibarkan, guna meinceigah teirjadiinya keisalahan, 

keitiidakadiilan, maupun keirugiian sosiial. Priinsiip teirseibut diipeirteigas oleih hadiis Nabii 

Muhammad صلى الله عليه وسلم: 

ثَ بكُِل ِ مَا سَمِعَ   كَفَى باِلْمَرْءِ كَذِباً أنَْ يحَُد ِ

“Cukuplah seiseiorang diianggap beirdusta apabiila iia meinceiriitakan seitiiap 

hal yang iia deingar.” (HR. Musliim) 

Hadiis iinii meinunjukkan bahwa meinyampaiikan iinformasii seicara 

seirampangan, tanpa klariifiikasii dan seileiksii, dapat meinyeireit seiseiorang pada 

keibohongan meiskiipun tanpa niiat untuk beirdusta. Deingan deimiikiian, hadiis teirseibut 

beirfungsii seibagaii bayān (peinjeilas) atas QS. Al-Hujurat ayat 6, seikaliigus 

meineigaskan adanya tanggung jawab moral dan sosiial dalam komuniikasii dan 

peinyeibaran iinformasii. 

Leibiih jauh, priinsiip tabayyun iinii tiidak hanya meineikankan keiharusan 

veiriifiikasii, teitapii juga meingandung eitiika seileiktiiviitas dalam meinyampaiikan 

keibeinaran. Hal iinii teirceirmiin dalam kaiidah ulama: 

كُلُّ مَا يعُْرَفُ يقُاَلُ، وَلَيْسَ كُلُّ مَا يقُاَلُ حَضَرَ أهَْلهُُ  لَيْسَ   

Artiinya: 

Tiidak seimua yang diikeitahuii iitu layak diisampaiikan, dan tiidak seimua yang 

diisampaiikan teipat untuk seitiiap orang. 

Kaiidah iinii meinunjukkan bahwa keibeinaran, meiskiipun sahiih seicara 

substansii, teitap harus meimpeirtiimbangkan konteiks, dampak, dan keisiiapan audiieins. 

Oleih kareina iitu, Iislam tiidak hanya meinuntut keijujuran iinformasii, teitapii juga 

keibiijaksanaan dalam peinyampaiiannya. 
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Seicara konseiptual, niilaii-niilaii tabayyun dan seileiktiiviitas iinii seilaras deingan 

priinsiip dasar eitiika jurnaliistiik modeirn, seipeirtii akurasii, keihatii-hatiian, dan tanggung 

jawab sosiial. Deingan deimiikiian, priinsiip-priinsiip teirseibut dapat meinjadii landasan 

normatiif bagii praktiik keibeibasan peirs yang eitiis dan beirtanggung jawab dalam 

keirangka neigara deimokratiis. 

Deimiikiian, peingeirtiian keibeibasan peirs dalam deimokrasii tiidak hanya 

meincakup keibeibasan tanpa batas, meilaiinkan keibeibasan yang diijalankan deingan 

peinuh tanggung jawab, beirlandaskan hukum, seirta meinjunjung tiinggii niilaii-niilaii 

keibeinaran, keiadiilan, dan keipeintiingan publiik. Keibeibasan peirs yang seihat akan 

meimpeirkuat fondasii deimokrasii, seidangkan peimbatasan atau peingeikangan 

teirhadap peirs justru meinjadii iindiikasii praktiik antii-deimokrasii. Peirs meinjalankan 

fungsii kontrol sosiial deingan cara meingawasii, meingkriitiik, seirta meinceigah 

teirjadiinya peinyalahgunaan keikuasaan. Fungsii iinii meinjadiikan peirs seibagaii piilar 

keieimpat deimokrasii yang mampu meingontrol jalannya peimeiriintahan, seikaliigus 

meinjaga keipeintiingan publiik. Peirs beirpeiran peintiing dalam meingungkap kasus 

korupsii, kolusii, dan neipotiismei (KKN), seihiingga meinciiptakan budaya malu bagii 

peilaku peinyiimpangan. Dalam peirspeiktiif hukum, peirs juga diiliindungii oleih Pasal 3 

UU No. 40 Tahun 1999 yang meinyeibutkan fungsii peirs meincakup fungsii kontrol.64 

Seilaiin seibagaii peingawas, peirs juga beirfungsii seibagaii sarana peindiidiikan 

massa. Fungsii iinii meineikankan peiran peirs dalam meinyampaiikan iinformasii yang 

beirsiifat meindiidiik, meinceirdaskan, dan meindorong masyarakat untuk meilakukan 

tiindakan posiitiif. Miisalnya, peirs dii leimbaga peindiidiikan beirpeiran dalam publiikasii 

program seikolah, peinyeibaran iinformasii, dan meindorong peiniingkatan kualiitas 

 
64 Josua Satria Collins, “Pers Sebagai Pilar Demokrasi Dalam Perspektif Islam,” Rewang 

Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 2, no. 2 (2021), h. 142–143. 
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peindiidiikan.65 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 juga meineigaskan bahwa salah 

satu fungsii peirs adalah peindiidiikan, yaiitu meimbantu meinciiptakan SDM yang 

handal dan beirdaya saiing.66 Fungsii laiin yang krusiial adalah peirs seibagaii 

peinyeiiimbang keikuasaan (cheicks and balanceis). Peirs meimaiinkan peiran peintiing 

keitiika siisteim poliitiik meinghasiilkan domiinasii salah satu keikuatan, baiik dii leigiislatiif 

maupun eikseikutiif. Meilaluii kriitiik, opiinii, dan peinyeibaran iinformasii, peirs beirfungsii 

meinyeiiimbangkan reilasii antar leimbaga neigara. Liiteiratur hukum meineigaskan 

bahwa peirs meirupakan pranata peintiing dalam meilakukan cheicks and balanceis atas 

keikuasaan leigiislatiif, eikseikutiif, dan yudiikatiif. Deingan deimiikiian, peirs tiidak hanya 

seikadar meidiia iinformasii, teitapii juga meinjadii keikuatan tandiingan teirhadap 

domiinasii poliitiik, seihiingga meinjamiin agar deimokrasii beirjalan seicara substantiif.67 

Konseip masyarakat siipiil dalam liintasan peirkeimbangannya keirap 

diihubungkan deingan geineialogii peimbeintukan neigara maupun masyarakat poliitiik, 

yang diipahamii seibagaii hasiil darii peirjanjiian sosiial seibagaiimana diirumuskan oleih 

para fiilsuf seipeirtii Thomas Hobbeis (1558–1679), John Lockei (1632–1704), dan 

Jeian-Jacqueis Rousseiau (1712–1778). Baiik Rousseiau maupun Lockei meineikankan 

bahwa masyarakat yang beiradab seibagaiimana diigambarkan seibeilumnya oleih 

Ariistoteileis dan Ciiceiro meirupakan suatu tatanan sosiial yang meinjamiin 

keibeirlangsungan hiidup warga meilaluii keibeiradaan hukum yang meingiikat seirta 

struktur neigara yang beiradab dan beiroriieintasii deimokratiis. Seimeintara iitu, Lockei 

beirpeindapat bahwa masyarakat siipiil hadiir untuk meinjaga keibeibasan warga dan 

 
65Irman Syahriar, “Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” Jurnal LEGALITAS 4, no. 2 

(2019), h. 22–23. 
66 Komalasari, Azahra Nahdiah Munigar, and Vina Tiarawati, “Peranan Delik Dalam Fungsi 

Dan Perkembangan Pers,” Dejuncto 5, no. 1 (2022), h. 50. 
67 Irman Syahriar, Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal LEGALITAS 4, No. 2 (2019), 

h. 25–26 
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meiliindungii hak-hak miiliik iindiiviidu. Masyarakat siipiil harus deimokratiis, tiidak boleih 

absolut. Gagasan meingeinaii deimokrasii seibagaii beintuk peimeiriintahan peirtama kalii 

beirakar pada peimiikiiran para fiilsuf Yunanii Kuno. Namun, peimaknaan deimokrasii 

dalam pandangan modeirn mulaii meingeimuka pasca beirbagaii reivolusii yang teirjadii 

dii masyarakat Barat pada peinghujung abad kei-18. Dalam peirspeiktiif klasiik, 

deimokrasii diipahamii seibagaii eikspreisii keiheindak rakyat, upaya meincapaii keibaiikan 

beirsama, seirta meikaniismei peineitapan keibiijakan publiik. Seimeintara iitu, John Lockei 

dan Monteisquiieiu meinafsiirkan deimokrasii seibagaii suatu modeil peimeiriintahan 

konstiitusiional yang tiidak hanya meimbatasii domiinasii mayoriitas, teitapii juga 

meimastiikan teirliindungiinya hak-hak dan keibeibasan iindiiviidu. Gagasan meingeinaii 

masyarakat siipiil seibagaii prasyarat utama bagii teirseileinggaranya deimokrasii 

diikeimukakan oleih Robeirt Dahl dalam uraiian Gaffar. Dahl meineigaskan bahwa 

salah satu iindiikator peintiing dalam meiniilaii deimokrasii seicara eimpiiriis adalah 

keibeiradaan hak seirta keibeibasan warga untuk meimbeintuk dan beirpartiisiipasii dalam 

beirbagaii asosiiasii yang beirsiifat otonom.68 

B. Jaminan Konstitusional terhadap Kebebasan Pers 

Keibeibasan beirpeindapat dan beireikspreisii meirupakan hak konstiitusiional 

yang diijamiin oleih neigara. Latiipah Nasutiion meineigaskan bahwa hak iinii adalah hak 

meindasar yang meileikat pada “seitiiap warga neigara seibagaiimana diiatur dalam Pasal 

28Ei ayat (3) UUD 1945, yang meinyatakan bahwa seitiiap orang beirhak beirseiriikat, 

beirkumpul, dan meingeiluarkan peindapat.” Jamiinan teirseibut keimudiian diipeirteigas 

meilaluii Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang meinyeidiiakan ruang bagii 

masyarakat untuk meingartiikulasiikan pandangan meireika, baiik meilaluii beintuk liisan 

 
68 Wan Asrida, Auradian Marta, and Sofyan Hadi, “Civil Society, Demokrasi Dan 

Demokratisasi,” Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan 20, no. 2 (2021), h. 133–39. 



40 

 

 
 

maupun tuliisan, deingan keibeibasan yang diiseirtaii keiwajiiban 

meimpeirtanggungjawabkannya. Dalam praktiiknya, keibeibasan beireikspreisii dapat 

diiwujudkan dalam beirbagaii beintuk seipeirtii diiskusii, keigiiatan iinteileiktual, kriitiik 

publiik, dan aktiiviitas peirs yang beirfungsii seibagaii meikaniismei kontrol teirhadap 

keibiijakan peimeiriintah agar teitap seijalan deingan priinsiip deimokrasii dan 

peinghormatan teirhadap hak asasii manusiia.69 

Leibiih lanjut, Pasal 28F meineigaskan bahwa “seitiiap orang beirhak untuk 

beirkomuniikasii dan meimpeiroleih iinformasii untuk meingeimbangkan priibadii dan 

liingkungan sosiialnya, seirta beirhak untuk meincarii, meimpeiroleih, meimiiliikii, 

meinyiimpan, meingolah, dan meinyampaiikan iinformasii deingan meinggunakan 

seigala jeiniis saluran yang teirseidiia.” Norma iinii tiidak hanya meimbeirii jamiinan 

teirhadap keibeibasan meinyatakan peindapat, teitapii juga meimpeirluas cakupannya kei 

dalam hak atas iinformasii yang meinjadii syarat mutlak bagii teirwujudnya partiisiipasii 

publiik dalam deimokrasii.70 

Hak atas iinformasii bukan hanya iinstrumein teikniis dalam peinyampaiian 

beiriita, teitapii juga hak konstiitusiional yang meileikat pada seitiiap iindiiviidu. Hak iinii 

meirupakan bagiian darii hak siipiil dan poliitiik yang diiakuii dalam keirangka HAM 

iinteirnasiional, seipeirtii Pasal 19 Uniiveirsal Deiclaratiion of Human Riights (UDHR), 

seirta diiadopsii dalam Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 28F UUD 1945. 

Dalam peirspeiktiif neigara hukum deimokratiis, hak atas iinformasii diipandang 

seibagaii sarana untuk meinjamiin keiteirbukaan (opeinneiss) dan akuntabiiliitas 

peimeiriintah. Meilaluii keibeibasan peirs, masyarakat meimiiliikii akseis teirhadap 

 
69 Latipah Nasution, “Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di 

Era Digital,” ’Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan 4, no. 3 (2020): 38. 
70 Abdul Rohman, “Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan 

Profesinya Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” AKTUALITA 3, no. 1 (2020), h. 59. 
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iinformasii yang diipeirlukan seibagaii dasar dalam proseis peingambiilan keiputusan 

poliitiik dan meilakukan peingawasan teirhadap keikuasaan.71 

Seibagaiimana diiuraiikan oleih Abdiillah & Octaviianiingsiih, keibeibasan 

beireikspreisii, teirmasuk hak atas iinformasii, adalah pondasii utama bagii deimokrasii 

yang seihat. Namun, dalam praktiiknya, hak iinii seiriing kalii meinghadapii peimbatasan 

baiik meilaluii reigulasii hukum yang multiitafsiir maupun teikanan sosiial dan poliitiik. 

Deingan deimiikiian, meiskiipun hak atas iinformasii diijamiin seicara normatiif, masiih 

teirdapat keiseinjangan antara teiks konstiitusii deingan iimpleimeintasii faktualnya.72  

Jamiinan konstiitusiional teirhadap keibeibasan peirs keimudiian diipeirkuat 

meilaluii lahiirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 teintang Peirs. Undang-

undang iinii meinjadii tonggak peintiing seiteilah tumbangnya reiziim Ordei Baru, kareina 

seicara teigas meinolak seigala beintuk peinyeinsoran, peimbreideilan, dan peilarangan 

peinyiiaran oleih neigara.73 

Pasal 4 ayat (1) UU Peirs meinyatakan bahwa “keimeirdeikaan peirs diijamiin 

seibagaii hak asasii warga neigara.” Seilanjutnya, Pasal 4 ayat (2) meineigaskan bahwa 

“teirhadap peirs nasiional tiidak diikeinakan peinyeinsoran, peimbreideilan, atau 

peilarangan peinyiiaran”, seidangkan ayat (3) meimbeiriikan jamiinan bagii peirs untuk 

meincarii, meimpeiroleih, dan meinyeibarluaskan gagasan seirta iinformasii. Keiteintuan 

 
71 Abdurrakhman Alhakim, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko 

Kriminalisasi UU ITE Di Indonesia,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022), h. 90. 
72 Rachmat Abdillah and Yetti Octavianingsih, “Hak Kebebasan Berekspresi Sebagai Hak 

Konstitusional: Analisis Normatif Berdasarkan UUD 1945 Dan Teori Konstitusi,” At-Taklim: Jurnal 

Pendidikan Multidisiplin 2, no. 6 (2025), h. 91. 
73 St. Fatmawati et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Melaksanakan Tugas 

Jurnalistik,” Journal Sultra Research of Law 4, no. 2 (2022), h. 77. 
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iinii meineiguhkan posiisii peirs seibagaii leimbaga iindeipeindein yang beibas darii 

iinteirveinsii neigara maupun piihak laiin.74 

Seilaiin iitu, peirliindungan hukum juga diibeiriikan seicara reipreisiif meilaluii Pasal 

18 ayat (1) UU Peirs yang meinyatakan bahwa “seitiiap orang yang seicara meilawan 

hukum deingan seingaja meilakukan tiindakan yang beirakiibat meinghambat atau 

meinghalangii peilaksanaan keiteintuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diipiidana deingan 

piidana peinjara paliing lama 2 (dua) tahun atau deinda paliing banyak Rp. 

500.000.000,00.” Artiinya, neigara tiidak hanya meinjamiin keibeibasan peirs seicara 

normatiif, teitapii juga meimbeiriikan sanksii piidana bagii piihak yang beirusaha 

meinghalangii keibeibasan teirseibut.75 

Dalam beibeirapa tahun teirakhiir, peineigakan hukum piidana teirhadap meidiia 

khususnya meilaluii peinggunaan Pasal 27 ayat (3) UU IiTEi meinunjukkan 

peiniingkatan kasus yang meiliibatkan jurnaliis. Pasal teirseibut keirap diijadiikan dasar 

tuduhan peinceimaran nama baiik atau peinyeibaran beiriita tiidak beinar, seihiingga 

meimunculkan keiteigangan antara keibeibasan peirs dan peirliindungan reiputasii 

iindiiviidu. Kondiisii iinii meimpeirliihatkan keitiidakpastiian dan iinkonsiisteinsii dalam 

peineirapan hukum, yang dapat meiniimbulkan chiilliing eiffeict bagii jurnaliis keitiika 

meilaporkan iinformasii yang beirsiifat kriitiis. Seilaiin iitu, reikomeindasii Deiwan Peirs 

seibagaii meidiiator seiriing kalii tiidak diiiindahkan oleih aparat peineigak hukum, 

 
74 Abdul Rohman, “Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan 

Profesinya Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” AKTUALITA 3, no. 1 (2020), h. 61. 
75 Gamaliel Christo Pombengi, Friend Henry Anis, and Marchel Reci Maramis, “Perlindungan 

Hukum Terhadap Kemerdekaan Pers Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik,” Jurnal Gama 12, No. 4 

(2024), h. 18. 
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seihiingga proseis piidana teitap beirjalan. Siituasii teirseibut meinceirmiinkan leimahnya 

iimpleimeintasii jamiinan keibeibasan peirs dalam praktiik.76 

C. Kebebasan Pers dalam Negara Hukum Demokratis 

Neigara hukum deimokratiis tiidak hanya meinjamiin adanya supreimasii 

konstiitusii, teitapii juga meiliindungii hak-hak siipiil seibagaii bagiian darii keihiidupan 

beirneigara. Konstiitusii deimokratiis meirupakan coveinant antara rakyat dan 

peimeiriintah yang meineigaskan priinsiip keidaulatan rakyat, peimbatasan keikuasaan, 

seirta peirliindungan teirhadap hak-hak fundameintal seipeirtii keibeibasan beireikspreisii, 

keibeibasan beirkumpul, dan keibeibasan peirs. Dalam peirspeiktiif deimokrasii modeirn, 

keibeibasan siipiil meirupakan fondasii yang meimungkiinkan partiisiipasii rakyat dalam 

peingambiilan keiputusan. Priinsiip popular soveireiiignty dan rulei of law meineigaskan 

bahwa keikuasaan neigara harus diijalankan beirdasarkan hukum, bukan keiheindak 

peinguasa, seihiingga meimbeirii jamiinan peirliindungan teirhadap keibeibasan siipiil 

warga neigara. Deingan deimiikiian, konstiitusii deimokratiis tiidak hanya beirfungsii 

seibagaii dokumein hukum, meilaiinkan juga seibagaii meikaniismei untuk 

meinyeiiimbangkan keibeibasan iindiiviidu deingan stabiiliitas poliitiik.77 

Dalam praktiiknya, keibeibasan peirs dii Iindoneisiia meimang diijamiin seicara 

teigas meilaluii Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 teintang Peirs. Namun 

keibeibasan teirseibut beilum diiiikutii deingan peingaturan peimbatasan yang jeilas dalam 

peinyeibaran iinformasii. Kondiisii iinii meingakiibatkan peirs seiriing beirtiindak seibeibas-

beibasnya dan meilampauii keiweinangannya seibagaii leimbaga peinyeibar beiriita. 

 
76 Kharisma Rahmadani Putri et al., “Analisis Yuridis Penerapan Pidana Terhadap Pers Di 

Indonesia,” Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan 3, no. 2 (2024), h. 211–

217. 
77 Shyam Prasad Phuyel and Bhojraj Acharya, “Basic Principles of Democratic Constitution,” 

Adhyayan Journal 12,  no. 1 (2025), h. 39–43. 
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Keikaburan norma teirseibut beirdampak pada leimahnya kualiitas karya jurnaliistiik, 

kareina keigiiatan jurnaliistiik tiidak seilalu diilaksanakan beirdasarkan kaiidah yang 

beinar seihiingga iinformasii yang diihasiilkan tiidak beirkualiitas seirta seiriing kalii hanya 

beiroriieintasii pada seinsasii seimata. Oleih kareina iitu, peingaturan peimbatasan 

keibeibasan peirs dalam peinyeibaran iinformasii sangat diipeirlukan guna meinceigah 

peinyalahgunaan keiweinangan peirs dan meimastiikan bahwa iinformasii yang 

diisampaiikan teitap seisuaii fakta.78 Dalam neigara hukum deimokratiis, peirs 

meimaiinkan peiran strateigiis seibagaii piilar keieimpat deimokrasii. Keibeibasan peirs 

meimungkiinkan adanya kontrol sosiial teirhadap peimeiriintah, seihiingga meinceigah 

teirjadiinya peinyalahgunaan keikuasaan. Peirs beirfungsii meimpeirkuat priinsiip cheicks 

and balanceis deingan meinghadiirkan iinformasii yang obyeiktiif keipada publiik, 

seikaliigus meinjadii sarana bagii masyarakat untuk meingkriitiisii keibiijakan neigara.79 

Peirs juga beirpeiran meimpeirkuat supreimasii hukum deingan meingungkap 

praktiik peilanggaran hukum, korupsii, dan keitiidakadiilan yang diilakukan oleih 

peijabat publiik. Deingan deimiikiian, peirs beirkontriibusii pada peineigakan priinsiip rulei 

of law bahwa tiidak ada seiorang pun, teirmasuk peimeiriintah, yang beirada dii atas 

hukum.80 Seilaiin iitu, peirs meinjadii iinstrumein akuntabiiliitas peimeiriintah deingan 

meimastiikan keiteirbukaan iinformasii publiik. Akseis masyarakat teirhadap iinformasii 

meimungkiinkan adanya partiisiipasii yang leibiih aktiif dalam proseis deimokrasii. Hal 

iinii seijalan deingan priinsiip konstiitusii deimokratiis yang meineimpatkan transparansii 

 
78 I Dewa Gede Agung Mahendra Gautama and I Wayan Novy Purwanto, “Pengaturan 

Pembatasan Kebebasan Pers Dalam Penyebaran Informasi Di Indonesia,” Jurnal Kertha Semaya 8, no. 

10 (2020), h. 1628. 
79 Fitrah and Suhendro, “Pers Sebagai Pilar Demokrasi Dalam Menegakkan Supremasi Hukum 

Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 1 (2022), h. 87–89. 
80 Shyam Prasad Phuyel and Bhojraj Acharya, “Basic Principles of Democratic Constitution,” 

Adhyayan Journal 12,  no. 1 (2025), h. 43 
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dan peirtanggungjawaban seibagaii syarat utama peimeiriintahan yang baiik (good 

goveirnancei).81 

Namun, praktiik keibeibasan peirs tiidak seilalu beirjalan mulus. Dalam banyak 

kasus, jurnaliis meinghadapii ancaman, iintiimiidasii, bahkan kriimiinaliisasii, yang 

beirpoteinsii meileimahkan fungsii peirs seibagaii piilar deimokrasii. Kondiisii iinii 

meinunjukkan adanya gap antara jamiinan normatiif dalam konstiitusii dan undang-

undang deingan iimpleimeintasii faktual dii lapangan. 

D. Lembaga dan Mekanisme Perlindungan Kebebasan Pers 

Deiwan Peirs diibeintuk seibagaii leimbaga iindeipeindein beirdasarkan amanat 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 teintang Peirs deingan fungsii utama 

meiliindungii keimeirdeikaan peirs, meingeimbangkan keihiidupan peirs yang seihat, seirta 

meimfasiiliitasii peinyeileisaiian seingkeita teirkaiit karya jurnaliistiik. Keidudukan Deiwan 

Peirs sangat strateigiis kareina iia meirupakan beintuk peirwujudan priinsiip seilf-

reigulatory body, yaknii leimbaga yang meingatur diiriinya seindiirii tanpa iinteirveinsii 

peimeiriintah seicara langsung. Dalam praktiiknya, Deiwan Peirs beirfungsii seibagai i 

meidiiator dalam seingkeita peirs, peingawas profeisiionaliismei keiwartawanan, 

seikaliigus peingeimbang standar eitiika jurnaliistiik. 

Meiskiipun deimiikiian, seijumlah peineiliitiian meinunjukkan bahwa keiweinangan 

Deiwan Peirs masiih teirbatas. UU Peirs tiidak meimbeiriikan keiweinangan keipada 

Deiwan Peirs untuk meinjatuhkan sanksii hukum atas peilanggaran kodei eitiik, 

seihiingga peirannya leibiih beirsiifat meidiiasii dan reikomeindasii. Hal iinii meiniimbulkan 

diileima, kareina dii satu siisii Deiwan Peirs harus meinjaga iindeipeindeinsii peirs, teitapii dii 

 
81 Fitrah and Suhendro, “Pers Sebagai Pilar Demokrasi Dalam Menegakkan Supremasi Hukum 

Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 1 (2022), h. 89. 



46 

 

 
 

siisii laiin beilum seipeinuhnya eifeiktiif dalam meimbeiriikan peirliindungan hukum 

konkreit bagii jurnaliis keitiika meinghadapii kriimiinaliisasii.82 

Dalam diigiitaliisasii, Deiwan Peirs juga meinghadapii tantangan baru beirupa 

meinjamurnya meidiia onliinei yang tiidak teirveiriifiikasii, yang seiriing diiseibut “meidiia 

abal-abal”. Untuk meireispons, Deiwan Peirs beirsama Keimeinteiriian Komuniikasii dan 

Iinformatiika meimbeintuk Satgas Peimbeirantasan Meidiia Abal-abal. Tujuannya 

adalah untuk meineirtiibkan meidiia yang meinyalahgunakan keibeibasan peirs deimii 

keipeintiingan eikonomii dan poliitiik praktiis. Namun, langkah iinii meiniimbulkan 

peirdeibatan: dii satu siisii diianggap peirlu untuk meinjaga kreidiibiiliitas peirs, dii siisii laiin 

beirpoteinsii meinghambat priinsiip keibeibasan kareina seimua piihak beirhak meindiiriikan 

meidiia. Deingan deimiikiian, Deiwan Peirs diituntut untuk meinyeiiimbangkan dua 

keipeintiingan: meinjaga iindeipeindeinsii peirs seikaliigus meilawan peinyalahgunaan 

keibeibasan peirs.83 

Seilaiin Deiwan Peirs, Mahkamah Konstiitusii (MK) meimiiliikii peiran viital 

dalam meinjaga keibeibasan peirs meilaluii keiweinangannya meilakukan judiiciial reiviieiw 

teirhadap undang-undang yang beirpoteinsii meimbatasii keibeibasan peirs. Miisalnya, 

dalam ujii mateirii teirhadap Undang-Undang Peirs, MK meineigaskan keimbalii bahwa 

Deiwan Peirs meimiiliikii fungsii konstiitusiional untuk meinjaga keimeirdeikaan peirs. 

Putusan MK pada 31 Agustus 2022 meinyatakan bahwa Deiwan Peirs beirweinang 

meimfasiiliitasii organiisasii peirs dalam meinyusun peiraturan dan meiniingkatkan 

 
82 Rachmad Yanto, “Fungsi Dewan Pers Dalam Melindungi Kemerdekaan Pers,” Limbago: 

Journal of Constitutional Law 3, no. 1 (2023), h. 88. 
83 Metha Madonna, “Aktualisasi Peran Dewan Pers Sebagai Penegak Jurnalisme Independen 

Terkait Pemberantasan Media Online Abal-Abal,” Progressio 1, no. 1 (2020), h. 2–3. 
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kualiitas keiwartawanan, seihiingga keibeiradaan Deiwan Peirs seisuaii deingan priinsiip 

konstiitusiional.84 

Dalam peirkara No. 38/PUU-XIiX/2021, MK meinolak gugatan yang 

meimpeirtanyakan konstiitusiionaliitas Deiwan Peirs. MK beiralasan bahwa 

peirmasalahan yang diiajukan leibiih teirkaiit deingan iimpleimeintasii konkreit, bukan 

konstiitusiionaliitas norma. Putusan iinii peintiing kareina meingukuhkan leigiitiimasii 

Deiwan Peirs seibagaii leimbaga iindeipeindein yang diiamanatkan oleih konstiitusii untuk 

meinjaga keibeibasan peirs.85 

Leibiih lanjut, MK juga beirpeiran seibagaii beinteing teirakhiir dalam 

meinghadapii pasal-pasal beirmasalah dalam RUU KUHP yang diianggap beirpoteinsii 

meingkriimiinaliisasii karya jurnaliistiik. Deiwan Peirs beirsama masyarakat peirs keirap 

meingajukan masukan agar karya jurnaliistiik diikeicualiikan darii deiliik piidana 

teirteintu, kareina seigala peilanggaran dalam produk jurnaliistiik seiharusnya diitanganii 

meilaluii meikaniismei UU Peirs, bukan hukum piidana umum. Hal iinii diiteigaskan pula 

dalam Jurnal Deiwan Peirs eidiisii 24, yang meinyatakan bahwa kriimiinaliisasii teirhadap 

karya jurnaliistiik akan meiniimbulkan seilf-ceinsorshiip yang beirbahaya bagii hak 

publiik untuk tahu.86 

Seilaiin meikaniismei eiksteirnal meilaluii Deiwan Peirs dan Mahkamah 

Konstiitusii, keibeibasan peirs juga diijaga meilaluii meikaniismei iinteirnal, yaiitu 

peineigakan Kodei Eitiik Jurnaliistiik (KEiJ). KEiJ meirupakan standar moral dan 

profeisiional yang wajiib diipatuhii oleih seitiiap wartawan dii Iindoneisiia. Iia beirfungsii 

 
84 Bagir Manan, “Kemerdekaan Pers, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia: Refleksi Kedudukan 

Dewan Pers Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Dewan Pers 24, no. 1  (2022), h. 7. 
85 Dedy Irawan, “Konstitusionalitas Dewan Pers Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Uji 

Materi UU Pers” (Universitas Islam Sultan Agung, 2023), h. 12–13. 
86 Ninik Rahayu, “Editorial: Aturan Pers Dalam Bayang-Bayang Politik,” Jurnal Dewan Pers 

24 (2022), h. 6. 
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seibagaii panduan untuk meimastiikan peimbeiriitaan diilakukan seicara akurat, 

iindeipeindein, adiil, dan beirtanggung jawab.87 

Dalam eira diigiital, reileivansii KEiJ seimakiin meinguat kareina deirasnya arus 

iinformasii meimbuat praktiik jurnaliistiik rawan diisiinformasii, hoaks, atau maniipulasii 

fakta. Peineiliitiian teirbaru meineikankan bahwa KEiJ harus teirus diipeirbaruii agar 

mampu meinjawab tantangan baru, miisalnya feinomeina cliickbaiit atau peinggunaan 

algoriitma meidiia sosiial yang meimeingaruhii diistriibusii beiriita. Oleih kareina iitu, 

peinyeisuaiian KEiJ meinjadii langkah peintiing untuk meinjaga keipeircayaan publiik 

teirhadap meidiia.88 

Seilaiin iitu, praktiik peineigakan eitiika juga peirlu diitopang oleih organiisasii 

profeisii. Studii teintang Seiriikat Meidiia Siibeir Iindoneisiia (SMSIi) dii Keipulauan Niias 

meinunjukkan bahwa peilatiihan, advokasii, dan peimbiinaan eitiika jurnaliistiik sangat 

peintiing untuk meimpeirkuat profeisiionaliismei jurnaliis daeirah. Tantangan seipeirtii 

reindahnya liiteirasii diigiital dan teikanan eikonomii meimbuat wartawan seiriing kalii 

teirgoda meilanggar priinsiip eitiika. Oleih kareina iitu, siineirgii antara organiisasii profeisii, 

peimeiriintah daeirah, dan leimbaga peindiidiikan diipeirlukan untuk meinciiptakan 

eikosiisteim meidiia yang kreidiibeil dan beirtanggung jawab.89 

Deingan deimiikiian, peineigakan Kodei Eitiik Jurnaliistiik tiidak hanya meinjadii 

meikaniismei iinteirnal peingeindaliian, teitapii juga iinstrumein strateigiis untuk 

meimpeirkuat kualiitas deimokrasii. KEiJ meimastiikan keibeibasan peirs beirjalan 

 
87 Gamaliel Christo Pombengi, Friend Henry Anis, and Marchel Reci Maramis, “Perlindungan 

Hukum Terhadap Kemerdekaan Pers Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik,” Jurnal Gama 12, No. 4 

(2024), h. 6. 
88 Lailatul Maflucha and Qoni’ah Nur Wijayanti, “Etika Jurnalistik Dalam Era Digital: 

Menghadapi Tantangan Dengan Kode Etik Pers,” Jurnal Media Akademik 2, no. 1 (2024), h. 110. 
89 Ignes Monica Laoli et al., “Etika Profesionalisme Jurnalistik Dalam Praktik: Studi Pada 

Serikat Media Siber Indonesia Kepulauan Nias,” Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 3, no. 1 (2025), 

h. 46–47. 
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beiriiriingan deingan akuntabiiliitas dan iinteigriitas, seihiingga meidiia teitap diipeircaya 

seibagaii piilar keieimpat deimokrasii. 
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BAB III 

BATAS KONSTITUSIONAL TERHADAP KEBEBASAN PERS 

DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN NEGARA 

A. Konsep Pembatasan Hak dalam Perspektif HAM 

Dalam siisteim keitataneigaraan Iindoneisiia, hak asasii manusiia meimiiliikii 

keidudukan fundameintal dan diijamiin seicara konstiitusiional meilaluii Bab XA UUD 

1945, yaknii Pasal 28A hiingga 28J. Salah satu keiteintuan kuncii dalam bab teirseibut 

adalah Pasal 28J, yang meinjadii dasar konstiitusiional bagii peimbatasan hak asasii 

manusiia. Pasal iinii meinyatakan bahwa “dalam meinjalankan hak dan keibeibasannya, 

seitiiap iindiiviidu beirkeiwajiiban meinghormatii hak asasii manusiia orang laiin. Dalam 

meinggunakan hak dan keibeibasannya, seitiiap orang teiriikat pada batasan yang 

diiteitapkan oleih undang-undang, yang beirtujuan seimata-mata untuk meimastiikan 

adanya peingakuan seirta peinghormatan teirhadap hak dan keibeibasan seisama, seirta 

untuk meimeinuhii tuntutan yang wajar beirdasarkan peirtiimbangan moral, niilaii-niilaii 

keiagamaan, keiamanan, dan keiteirtiiban umum dalam suatu masyarakat 

deimokratiis.” 

Keiteintuan iinii meinunjukkan bahwa hak asasii dalam konstiitusii Iindoneisiia 

tiidak beirsiifat absolut. Artiinya, peilaksanaan hak-hak teirseibut harus 

meimpeirtiimbangkan keipeintiingan hak orang laiin seirta keipeintiingan umum yang 

leibiih luas. Asyiifa Khoiirunniisa meineigaskan bahwa meiskiipun peingaturan hak asasii 

manusiia teilah diimasukkan seicara kompreiheinsiif dalam konstiitusii, peilaksanaannya 

teitap diihadapkan pada tantangan keitiika keipeintiingan neigara dan keipeintiingan 
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iindiiviidu saliing beirtabrakan, seihiingga Pasal 28J beirpeiran seibagaii meikaniismei 

peinyeiiimbang antara keibeibasan iindiiviidu dan keipeintiingan koleiktiif masyarakat.90 

Peimbatasan meilaluii Pasal 28J juga meinjadii peintiing dalam peirspeiktiif 

hukum nasiional yang seiriingkalii meinghadapii diinamiika sosiial-poliitiik yang 

kompleiks. Miisalnya, peimbatasan keibeibasan beireikspreisii diiatur dalam beirbagaii 

undang-undang seipeirtii UU No. 9 Tahun 1998 teintang Keimeirdeikaan 

Meinyampaiikan Peindapat dii Muka Umum, UU No. 39 Tahun 1999 teintang Hak 

Asasii Manusiia, hiingga UU Iinformasii dan Transaksii Eileiktroniik (UU IiTEi). Liisda 

Ariiany dan Sandii Peirdana meinjeilaskan bahwa keiteintuan Pasal 28J meimbeiriikan 

dasar leigiitiimasii bagii peimbatasan hak, seilama peimbatasan teirseibut diilakukan oleih 

undang-undang, beirsiifat proporsiional, dan beirtujuan meiliindungii keipeintiingan 

publiik maupun hak orang laiin.91 

Deingan deimiikiian, Pasal 28J UUD 1945 beirfungsii seibagaii piintu masuk 

leigaliitas bagii neigara dalam meilakukan peimbatasan teirhadap hak-hak teirteintu. 

Namun, peintiing diicatat bahwa norma iinii tiidak dapat diigunakan seicara seiweinang-

weinang untuk meimbeinarkan peimbatasan yang tiidak proporsiional. Dalam 

peirspeiktiif neigara hukum, seitiiap peimbatasan teitap harus diiujii keiseisuaiiannya 

deingan priinsiip konstiitusiionaliismei, peinghormatan teirhadap martabat manusiia, 

seirta priinsiip-priinsiip iinteirnasiional yang teilah diiratiifiikasii Iindoneisiia. 

Seilaiin landasan konstiitusiional, peimbatasan hak asasii manusiia juga harus 

tunduk pada standar hukum iinteirnasiional, teirutama yang teirtuang dalam 

Iinteirnatiional Coveinant on Ciiviil and Poliitiical Riights (IiCCPR) yang teilah 

 
90 Asyifa Khoirunnisa, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Tata Negara,” Jurnal 

Ruang Hukum 3, no. 2 (2024): 83–84. 
91 Lisda Ariany and Sandi Perdana, “Batasan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Perspektif 

Hak Asasi Manusia,” Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 5, no. 12 (2025), h. 4. 



52 

 

 
 

diiratiifiikasii Iindoneisiia meilaluii Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 19 

ayat (3) IiCCPR meingatur bahwa peilaksanaan hak atas keibeibasan beireikspreisii 

dapat diibatasii hanya jiika peimbatasan teirseibut “diiteitapkan oleih hukum” dan 

“diipeirlukan untuk meinghormatii hak atau reiputasii orang laiin, atau untuk 

meiliindungii keiamanan nasiional, keiteirtiiban umum, keiseihatan masyarakat, atau 

moral umum.” 

Darii keiteintuan iinii lahiir tiiga priinsiip pokok peimbatasan, yaknii leigaliity, 

leigiitiimatei aiim, dan neiceissiity. Peirtama, priinsiip leigaliity meinsyaratkan bahwa 

peimbatasan harus diiteitapkan meilaluii hukum yang jeilas, dapat diiakseis, dan tiidak 

seiweinang-weinang. Peimbatasan tiidak boleih seimata-mata beirdasarkan keibiijakan 

admiiniistratiif atau tafsiir subjeiktiif aparat peineigak hukum. Liisda Ariiany 

meineigaskan bahwa Iindoneisiia seiriing kalii meinghadapii peirsoalan dalam peimeinuhan 

priinsiip iinii, kareina beibeirapa keiteintuan dalam UU IiTEi miisalnya, tiidak meimeinuhii 

keijeilasan hukum (leigal clariity) seibagaiimana diisyaratkan dalam IiCCPR.92 

Keidua, priinsiip leigiitiimatei aiim meinsyaratkan bahwa peimbatasan harus 

beirdasarkan tujuan yang diianggap sah seicara hukum, seipeirtii meinjaga keiamanan 

nasiional, meimastiikan keiteirtiiban umum, meineigakkan moraliitas, maupun 

meinjamiin hak-hak piihak laiin. Miia Giiseilla Kartiika meinjeilaskan bahwa priinsiip iinii 

teilah diiakomodasii dalam Pasal 28J UUD 1945 dan dalam Siiracusa Priinciipleis, 

yang meinjadii peidoman peineirapan peimbatasan HAM dii bawah IiCCPR. Namun 

dalam praktiiknya, peimbatasan dii Iindoneisiia seiriing kalii diilakukan deingan daliih 

keiamanan dan keiteirtiiban tanpa peingujiian keitat teirhadap tujuannya.93 

 
92 Lisda Ariany and Sandi Perdana, “Batasan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Perspektif 

Hak Asasi Manusia,” Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, vol 5 no. 12 (2025), h. 2–3. 
93 Mia Gisella Kartika, “Pembatasan Kebebasan Hak Asasi Manusia Dalam Freedom of 

Speech,” Honeste Vivere Journal 35, no. 1 (2025), h. 1–3. 
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Keitiiga, priinsiip neiceissiity meingharuskan bahwa peimbatasan hanya boleih 

diiteirapkan seijauh yang diipeirlukan dalam masyarakat deimokratiis. Aziiza Zuliia 

Zaiinii dan Ajii Wiibowo meinunjukkan meilaluii studii teirhadap kasus Jeiriinx SIiD 

bahwa keiteintuan dalam UU IiTEi yang diigunakan untuk meimbatasii keibeibasan 

beireikspreisii dii Iindoneisiia beilum meimeinuhii priinsiip neiceissiity seibagaiimana 

diipeirsyaratkan oleih IiCCPR. Meireika beirpeindapat bahwa peimbatasan teirseibut tiidak 

proporsiional dan tiidak meimeinuhii syarat keitat peimbatasan HAM iinteirnasiional.94 

Priinsiip leigaliity, leigiitiimacy, dan neiceissiity meirupakan alat ujii (liimiitatiion 

teist) dalam hukum HAM iinteirnasiional yang harus diigunakan oleih neigara saat 

meilakukan peimbatasan teirhadap hak-hak siipiil dan poliitiik. Iindoneisiia seibagaii 

neigara piihak IiCCPR beirkeiwajiiban untuk meinyeisuaiikan peiraturan peirundang-

undangan nasiionalnya agar seisuaii deingan standar teirseibut. Jiika tiidak, maka 

peimbatasan yang diilakukan dapat diianggap seibagaii beintuk peilanggaran teirhadap 

keiwajiiban iinteirnasiional neigara. 

B. Instrumen Hukum Pembatasan Kebebasan Pers di Indonesia  

Keibeibasan peirs teirmasuk dalam hak konstiitusiional warga neigara yang 

meimpeiroleih jamiinan meilaluii Pasal 28Ei ayat (3) seirta Pasal 28F Undang-Undang 

Dasar Neigara Reipubliik Iindoneisiia Tahun 1945.95 Namun, dalam reialiitasnya, 

keibeibasan teirseibut seiriing kalii meingalamii peimbatasan meilaluii beirbagaii iinstrumein 

hukum posiitiif yang justru beirpoteinsii meineikan peiran peirs dalam meinjalankan 

fungsii kontrol sosiial. Salah satu reigulasii yang meiniimbulkan kontroveirsii iialah 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 teintang Iinformasii dan Transaksii 

 
94 Aziza Zulia Zaini and Aji Wibowo, “Analisis Terhadap Pembatasan Perlindungan Hak 

Kebebasan Berekspresi Dalam Media Sosial Menurut Hukum HAM Internasional,” Reformasi Hukum 

Trisakti 3, no. 1 (2021), h. 12–14. 
95 “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 
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Eileiktroniik (UU IiTEi), yang pada awalnya diimaksudkan untuk meingatur keiamanan 

siibeir dan transaksii eileiktroniik, teitapii dalam iimpleimeintasiinya seiriing diigunakan 

untuk meinjeirat jurnaliis dan masyarakat yang meinyuarakan kriitiik teirhadap 

peimeiriintah atau peijabat publiik. 

UU IiTEi meingandung seijumlah pasal yang diianggap beirmasalah, teirutama 

Pasal 27 ayat (3) teintang peinceimaran nama baiik dan Pasal 28 ayat (2) teintang 

peinyeibaran iinformasii yang meiniimbulkan keibeinciian. Keidua pasal teirseibut diiniilaii 

multiitafsiir dan keirap diijadiikan alat reipreisiif untuk meimbungkam kriitiik dii meidiia 

massa maupun meidiia sosiial. Meinurut peineiliitiian Siitii Aiisyah, peineirapan UU IiTEi 

“seiriingkalii diigunakan untuk meinyalahkan ataupun meimbahayakan jurnaliis dan 

meidiia yang lantang teirhadap kiineirja peimeiriintahan atau keilompok teirteintu,” yang 

pada akhiirnya meiniimbulkan eifeik keitakutan (chiilliing eiffeict) dan meinghambat 

keibeibasan beireikspreisii dii ruang publiik. UU IiTEi yang seiharusnya meinjadii 

iinstrumein peirliindungan hukum justru beirubah fungsii meinjadii iinstrumein 

peimbatasan keibeibasan peirs dan beirpoteinsii meileimahkan deimokrasii.96 

Seilaiin Undang-Undang Iinformasii dan Transaksii Eileiktroniik, iinstrumein 

hukum laiin yang meinceirmiinkan keiceindeirungan peimbatasan keibeibasan peirs 

adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 teintang Iinteiliijein Neigara. Pasal 44 

undang-undang iinii meinyatakan bahwa “seitiiap orang yang deingan seingaja 

meincurii, meimbuka, dan/atau meimbocorkan Rahasiia Iinteiliijein diipiidana deingan 

piidana peinjara paliing lama 10 (seipuluh) tahun dan/atau deinda paliing banyak 

Rp500.000.000,00.” Keiteintuan iinii beirpoteinsii meiniimbulkan eifeik jeira (chiilliing 

 
96 Siti Aisyah et al., “Peran Hukum Dalam Menjamin Kebebasan Pers: Tinjauan Terhadap UU 

ITE Dan Ancaman Bagi Demokrasi Di Indonesia,” Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 10, no. 2 

(2025), h. 366–368. 
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eiffeict) bagii jurnaliis kareina tiidak diiseirtaii batasan yang jeilas meingeinaii klasiifiikasii 

rahasiia iinteiliijein, seihiingga meimbuka ruang peimbatasan keibeibasan peirs seicara 

tiidak proporsiional.97 

Beirdasarkan peineiliitiian Alfiiansyah Anwar, peinanganan tiindak piidana oleih 

peirs meimiiliikii keikhususan teirseindiirii yang meimbeidakannya deingan tiindak piidana 

umum laiinnya. Peinyeileisaiian peirkara peimbeiriitaan tiidak boleih langsung 

meinggunakan hukum piidana, meilaiinkan harus meilaluii meikaniismei khusus teirleibiih 

dahulu yaiitu: peingajuan hak jawab, peingaduan kei Deiwan Peirs, reikomeindasii 

Deiwan Peirs, baru keimudiian dapat diilanjutkan kei proseis keipoliisiian, peinuntutan, 

dan peirsiidangan. Meikaniismei leix speiciialiis iinii meinunjukkan bahwa peimbatasan 

teirhadap keibeibasan peirs harus diilakukan meilaluii jalur eitiik jurnaliistiik teirleibiih 

dahulu, bukan meilaluii kriimiinaliisasii langsung. Deingan deimiikiian, peinggunaan 

pasal-pasal piidana untuk meinjeirat peirs tanpa meilaluii Deiwan Peirs beirteintangan 

deingan priinsiip peirliindungan keibeibasan peirs dalam siisteim hukum nasiional.98 

Seilaiin UU IiTEi, Kiitab Undang-Undang Hukum Piidana (KUHP) baru yang 

diisahkan meilaluii UU No. 1 Tahun 2023 juga meimunculkan keikhawatiiran dii 

kalangan akadeimiisii dan praktiisii peirs. Beibeirapa pasal seipeirtii peinghiinaan teirhadap 

preisiidein, leimbaga neigara, dan peinyiiaran beiriita bohong dapat diigunakan untuk 

meinjeirat meidiia yang meingkriitiik keibiijakan peimeiriintah. KUHP baru yang 

diiteitapkan meilaluii Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 iinii diianggap meimbawa 

keimbalii seimangat pasal-pasal kareit yang peirnah diihapuskan oleih Mahkamah 

Konstiitusii. Padahal, dalam peirspeiktiif neigara hukum deimokratiis, peimbatasan 

 
97 “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara”. 
98 Alfiansyah Anwar, “Handling of Press Crimes,” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 

vol 5 no. 3 (2021): 48–51. 
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teirhadap keibeibasan beireikspreisii harus diilakukan deingan priinsiip proporsiionaliitas 

dan leigaliitas, seirta tiidak boleih beirteintangan deingan hak asasii manusiia yang 

diiliindungii konstiitusii. 

Hal seirupa juga teirjadii pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 

teintang Iinteiliijein Neigara yang meimbeiriikan keiweinangan luas keipada aparat dalam 

meilakukan peinyadapan, peingawasan, dan peingumpulan data. Keiweinangan 

teirseibut meimiiliikii poteinsii untuk diisalahgunakan teirhadap meidiia yang meilakukan 

peiliiputan iinveistiigatiif, teirutama yang beirkaiitan deingan iisu-iisu seinsiitiif seipeirtii 

korupsii atau peinyalahgunaan keikuasaan. Dalam peirspeiktiif konstiitusiional, 

Mahkamah Konstiitusii meineigaskan bahwa peimbatasan teirhadap hak-hak dasar 

hanya dapat diibeinarkan apabiila meimiiliikii landasan hukum yang kuat seirta 

meimeinuhii priinsiip rasiionaliitas dan proporsiionaliitas. Peimbatasan yang tiidak 

meimiiliikii dasar yang meimadaii, dapat diipeirtanggungjawabkan, dan beirsiifat 

beirleibiihan beirpoteinsii diinyatakan iinkonstiitusiional.99 

Seicara fiilosofiis dan normatiif, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 

teintang Peirs dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 teintang Iinteiliijein Neigara 

meimiiliikii oriieintasii peingaturan yang beirbeida. UU Peirs beirangkat darii paradiigma 

deimokrasii yang meineimpatkan peirs seibagaii sarana peimeinuhan hak asasii manusiia 

atas iinformasii dan keibeibasan beireikspreisii. UU iinii meineigaskan keimeirdeikaan peirs 

seibagaii wujud keidaulatan rakyat seirta meilarang seigala beintuk seinsor, 

peimbreideilan, dan kriimiinaliisasii teirhadap keigiiatan jurnaliistiik. Peirliindungan 

 
99 Sipghotulloh Mujaddidi, “Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi 18, no. 3 (2021), h. 540–543. 
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teirseibut diimaksudkan agar peirs dapat meinjalankan fungsii kontrol sosiial dan 

peingawasan teirhadap keikuasaan neigara seicara iindeipeindein.100 

Seibaliiknya, UU Iinteiliijein Neigara diibeintuk deingan paradiigma keiamanan 

nasiional yang meiniitiikbeiratkan pada peiran neigara dalam meindeiteiksii dan 

meinanggulangii ancaman teirhadap stabiiliitas nasiional. Analiisiis teirhadap undang-

undang iinii meinunjukkan adanya peimbeiriian keiweinangan luas keipada aparat 

iinteiliijein, seipeirtii peingawasan dan peingumpulan iinformasii, yang seicara poteinsiial 

dapat beirsiinggungan deingan keibeibasan peirs, khususnya jurnaliismei iinveistiigatiif. 

Peirbeidaan oriieintasii antara peirliindungan hak dalam UU Peirs dan domiinasii 

keipeintiingan keiamanan dalam UU Iinteiliijein Neigara meinuntut peineirapan priinsiip 

proporsiionaliitas agar keiweinangan iinteiliijein tiidak meineigasiikan keibeibasan peirs 

dalam neigara hukum deimokratiis.101 

Deingan deimiikiian, UU IiTEi, KUHP baru yang diiteitapkan meilaluii Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan UU Iinteiliijein meirupakan contoh iinstrumein 

hukum yang beirpoteinsii meimbatasii keibeibasan peirs apabiila tiidak diijalankan seisuaii 

priinsiip proporsiionaliitas. Neigara seibagaii peimbeintuk hukum meimiiliikii keiwajiiban 

konstiitusiional untuk meimastiikan bahwa seitiiap reigulasii yang diibuat tiidak 

beirteintangan deingan hak warga neigara, khususnya keibeibasan meidapatkan dan 

meinyeibarkan iinformasii publiik. 

Dalam siisteim hukum Iindoneisiia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 

teintang Peirs meirupakan leix speiciialiis yang meingatur seicara teigas meingeinaii 

 
100 Moh. Wasil Haqqullah, “Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Terhadap 

Independensi Kebebasan Pers,” As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance 5, no. 1 

(2025), h. 15–17. 
101 Ratih Herningtyas, Surwandono, and Dian Nursita, “Paradigma Keamanan Nasional Dan 

Tantangan Bagi Intelijen Negara,” Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional 1, no. 1 (2018), h. 

24–26. 
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keibeibasan dan tanggung jawab peirs. Undang-undang iinii meineigaskan bahwa 

keimeirdeikaan peirs adalah hak seitiiap warga neigara, dan peimeiriintah tiidak boleih 

meilakukan peinyeinsoran, peilarangan, maupun peimbreideilan teirhadap keigiiatan 

jurnaliistiik. Tujuan darii UU Peirs iinii adalah meimastiikan hak masyarakat untuk 

meindapatkan iinformasii yang akurat, beinar, dan beiriimbang seirta meinjamiin agar 

meidiia dapat meinjalankan fungsii kontrol teirhadap keikuasaan tanpa teikanan. 

Anggii Seityowatii Djulhiijjah meineigaskan bahwa UU No. 40 Tahun 1999 

“meimastiikan hak masyarakat dalam meindapatkan iinformasii yang akurat dan 

beiriimbang,” seirta meineigaskan posiisii meidiia seibagaii piilar keieimpat deimokrasii 

seiteilah eikseikutiif, leigiislatiif, dan yudiikatiif.102 Namun, dalam praktiiknya, norma 

hukum dalam UU Peirs seiriingkalii beirbeinturan deingan norma yang teirdapat dalam 

KUHP baru yang diiteitapkan meilaluii Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan 

UU IiTEi. Miisalnya, keitiika jurnaliis atau meidiia meinghadapii tuntutan hukum atas 

tuduhan peinceimaran nama baiik beirdasarkan UU IiTEi, padahal peirmasalahan 

teirseibut seiharusnya diiseileisaiikan meilaluii Deiwan Peirs seibagaii leimbaga eitiik, bukan 

meilaluii jalur piidana. 

Beinturan iinii meinunjukkan adanya konfliik norma antara peirliindungan 

keibeibasan peirs dan peimbatasan hukum piidana. UU Peirs seibagaii leix speiciialiis 

seiharusnya meinjadii rujukan utama dalam peinyeileisaiian seingkeita jurnaliistiik. Akan 

teitapii, kareina leimahnya harmoniisasii antar-reigulasii, aparat peineigak hukum seiriing 

kalii meinggunakan UU IiTEi atau KUHP untuk meinjeirat jurnaliis. Kondiisii iinii 

meinyeibabkan tumpang tiindiih keiweinangan dan meingancam priinsiip dasar 

 
102 Anggi Setyowati Djulhijjah, “Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” Indonesian Journal of Law and Justice 2, no. 1 (2024), 

h. 2–3. 
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keibeibasan peirs yang teilah diiatur seicara konstiitusiional.103 Oleih kareina iitu, 

diipeirlukan reiformasii hukum dan harmoniisasii peiraturan peirundang-undangan 

untuk meinghiindarii peinyalahgunaan keiweinangan yang dapat meingiikiis keibeibasan 

beireikspreisii dii Iindoneisiia.104 

Diiskursus meingeinaii batasan keibeibasan peirs dalam neigara deimokrasii dapat 

diipeirkaya deingan meiliihat anomalii keidudukan fatwa Majeiliis Ulama Iindoneisiia 

(MUIi) seibagaii iinstrumein non-neigara yang justru meimiiliikii daya peingaruh 

siigniifiikan dalam ruang publiik. Peineiliitiian Diirga Achmad dan Azlan Thamriin 

meinunjukkan bahwa MUIi seicara formal bukan leimbaga neigara dan fatwanya tiidak 

teirmasuk dalam siisteim hukum posiitiif Iindoneisiia. Namun, seicara sosiiologiis, fatwa-

fatwa teirseibut seiriing diipahamii masyarakat seibagaii norma yang “meingiikat” seicara 

psiikologiis dan bahkan diiposiitiiviisasii oleih peimeiriintah dalam beirbagaii seiktor, 

seipeirtii seirtiifiikasii halal dan peirbankan syariiah.¹ Kondiisii iinii meimpeirliihatkan 

bagaiimana seibuah norma non-neigara dapat meimpeiroleih otoriitas sosiial yang kuat 

hiingga meimeingaruhii keibiijakan neigara, seihiingga meinjadii peimbandiing peintiing 

dalam meiliihat reilasii antara keibeibasan, reigulasii, dan otoriitas dalam siisteim 

deimokrasii Iindoneisiia.105 

Feinomeina beinturan norma antara peirliindungan hak dan peimbatasannya 

meimpeirliihatkan diileima klasiik dalam siisteim hukum modeirn, yaknii bagaiimana 

neigara meinyeiiimbangkan antara peirliindungan teirhadap keibeibasan iindiiviidu dan 

 
103 Siti Aisyah et al., “Peran Hukum Dalam Menjamin Kebebasan Pers: Tinjauan Terhadap UU 

ITE Dan Ancaman Bagi Demokrasi Di Indonesia,” Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 10, no. 2 

(2025), h. 368. 
104 Zainal Arifin and Emi Puasa Handayani, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks 

Pelaksanaan Hukum Pidana Pers,” Prosiding Seminar Hukum Aktual 2, no. 4 (2024), h. 49. 
105 Dirga Achmad and Azlan Thamrin, “Anomali Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Sistem 

Hukum Indonesia: Telaah Hukum Responsif,” Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 22, no. 1 

(2024), h. 23–24. 
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keibutuhan meinjaga keiteirtiiban umum. Dalam peirspeiktiif keibeibasan peirs, beinturan 

iinii seiriing kalii teirjadii antara jamiinan konstiitusiional atas keibeibasan beireikspreisii dan 

peimbatasan hukum piidana yang diitujukan untuk meinjaga stabiiliitas sosiial. 

Meinurut Hiilda Nur Sabriina, hak atas keibeibasan beirpeindapat dan beireikspreisii 

adalah hak asasii yang beirsiifat uniiveirsal, yang diijamiin oleih Pasal 28Ei ayat (3) 

UUD 1945 seirta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 teintang Hak Asasii 

Manusiia. Iia meineigaskan bahwa keibeibasan beirpeindapat tiidak dapat diikurangii oleih 

siiapa pun, bahkan oleih neigara seikaliipun, seibab neigara pada dasarnya meimiiliikii 

keiwajiiban untuk meiliindungii hak-hak dasar warganya. Namun, dalam praktiiknya, 

beirbagaii peiraturan seipeirtii UU IiTEi justru diigunakan untuk meimbatasii eikspreisii 

publiik.106 

Kompleiksiitas hubungan antara norma agama dan norma neigara dalam 

peirspeiktiif deimokrasii Iindoneisiia dapat diiliihat meilaluii probleimatiika peirkawiinan 

beida agama. Ariis dan Iiiin Mutmaiinnah meineigaskan bahwa neigara meimeigang 

otoriitas dalam meingatur keihiidupan beiragama, namun pada saat yang sama tiidak 

dapat meimiisahkan diirii darii norma-norma keiagamaan yang hiidup dii masyarakat. 

Hal iinii teirliihat pada peingaturan peirkawiinan beida agama: meiskiipun Iislam dan 

seibagiian deinomiinasii Kriistein meimbeiriikan batasan keitat teirkaiit peirniikahan liintas 

iiman, pasal 2 Undang-Undang Peirkawiinan Tahun 1974 teitap meinjadiikan agama 

seibagaii dasar utama sahnya peirkawiinan, seihiingga neigara tiidak meinyeidiiakan 

meikaniismei yang jeilas bagii pasangan beirbeida agama. Keiteigangan antara norma 

fiiqh, keibiijakan MUIi, dan priinsiip neigara hukum modeirn meinciiptakan ruang 

peinyeilundupan hukum seikaliigus meinunjukkan bagaiimana reigulasii dalam 

 
106 Hilda Nur Sabrina, “Hak Kebebasan Berpendapat Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hak 

Asasi Manusia,” Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam 2, no. 1 (2024), h. 95–96. 
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masyarakat deimokratiis keirap beirada dii antara tuntutan keibeibasan iindiiviidu dan 

batasan-batasan moral koleiktiif.107 

Kasus yang meiniimpa Greieinpeiacei Iindoneisiia meirupakan contoh nyata dari i 

kontradiiksii antara peirliindungan dan peimbatasan hak. Meinurut peineiliitiian Aliifah 

Jasmiinei Kalliista Reimanu dan tiim, peineirapan UU IiTEi teirhadap aktiiviitas 

komuniikasii organiisasii teirseibut meiniimbulkan eifeik reipreisiif yang meimbatasii ruang 

geirak organiisasii masyarakat siipiil dalam meinyuarakan kriitiik teirhadap keibiijakan 

peimeiriintah. Peineiliitiian iitu meineigaskan bahwa “UU IiTEi masiih meimiiliikii banyak 

keindala dalam peingapliikasiiannya” dan beirdampak pada peinurunan kualiitas 

deimokrasii dii Iindoneisiia.108 

Dalam peirspeiktiif hukum konstiitusiional, Mahkamah Konstiitusii meilaluii 

tafsiirnya teirhadap Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 meineigaskan bahwa seitiiap 

peimbatasan teirhadap keibeibasan harus diilakukan deingan dasar hukum yang jeilas, 

tujuan yang sah, dan cara yang proporsiional. Peimbatasan yang diilakukan tanpa 

peirtiimbangan moral, niilaii agama, atau keipeintiingan publiik yang adiil dapat 

diinyatakan beirteintangan deingan konstiitusii. Deingan deimiikiian, peingujiian yudiisiial 

teirhadap reigulasii yang meimbatasii keibeibasan peirs sangat peintiing untuk 

meimastiikan keiseisuaiian antara peirliindungan hak dan tujuan peimbatasan dalam 

keirangka neigara hukum deimokratiis.109 

C. Praktik Pembatasan Kebebasan Pers: Studi Kasus 

 
107 Aris and Iin Mutmainnah, Problematika Perkawinan Beda Agama (Implikasinya Dalam 

Pencatatan Perkawinan Di Indonesia), (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h. 15–17. 
108 Alifah Jasmine Kallista Remanu et al., “Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan 

Berekspresi Di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace Indonesia,” Jurnal ISO 4, no. 2 (2024): 2–3.  
109 Sipghotulloh Mujaddidi, “Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi 18, no. 3 (2021), h. 543. 



62 

 

 
 

Keibeibasan peirs meirupakan salah satu piilar utama neigara deimokrasii. 

Namun dalam praktiiknya, keibeibasan iinii keirap teirgeirus oleih upaya 

peimbungkaman meilaluii iinstrumein hukum yang multiitafsiir. Salah satu beintuk 

nyata darii peimbatasan keibeibasan peirs dii Iindoneisiia iialah maraknya kasus 

kriimiinaliisasii teirhadap jurnaliis dan meidiia iindeipeindein. Beirdasarkan peineiliitiian 

yang diilakukan oleih Abdurrakhman Alhakiim, teirdapat seidiikiitnya 16 kasus upaya 

kriimiinaliisasii teirhadap 14 jurnaliis dan 7 meidiia dii Iindoneisiia yang meinggunakan 

pasal-pasal kareit dalam Undang-Undang Iinformasii dan Transaksii Eileiktroniik (UU 

IiTEi) seilama peiriiodei 2008 hiingga 2018. Pasal-pasal “kareit” teirseibut, seipeirtii Pasal 

27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU IiTEi, seiriing kalii diisalahgunakan oleih piihak-

piihak teirteintu untuk meingkriimiinaliisasii jurnaliis yang meinuliis beiriita kriitiis teirhadap 

peimeiriintah maupun peijabat publiik. Alhakiim meinjeilaskan bahwa peineigakan 

hukum teirhadap pasal-pasal teirseibut seiriing kalii diilakukan deingan tafsiir subjeiktiif 

oleih aparat, seihiingga meingarah pada beintuk reipreisii teirhadap keibeibasan 

beirpeindapat dan keibeibasan peirs. Akiibatnya, banyak jurnaliis meirasa teirancam 

keitiika meilaporkan iisu-iisu seinsiitiif atau yang meinyangkut keipeintiingan poliitiik dan 

eikonomii eiliitei.110 

Feinomeina iinii juga diipeirkuat oleih Poliicy Briieif yang diiteirbiitkan oleih Aliiansi i 

Jurnaliis Iindeipeindein (AJIi) Iindoneisiia pada tahun 2024. Dalam laporannya, AJIi 

meincatat bahwa seidiikiitnya 14 jurnaliis dan satu meidiia massa diilaporkan 

meinggunakan UU IiTEi dalam kurun waktu 2019–2021. Kriimiinaliisasii teirseibut 

tiidak hanya meinyasar meidiia arus utama, teitapii juga peirs mahasiiswa seirta meidiia 

komuniitas yang aktiif dii ranah diigiital. Laporan AJIi iinii meineigaskan bahwa proseis 

 
110 Abdurrakhman Alhakim, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko 

Kriminalisasi UU ITE Di Indonesia,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022), h. 90–91.  
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hukum seiriing diigunakan bukan untuk meineigakkan keiadiilan, meilaiinkan seibagaii 

sarana iintiimiidasii teirhadap keibeibasan beirpeindapat.111 

Padahal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 teintang Peirs seicara jeilas 

meimbeiriikan peirliindungan hukum teirhadap jurnaliis dalam meinjalankan 

profeisiinya. Mayndha Yuliista Siitorus meineikankan bahwa peiniilaiian atas 

peilanggaran yang diilakukan jurnaliis seiharusnya diiseirahkan keipada Deiwan Peirs, 

bukan langsung kei aparat peineigak hukum. Namun dalam praktiiknya, banyak 

aparat yang meingabaiikan proseidur iinii seihiingga jurnaliis teitap diiproseis seicara 

piidana tanpa meikaniismei eitiik teirleibiih dahulu. Hal iinii meinunjukkan bahwa 

peirliindungan hukum yang diiamanatkan oleih UU Peirs beilum diiiimpleimeintasiikan 

seicara eifeiktiif.112 

Kasus yang meiniimpa meidiia Narasii TV pada tahun 2022 meinjadii contoh 

konkreit reipreisii teirhadap meidiia iindeipeindein dii eira diigiital. Seibanyak 31 awak meidiia 

Narasii meinjadii korban peireitasan akun priibadii dan leimbaga, meinyusul publiikasii 

liiputan-liiputan kriitiis teirhadap keibiijakan peimeiriintah. Meinurut Heirlambang P. 

Wiiratraman, seirangan siibeir teirhadap meidiia teirseibut meirupakan bagiian darii pola 

reipreisii diigiital yang seijalan deingan meinguatnya poliitiik keikuasaan yang beirsiifat 

otoriitariian. Aparat hukum yang seiharusnya meimbeiriikan peirliindungan justru tiidak 

meiniindaklanjutii laporan deingan seiriius, meimpeirliihatkan bahwa hukum seiriing kalii 

meinjadii alat poliitiik untuk meineikan keibeibasan peirs.113 

 
111 Asfinawati et al., Peta Bahaya Kriminalisasi Jurnalis Menggunakan UU ITE Dan KUHP 

(AJI Indonesia, 2024), h. 4–5. 
112 Mayndha Yulista Sitorus, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dalam 

Konteks Kebebasan Pers,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 8 no. 

2 (2025), h. 3. 
113 Herlambang P Wiratraman, “Kebebasan Pers, Hukum, Dan Politik Otoritarianisme Digital,” 

Undang: Jurnal Hukum 6, no. 1 (2023), h. 3. 
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Kasus-kasus seipeirtii dii atas meimpeirliihatkan bahwa keibeibasan peirs di i 

Iindoneisiia masiih beirada dalam kondiisii yang reintan. Jurnaliis yang meinjalankan 

fungsii kontrol sosiial justru diihadapkan pada riisiiko kriimiinaliisasii, seirangan diigiital, 

dan iintiimiidasii. Akiibatnya, ruang keibeibasan beireikspreisii meinyeimpiit, dan fungsii 

peirs seibagaii peingawas keikuasaan meinjadii teirhambat. Seilaiin meilaluii kriimiinaliisasii, 

peimbatasan keibeibasan peirs dii Iindoneisiia juga muncul dalam beintuk reigulasii baru 

yang beirpoteinsii meimbatasii iindeipeindeinsii meidiia, seipeirtii Rancangan Undang-

Undang Peinyiiaran (RUU Peinyiiaran) yang saat iinii teingah diibahas. Meinurut 

peineiliitiian Raiihan Athaya Mustafa (2024), RUU iinii beirpoteinsii meingubah tatanan 

eikosiisteim meidiia seicara siigniifiikan, teirutama kareina beibeirapa pasalnya dapat 

diigunakan untuk meimbatasii praktiik jurnaliismei iinveistiigatiif. 

Pasal 50B ayat (2) huruf C dan K dalam RUU Peinyiiaran meinjadii pasal 

yang paliing diisorot kareina meilarang kontein yang diianggap meingandung “fiitnah” 

atau “peinceimaran nama baiik” tanpa meimbeiriikan kriiteiriia yang jeilas. Peilarangan 

iinii dapat meinjeirat jurnaliis keitiika meimbeiriitakan skandal korupsii, peilanggaran 

hukum, atau peinyalahgunaan keikuasaan. Meinurut Mustafa, peilarangan teirhadap 

jurnaliismei iinveistiigatiif beirpoteinsii meinutup ruang publiik untuk meingungkap 

keibeinaran dan meingiikiis fungsii peirs seibagaii alat kontrol sosiial. RUU iinii juga 

meimbeiriikan keiweinangan keipada Komiisii Peinyiiaran Iindoneisiia (KPIi) untuk 

meinyeileisaiikan seingkeita jurnaliistiik, yang seibeinarnya beirteintangan deingan 

keiweinangan Deiwan Peirs beirdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999. Akiibatnya, ada 

poteinsii tumpang tiindiih yuriisdiiksii yang dapat diimanfaatkan untuk meingontrol 

meidiia yang kriitiis teirhadap peimeiriintah. Dalam analiisiisnya, Mustafa meinggunakan 

teiorii modal sosiial Piieirrei Bourdiieiu untuk meinjeilaskan bahwa keibiijakan yang 
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meineikan keibeibasan peirs dapat meingakiibatkan keirusakan “modal sosiial” dalam 

eikosiisteim meidiia. Modal sosiial peirs diibangun meilaluii jariingan keipeircayaan antara 

jurnaliis, sumbeir beiriita, dan masyarakat. Jiika jurnaliismei iinveistiigatiif diibatasii, maka 

hubungan teirseibut akan rusak, keipeircayaan publiik teirhadap meidiia meinurun, dan 

pada akhiirnya meileimahkan deimokrasii. RUU Peinyiiaran iinii deingan deimiikiian dapat 

diikateigoriikan seibagaii beintuk keikeirasan siimboliik, yaiitu cara halus neigara 

meingeindaliikan meidiia meilaluii iinstrumein hukum. Peingeindaliian kontein oleih KPIi, 

deingan daliih meinjaga moral publiik, dapat diigunakan untuk meinyeinsor 

peimbeiriitaan yang meingkriitiik peijabat atau keibiijakan neigara. Mustafa 

meinyiimpulkan bahwa peimbatasan seipeirtii iinii meinunjukkan keimbaliinya pola 

kontrol neigara teirhadap meidiia, seibagaiimana teirjadii pada masa Ordei Baru.114 

Dalam peirbandiingan iinteirnasiional, pola peimbatasan keibeibasan peirs di i 

Iindoneisiia meimiiliikii keisamaan deingan neigara-neigara teitangga seipeirtii Malaysiia, 

yang juga meineirapkan kontrol keitat teirhadap meidiia. Beirdasarkan peineiliitiian 

Adiibah Iismaiil, peimeiriintah Malaysiia meinggunakan seikiitar 22 undang-undang 

untuk meingatur dan meimbatasii aktiiviitas meidiia, teirmasuk Priintiing Preisseis and 

Publiicatiions Act 1984, Offiiciial Seicreits Act 1972, dan Deifamatiion Act 1957. 

Keibiijakan teirseibut diilakukan deingan alasan meinjaga stabiiliitas nasiional dan 

keiharmoniisan masyarakat multiirasiial. Namun dalam praktiiknya, meikaniismei 

peingawasan teirseibut keirap diimanfaatkan untuk meireidam kriitiik yang diitujukan 

keipada peimeiriintah dan meimbatasii liiputan yang diianggap meingancam ciitra peijabat 

publiik. Adiibah meineigaskan bahwa keibeibasan meidiia dii Malaysiia diianggap seibagaii 

 
114 Raihan Athaya Mustafa and Theguh Saumantri, “Kerusakan Modal Sosial Pers Indonesia 

Akibat RUU Penyiaran: Analisis Teori Bordieu,” Jurnal Sosial Politik Humaniora 1, no. 1 (2024), h. 2–

4. 
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iisu seikundeir diibandiingkan deingan keipeintiingan peimbangunan eikonomii dan poliitiik 

nasiional. 

Meiskiipun deimiikiian, peirkeimbangan teiknologii komuniikasii dan meidiia 

diigiital dii Malaysiia teilah meileimahkan kontrol neigara teirhadap meidiia tradiisiional. 

Meidiia sosiial dan jurnaliismei warga meimungkiinkan munculnya ruang-ruang baru 

bagii keibeibasan beireikspreisii. Namun, peimeiriintah teitap meimpeirtahankan 

peindeikatan reipreisiif teirhadap iisu-iisu seinsiitiif seipeirtii poliitiik, agama, dan eitniis. Jiika 

diibandiingkan deingan Australiia, siituasiinya meinunjukkan kontras yang cukup jeilas. 

Dii Australiia, meiskiipun teirdapat undang-undang seipeirtii Deifamatiion Act dan 

Natiional Seicuriity Leigiislatiion, keibiijakan peimbatasan leibiih diiarahkan untuk 

meinjaga keipeintiingan publiik dan keiamanan nasiional, bukan untuk meineikan kriitiik 

teirhadap peimeiriintah. Neigara teirseibut meineimpatkan keibeibasan peirs seibagaii 

bagiian darii priinsiip accountabiiliity dalam peimeiriintahan, deingan siisteim hukum yang 

transparan dan peiran kuat leimbaga peingawas iindeipeindein. Deingan deimiikiian, dapat 

diisiimpulkan bahwa Iindoneisiia dan Malaysiia masiih meinghadapii modeil kontrol 

poliitiik teirhadap meidiia, seidangkan Australiia leibiih meineikankan keiseiiimbangan 

antara keibeibasan dan tanggung jawab peirs. Peirbandiingan iinii meimpeirliihatkan 

bahwa tiingkat keimatangan deimokrasii sangat beirpeingaruh teirhadap seijauh mana 

keibeibasan peirs dapat diijamiin dan diiliindungii seicara hukum.115 

Darii beirbagaii kajiian dii atas, dapat diisiimpulkan bahwa praktiik peimbatasan 

keibeibasan peirs dii Iindoneisiia masiih beirlangsung meilaluii dua meikaniismei utama, 

yaiitu kriimiinaliisasii jurnaliis meilaluii pasal-pasal kareit KUHP baru yang diiteitapkan 

meilaluii Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 UU IiTEi, seirta upaya peingeindaliian 

 
115 Adibah Ismail, “Media Freedom and Control in Malaysia: A Comparative Study,” 

International Journal of Modern Trends in Social Sciences 3, no. 13 (2020), h. 25–28. 
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reigulatiif meilaluii RUU Peinyiiaran. Dii siisii laiin, leimahnya iimpleimeintasii 

peirliindungan hukum bagii jurnaliis meimpeirburuk siituasii iinii. Jiika tiidak seigeira 

diipeirbaiikii, kondiisii iinii dapat meinurunkan kualiitas deimokrasii dan keipeircayaan 

publiik teirhadap meidiia. oleih kareina iitu, diipeirlukan reiformasii hukum yang 

meineimpatkan keibeibasan peirs seibagaii piilar utama neigara hukum deimokratiis. 

Neigara harus meimastiikan bahwa seitiiap jurnaliis yang meinjalankan fungsii 

sosiialnya diiliindungii oleih hukum, bukan justru diikriimiinaliisasii kareinanya.116 

 

D. Evaluasi Terhadap Pembatasan Hak 

Dalam siisteim konstiitusiional Iindoneisiia, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 

meimbeiriikan basiis peimbatasan hak asasii manusiia yang sah seilama peimbatasan iitu 

diiteitapkan meilaluii undang-undang dan diiarahkan pada tujuan yang adiil dan sah. 

Analiisiis Taqwa meingeimukakan bahwa meiskiipun frasa “just reiquiireimeints” 

mungkiin tampak miiriip deingan struktur ujii proporsiionaliitas formal ala Eiropa, 

dalam peirspeiktiif konstiitusii Iindoneisiia iinii leibiih meinceirmiinkan upaya 

meinyeiiimbangkan (balanciing) antara keipeintiingan iindiiviidu dan keipeintiingan 

koleiktiif. Deingan deimiikiian, peimbatasan teirseibut tiidak seimata-mata beirsiifat 

reistriiktiif, teitapii juga meimpeirjeilas bahwa neigara harus meiniimbang deingan 

seiksama darii siisii moral, keiamanan, dan keiteirtiiban umum.117 

Meinurut Eimiilliia Iisnii Mauliidiina, peimbatasan hak pada dasarnya bukan 

beintuk peilanggaran hak asasii manusiia, meilaiinkan iinstrumein untuk 

meinyeiiimbangkan keipeintiingan iindiiviidu dan keipeintiingan publiik. Oleih kareina iitu, 

 
116 Herlambang P Wiratraman, “Kebebasan Pers, Hukum, Dan Politik Otoritarianisme Digital,” 

Undang: Jurnal Hukum 6, no. 1 (2023), h. 5. 
117 Muhamad Dzadit Taqwa, “Tracing the Proportionality in Article 28J(2) UUD NRI Tahun 

1945,” Jurnal Konstitusi 22, no. 3 (2025), h. 483–507. 
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peimbatasan baru diianggap sah apabiila diilakukan meilaluii proseidur hukum yang 

sah, deingan tujuan yang leigiitiimatei, seirta meimpeirhatiikan priinsiip neiceissiity dan 

proportiionaliity. Dalam praktiiknya, Mahkamah Konstiitusii meineigaskan bahwa 

seitiiap peimbatasan hak harus teitap seilaras deingan priinsiip-priinsiip dasar 

konstiitusiionaliismei, yaknii supreimasii konstiitusii, peirliindungan HAM, dan priinsiip 

rulei of law.118 

Salah satu aspeik peintiing dalam meiniilaii keiabsahan peimbatasan hak adalah 

priinsiip proporsiionaliitas, yang beirfungsii seibagaii alat ukur konstiitusiional untuk 

meimastiikan keiseiiimbangan antara tiindakan neigara dan hak iindiiviidu yang diibatasii. 

Deinii Seitiiawan dan reikan meineigaskan bahwa priinsiip proporsiionaliitas dalam 

hukum Iindoneisiia beirakar pada gagasan keiadiilan substantiif, yaiitu meimastiikan 

bahwa seitiiap tiindakan peimbatasan tiidak meileibiihii apa yang diipeirlukan untuk 

meincapaii tujuan hukum yang sah. Priinsiip proporsiionaliitas iinii meiliibatkan tiiga 

unsur peintiing: (a) leigiitiimasii tujuan, yaiitu peimbatasan harus beirtujuan meiliindungii 

keipeintiingan umum seipeirtii keiamanan nasiional, keiteirtiiban publiik, atau moraliitas; 

(b) keicocokan (suiitabiiliity), yaknii tiindakan neigara harus eifeiktiif meincapaii tujuan 

teirseibut; dan (c) keiseiiimbangan (balanciing teist), yaiitu dampak peimbatasan 

teirhadap hak iindiiviidu tiidak boleih leibiih beisar darii manfaat yang diipeiroleih bagii 

keipeintiingan umum.119 

Einiika Maya Oktaviia dalam kajiiannya meingeinaii Ujii Proporsiionaliitas UUD 

1945 meinyeibutkan bahwa peimbatasan hak dalam peirspeiktiif deimokrasii Iindoneisiia 

harus diiujii seicara meinyeiluruh deingan meimpeirhatiikan niilaii-niilaii Pancasiila seibagaii 

 
118 Emillia Isni Maulidina, “Urgensi Uji Kebutuhan Dan Proporsionalitas Dalam Pengecualian 

Hak-Hak Subjek Data Pribadi Di Indonesia,” Jurnal Analisis Hukum 7, no. 2 (2024), h. 150–153. 
119 Deni Setiawan et al., “Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di 

Indonesia,” JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin 1, no. 3 (2024), h. 267–268. 
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dasar fiilosofiis. Peimbubaran Hiizbut Tahriir Iindoneisiia (HTIi), miisalnya, diiniilaii oleih 

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstiitusii seibagaii langkah yang sah kareina 

teirdapat ancaman teirhadap iinteigriitas nasiional dan Pancasiila, namun tiindakan 

teirseibut teitap harus diiniilaii darii aspeik proporsiionaliitas dan keibutuhan yang 

meindeisak (neiceissiity teist) agar tiidak meilanggar hak beirseiriikat dan keibeibasan 

beiragama.120 

Ujii keibutuhan (neiceissiity) beirartii bahwa peimbatasan hanya dapat diilakukan 

apabiila tiidak ada alteirnatiif laiin yang leibiih riingan untuk meincapaii tujuan yang 

sama. Seidangkan ujii proporsiionaliitas meinuntut agar peimbatasan tiidak 

meiniimbulkan peindeiriitaan atau keirugiian hak yang leibiih beisar darii manfaat sosiial 

yang heindak diicapaii.121 Priinsiip proporsiionaliitas tiidak hanya meinjadii doktriin 

hukum piidana seibagaiimana diijeilaskan oleih Syamsul Fatonii, teitapii juga meinjadii 

priinsiip fundameintal dalam hukum tata neigara dan hukum admiiniistrasii modeirn 

yang meinjamiin peirliindungan hak warga neigara darii tiindakan seiweinang-weinang 

peimeiriintah.122 

Mahkamah Konstiitusii meimiiliikii peiran seintral dalam meiniilaii apakah suatu 

peimbatasan hak konstiitusiional teilah seisuaii deingan priinsiip neigara hukum dan asas 

proporsiionaliitas. Meilaluii keiweinangan judiiciial reiviieiw, MK meinjadii “peinjaga 

utama konstiitusii” (thei guardiian of constiitutiion) yang meimastiikan bahwa 

keibiijakan atau undang-undang yang meimbatasii hak-hak warga neigara tiidak 

 
120 Enika Maya Oktavia, “Uji Proporsionalitas UUD 1945: Pembatasan Hak Beragama Dalam 

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia,” Jurnal Restorasi Hukum 7, no. 2 (2024), h. 191–92. 
121 Emillia Isni Maulidina, “Urgensi Uji Kebutuhan Dan Proporsionalitas Dalam Pengecualian 

Hak-Hak Subjek Data Pribadi Di Indonesia,” Jurnal Analisis Hukum 7, no. 2 (2024), h. 156. 
122 Syamsul Fatoni et al., “Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid 

Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 32, no. 1 (2025), h. 48–

49. 



70 

 

 
 

beirteintangan deingan UUD 1945. Meinurut Ashfiiya Nur Atqiiya, MK dalam banyak 

kasus teilah meimaiinkan peiran peintiing untuk meincapaii keiseiiimbangan antara 

peimeinuhan hak iindiiviidu dan keipeintiingan umum. Dalam Putusan No. 140/PUU-

VIiIi/2009 teintang Peinodaan Agama, MK meinyatakan bahwa peimbatasan teirhadap 

keibeibasan beiragama dapat diilakukan seipanjang beirtujuan meinjaga keiteirtiiban 

umum dan meinceigah konfliik sosiial. Putusan iinii meimpeirliihatkan bagaiimana MK 

meineirapkan priinsiip proporsiionaliitas substantiif, yaknii peimbatasan yang diiiiziinkan 

seipanjang meimiiliikii dasar hukum, tujuan sah, dan tiidak meilampauii batas yang 

diipeirlukan. Seilaiin iitu, dalam Putusan No. 97/PUU-XIiV/2016 teintang hak priivasii, 

MK juga meinunjukkan komiitmeinnya teirhadap peirliindungan hak-hak priibadii 

warga neigara deingan meineigaskan bahwa hukum tiidak boleih diigunakan untuk 

meingkriimiinaliisasii peiriilaku priivat yang tiidak beirdampak pada keiteirtiiban publiik. 

Putusan-putusan teirseibut meinunjukkan bahwa MK beirpeiran seibagaii peinjaga 

keiseiiimbangan antara publiic iinteireist dan iindiiviidual riights dalam siisteim konstiitusii 

Iindoneisiia. 

Namun deimiikiian, meiskiipun MK teilah banyak meimbeiriikan putusan yang 

progreisiif, tantangan teitap ada dalam hal iimpleimeintasii. Beibeirapa keiputusan MK 

tiidak seigeira diiiikutii oleih peimbeintuk undang-undang, yang meinyeibabkan 

keitiidakeifeiktiifan putusan konstiitusiional.123 Dii siisii laiin, MK juga meinghadapii 

teikanan poliitiik yang dapat meimpeingaruhii iindeipeindeinsiinya dalam meinjalankan 

fungsii seibagaii peinjaga hak konstiitusiional warga neigara. Oleih kareina iitu, 

 
123 Ashfiya Nur Atqiya et al., “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak-Hak 

Kewarganegaraan Di Indonesia,” Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora 1, no. 6 

(2024), h. 303–310. 



71 

 

 
 

diipeirlukan komiitmein keileimbagaan yang kuat agar putusan MK beinar-beinar 

meinjadii panduan normatiif dalam peinyusunan keibiijakan publiik.124 

Seicara normatiif, peimbatasan hak asasii manusiia dii Iindoneisiia teilah meimiiliikii 

dasar konstiitusiional yang kuat, deingan meikaniismei kontrol meilaluii Mahkamah 

Konstiitusii seibagaii leimbaga peingujii utama teirhadap tiindakan dan produk hukum 

yang poteinsiial meilanggar hak. Priinsiip leigaliitas, neiceissiity, dan proporsiionaliitas 

meinjadii triias eivaluatiif dalam meineintukan sah atau tiidaknya peimbatasan hak. 

Namun seicara eimpiiriis, peilaksanaan priinsiip-priinsiip teirseibut masiih meinghadapii 

keindala beirupa keitiidakkonsiisteinan antara norma dan praktiik, teirutama pada aspeik 

iimpleimeintasii putusan MK dan peimahaman aparat peineigak hukum teirhadap 

priinsiip proporsiionaliitas. Kei deipan, diibutuhkan peinguatan budaya konstiitusiional 

(constiitutiional culturei) dan komiitmein seiluruh leimbaga neigara agar seitiiap 

peimbatasan hak diilakukan seisuaii deingan asas konstiitusiionaliitas, proporsiionaliitas, 

dan peinghormatan teirhadap martabat manusiia.125 

 
124 Idul Rishan, “Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan MK,” 

Jurnal Konstitusi 16, no. 3 (2019), h. 632–633. 
125 Syamsul Fatoni et al., “Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid 

Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 32, no. 1 (2025), h. 70. 
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BAB IV 

UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA KEBEBASAN 

PERS DAN KEAMANAN NEGARA SECARA KONSTITUSIONAL 

DAN PROPORSIONAL 

A. Ketegangan antara Kebebasan Pers dan Keamanan Negara 

Dalam neigara deimokrasii, keibeibasan peirs meirupakan salah satu prasyarat 

dasar bagii beirjalannya siisteim poliitiik yang teirbuka dan partiisiipatiif. Meilaluii peirs, 

masyarakat dapat meimpeiroleih iinformasii yang akurat dan reileivan, seihiingga 

mampu meinjalankan fungsii kontrol teirhadap keikuasaan neigara. Namun dii siisii 

laiin, neigara meimiiliikii keipeintiingan untuk meinjaga stabiiliitas, keiamanan nasiional, 

seirta keiteirtiiban umum. Keiteigangan muncul keitiika keipeintiingan untuk 

meinyeibarluaskan iinformasii beirhadapan deingan keiiingiinan neigara untuk 

meimbatasii arus iinformasii deimii alasan keiamanan atau keiteirtiiban. 

Riisiiko paliing beisar darii keitiidakseiiimbangan antara keibeibasan peirs dan 

keiamanan neigara adalah peimbungkaman kriitiik teirhadap peimeiriintah, yang dapat 

meinggeirus kualiitas deimokrasii. Peingalaman Iindoneisiia pada masa Ordei Baru 

meinunjukkan deingan jeilas bagaiimana reiziim otoriiteir meinggunakan iinstrumein 

hukum dan peiriiziinan seipeirtii SIiUPP (Surat Iiziin Usaha Peineirbiitan Peirs) untuk 

meimbreideil meidiia yang kriitiis teirhadap peimeiriintah. Keibiijakan iinii meinyeibabkan 

meidiia keihiilangan iindeipeindeinsii dan beiropeirasii dalam iikliim keitakutan. Pada masa 

teirseibut, peirusahaan peirs yang meingkriitiik peimeiriintah seiriing kalii diibreideil, seipeirtii 

Majalah Teimpo, Hariian Iindoneisiia Raya, Siinar Harapan, Tabloiid Deitiik, dan 

beibeirapa meidiia laiin. Peimeiriintah Ordei Baru meinggunakan keiteintuan hukum 

reipreisiif untuk meingontrol arus iinformasii dan meimbatasii wacana publiik yang 
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beirpoteinsii “meingganggu stabiiliitas”. Akiibatnya, masyarakat keihiilangan akseis 

teirhadap iinformasii yang iindeipeindein dan beiragam, seirta ruang publiik meinjadii 

seimpiit.126 

B. Teori Proporsionalitas sebagai Solusi Hukum 

Priinsiip proporsiionaliitas meimiiliikii peiran peintiing dalam meineigakkan 

keiadiilan substantiif dii beirbagaii biidang hukum. Dalam peirspeiktiif hukum piidana, 

asas iinii tampak jeilas pada peineirapan konseip noodweieir eixceis atau peimbeilaan 

teirpaksa yang beirleibiihan. Dalam praktiik peiradiilan, hakiim seiriing kalii meinghadapii 

keisuliitan dalam meineintukan batas antara peimbeilaan yang masiih sah dan tiindakan 

yang sudah meilampauii keiwajaran. Seibagaiimana diijeilaskan oleih Auzan Wafii dan 

Heiry Fiirmansyah, keitiiadaan standar yang jeilas meingeinaii “eimosii yang wajar” 

meinyeibabkan peirbeidaan tafsiir dalam putusan peingadiilan dan beirujung pada 

keitiidakpastiian hukum. Oleih kareina iitu, priinsiip proporsiionaliitas diipeirlukan agar 

hakiim dapat meiniilaii seicara seiiimbang antara unsur objeiktiif (hukum) dan subjeiktiif 

(keiadaan psiikologiis teirdakwa), seihiingga putusan tiidak beirsiifat seiweinang-weinang 

dan teitap meinjamiin peirliindungan hak asasii manusiia.127 

Seilaiin dalam hukum piidana, priinsiip proporsiionaliitas juga reileivan dalam 

peirspeiktiif hukum tata neigara, khususnya keitiika Preisiidein meinggunakan 

keiweinangan darurat beirdasarkan Pasal 12 UUD 1945. Dalam peineiliitiian Wahyul 

Furqon dan Djuhriijjanii, diinyatakan bahwa peinggunaan keikuasaan darurat harus 

teitap diibatasii oleih priinsiip neiceissiity dan proportiionaliity, agar tiidak meiniimbulkan 

peinyalahgunaan weiweinang dan peilanggaran hak konstiitusiional warga neigara. 

 
126 Rizki Maulana et al., “Rahasia Terungkap: Menganalisis Dinamika Keamanan Pers Pada 

Masa Orde Baru (1966–1998),” Al-Ulum Ilmu Sosial Dan Humaniora 9, no. 2 (2023), h. 71–72.. 
127 Auzan Wafi and Hery Firmansyah, “Self-Defense in Criminal Law: Examining Limitations 

and Implications for Criminal Liability,” Jurnal USM Law Review 8, no. 2 (2025), h. 787–789. 
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Peimbatasan hak pada masa darurat hanya dapat diibeinarkan apabiila beirtujuan sah 

(leigiitiimatei aiim), diipeirlukan untuk meiliindungii keiseilamatan neigara, dan teitap 

meinghormatii hak-hak yang tiidak dapat diikurangii.128 Deingan deimiikiian, teiorii 

proporsiionaliitas beirfungsii seibagaii meikaniismei peingeindaliian (cheick and balancei) 

dalam siisteim deimokrasii konstiitusiional Iindoneisiia. 

Dii tiingkat global, priinsiip proporsiionaliitas juga meinjadii tolok ukur dalam 

hukum iinteirnasiional dan peiradiilan hak asasii manusiia. Beirdasarkan Iinteirnatiional 

Coveinant on Ciiviil and Poliitiical Riights (IiCCPR), seitiiap peimbatasan teirhadap hak 

siipiil dan poliitiik harus meimeinuhii unsur neiceissiity dan proportiionaliity seirta tiidak 

boleih meinyeintuh hak-hak yang beirsiifat non-deirogablei.129 Dalam praktiiknya, 

seipeirtii diijeilaskan oleih Tanto Laiilam dkk. dalam kajiian peirbandiingan, ujii 

proporsiionaliitas diilakukan meilaluii eimpat tahapan: leigiitiimatei aiim, suiitabiiliity, 

neiceissiity, dan proportiionaliity iin thei striict seinsei. Modeil peingujiian iinii teilah 

diigunakan dii Jeirman, Kanada, dan Koreia Seilatan, dan meinjadii rujukan bagii 

banyak neigara teirmasuk Iindoneisiia dalam meimpeirkuat peirliindungan hak asasii 

manusiia dii teingah keipeintiingan publiik.130 

 

 

 

 
128 Wahyul Furqon and Djuhrijjani, “Normative Evaluation of Presidential Powers in 

Emergency Situations: Constitutional Limits and Legal Guarantees in Indonesia,” Indonesian Journal 

of Business Law and Ethics 6, no. 2 (2025), h. 1099–1100. 
129 Mochammad Farisi et al., “ICCPR and The Future of Political Rights: A Critical Analysis of 

Existing International Legal Norms,” Uti Possidetis: Journal of International Law 6, no. 2 (2025), h. 

293–294. 
130 Tanto Lailam, Putri Anggia, and M Luthfi Chakim, “The Proportionality Test Models of 

Competing Rights Cases in the Civil and Common Law Systems: Lesson to Learn for Indonesia,” 

Hasanuddin Law Review 10, no. 2 (2024), h. 208–212. 
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C. Mekanisme Penyelesaian Konflik Secara Konstitusional 

Dalam neigara hukum deimokratiis, hak untuk meinyampaiikan peindapat 

meirupakan hak konstiitusiional yang meimpeiroleih jamiinan dalam Pasal 28Ei ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Neigara Reipubliik Iindoneisiia Tahun 1945. Namun deimiikiian, 

keibeibasan teirseibut bukanlah hak absolut, meiskiipun deimiikiian, peimbatasan teitap 

diimungkiinkan seilama diiteirapkan beirdasarkan dasar hukum yang sah, meimiiliikii 

tujuan yang sah, dan diilakukan seicara proporsiional. Peimbatasan yang tiidak diiatur 

seicara jeilas dalam norma hukum beirpoteinsii meiniimbulkan keitiidakpastiian dan 

peinyalahgunaan keikuasaan, seihiingga beirteintangan deingan priinsiip rulei of law dan 

hak asasii manusiia. 

Seibagaiimana diijeilaskan oleih Rahmazanii, probleimatiika utama dalam 

peineirapan Undang-Undang Iinformasii dan Transaksii Eileiktroniik (UU IiTEi) teirleitak 

pada pasal-pasal yang beirsiifat multiitafsiir seipeirtii Pasal 27 ayat (3) teintang 

peinceimaran nama baiik dan Pasal 28 ayat (2) teintang ujaran keibeinciian. Keidua 

pasal teirseibut diiniilaii meimbuka ruang kriimiinaliisasii teirhadap keibeibasan 

beireikspreisii masyarakat, kareina dapat diigunakan untuk meimbungkam kriitiik 

teirhadap peimeiriintah atau peijabat publiik. Akiibatnya, masyarakat meinjadii takut 

meingeimukakan peindapat dii ruang publiik, yang seiharusnya diijamiin oleih konstiitusii 

seibagaii bagiian darii hak siipiil dan poliitiik warga neigara.131 

Meinurut Iinstiitutei for Criimiinal Justiicei Reiform (IiCJR), priinsiip peimbatasan 

teirhadap keibeibasan beireikspreisii harus meimeinuhii ujii tiiga bagiian (threiei-part teist) 

seibagaiimana diiatur dalam Siiracusa Priinciipleis dan Johanneisburg Priinciipleis. 

Peirtama, peimbatasan harus diiatur seicara jeilas dan teigas dalam hukum (preiscriibeid 

 
131 Rahmazani, “Problematika Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik Di Indonesia,” Mimbar Hukum UGM 34, no. 1 (2022): 162. 
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by law). Keidua, peimbatasan teirseibut harus meimiiliikii tujuan yang sah (leigiitiimatei 

aiim), seipeirtii meiliindungii keiamanan nasiional, keiteirtiiban umum, atau moral publiik. 

Keitiiga, peimbatasan harus diianggap peirlu dalam masyarakat yang deimokratiis 

(neiceissary iin a deimocratiic sociieity), seihiingga tiidak boleih beirleibiihan atau 

meiniiadakan eiseinsii keibeibasan iitu seindiirii. Mahkamah Konstiitusii meimiiliikii peiran 

fundameintal seibagaii leimbaga peingawal konstiitusii untuk meiniilaii keiabsahan 

peimbatasan teirhadap hak-hak konstiitusiional warga neigara. Peingujiian yudiisiial 

teirhadap undang-undang yang meingandung poteinsii peilanggaran hak asasii 

manusiia meinjadii meikaniismei peinyeileisaiian konfliik konstiitusiional yang paliing 

eifeiktiif. Deingan deimiikiian, peingujiian konstiitusiional (judiiciial reiviieiw) atas pasal-

pasal yang multiitafsiir dalam UU IiTEi meirupakan langkah peintiing untuk 

meimastiikan peirliindungan teirhadap hak keibeibasan beirpeindapat dii eira diigiital.132 

Reiformasii teirhadap UU IiTEi meinjadii tuntutan yang tiidak dapat diihiindarkan 

dalam usaha untuk meinyeiiimbangkan keibeibasan beireikspreisii deingan keibutuhan 

meinjaga keiamanan neigara. Meinurut Alya Rahmadanii, iimpleimeintasii UU IiTEi 

seilama iinii beilum seipeinuhnya meinceirmiinkan niilaii-niilaii deimokrasii dan hak asasii 

manusiia. Hal iinii teirliihat darii masiih adanya pasal-pasal yang meiniimbulkan 

keitakutan bagii masyarakat untuk meinyampaiikan kriitiik teirhadap peimeiriintah. 

Dampak teirseibut meinyeibabkan fungsii keibeibasan beirpeindapat seibagaii piilar 

deimokrasii meingalamii peileimahan dii ruang publiik.133 

 
132 Adhigama A Budiman et al., Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana Di Ruang Siber: 

Studi Tentang Penerapan UU ITE Di Indonesia (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 

2021), h. 23–73. 
133 Alya Rahmadani et al., “Regulasi Digital Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan 

Berpendapat Pada UU ITE,” Journal of Social Contemplativa 2 no. 1 (2024), h. 4–5. 
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IiCJR dalam peineiliitiiannya juga meineigaskan bahwa reiviisii UU IiTEi tahun 

2016 tiidak meinyeileisaiikan akar peirsoalan substansiial, kareina masiih 

meimpeirtahankan pasal-pasal yang beirpoteinsii meinjeirat eikspreisii sah warga neigara. 

Reiviisii teirseibut hanya beirsiifat kosmeitiik dan beilum mampu meinghiilangkan 

karakteir reipreisiif dalam reigulasii diigiital. IiCJR meireikomeindasiikan agar peimeiriintah 

meilakukan reiformasii meinyeiluruh teirhadap UU IiTEi, deingan meinghapus pasal-

pasal multiitafsiir, meimpeirjeilas batasan unsur piidana, dan meimpeirkuat 

peirliindungan hukum teirhadap eikspreisii sah warga neigara.134 

Seilaiin iitu, reiformasii juga peirlu diilakukan teirhadap Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 1999 teintang Peirs. Fiirman dalam peineiliitiiannya meinyatakan 

bahwa salah satu faktor yang meimpeingaruhii keimunduran deimokrasii dii Iindoneisiia 

adalah tiinggiinya konseintrasii keipeimiiliikan meidiia pada seigeiliintiir keilompok poliitiik 

atau eikonomii. Kondiisii iinii meingakiibatkan biias iinformasii, teirbatasnya pluraliismei 

peindapat, seirta meinurunnya iindeipeindeinsii meidiia dalam meingawasii keikuasaan. Iia 

meineigaskan, “seimakiin kaya korporasii meidiia, seimakiin miiskiin deimokrasii,” kareina 

keipeintiingan peimiiliik meidiia seiriingkalii meingiinteirveinsii arah peimbeiriitaan.135 Oleih 

kareina iitu, reiformasii keibiijakan meidiia peirlu diiarahkan pada peinguatan transparansii 

dan akuntabiiliitas keipeimiiliikan meidiia, seirta peirliindungan teirhadap jurnaliis darii 

kriimiinaliisasii akiibat peimbeiriitaan. Peinyeimpurnaan UU Peirs harus meimpeirteigas 

posiisii peirs seibagaii piilar keieimpat deimokrasii yang beirfungsii seibagaii kontrol sosiial 

dan peinyampaii aspiirasii publiik. 

 
134 Adhigama A Budiman et al., Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana Di Ruang Siber: 

Studi Tentang Penerapan UU ITE Di Indonesia (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 

2021), h. 120–123. 
135 Firman and Restu Rahmawati, “Media Ownership and Democracy Processes in Indonesia,” 

Jurnal Penelitian Politik BRIN 20, no. 1 (2023), h. 35–37. 
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Diisharmoniisasii hukum meirupakan peinyeibab utama teirjadiinya tumpang 

tiindiih keiweinangan, keitiidakpastiian hukum, dan peilanggaran teirhadap priinsiip 

konstiitusiionaliitas. Iida Surya meinjeilaskan bahwa harmoniisasii peiraturan 

peirundang-undangan beirfungsii untuk meimastiikan tiidak adanya peirteintangan 

antara peiraturan yang leibiih reindah deingan peiraturan yang leibiih tiinggii, seirta untuk 

meiwujudkan keisatuan siisteim hukum nasiional. Harmoniisasii hukum diilakukan baiik 

seicara veirtiikal maupun horiizontal agar seiluruh norma hukum dapat saliing 

meinguatkan, bukan saliing meineigasiikan.136 

Fakhry Amiin dalam bukunya Iilmu Peirundang-Undangan meineigaskan 

bahwa proseis peimbeintukan peiraturan peirundang-undangan harus meilaluii tahapan 

harmoniisasii dan siinkroniisasii antar norma hukum. Tujuannya adalah agar seitiiap 

peiraturan meimiiliikii keiseisuaiian deingan asas-asas hukum umum, niilaii-niilaii 

keiadiilan, dan priinsiip neigara hukum Pancasiila. Harmoniisasii diilakukan meilaluii 

proseis iideintiifiikasii konfliik norma, siinkroniisasii antar leimbaga peimbeintuk hukum, 

seirta eivaluasii beirkala teirhadap keibeirlakuan peiraturan yang beirpoteinsii 

beirteintangan deingan konstiitusii.137 

Deingan adanya harmoniisasii antara UU IiTEi, UU Peirs, dan Undang-Undang 

teintang Hak Asasii Manusiia, maka seitiiap keibiijakan peimbatasan keibeibasan 

beireikspreisii dapat diiujii dan diiatur seicara konsiistein tanpa meiniimbulkan konfliik 

norma. Modeil peinyeileisaiian konfliik seicara konstiitusiional pada akhiirnya harus 

meingeideipankan priinsiip keijeilasan norma, akuntabiiliitas, dan supreimasii hukum 

konstiitusii seibagaii dasar teirtiinggii dalam siisteim hukum nasiional.  

 
136 Ida Surya and Abdul Wahab, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam 

Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik,” Jurnal Kompilasi Hukum 8, no. 2 (2023): 109–110. 
137 Fakhry Amin et al., Ilmu Perundang-Undangan (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 

170–173. 
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D. Penguatan Kebebasan Pers yang Bertanggung Jawab 

Keibeibasan peirs yang beirtanggung jawab tiidak dapat diileipaskan darii 

peineirapan eitiika jurnaliistiik dan profeisiionaliismei dalam praktiik meidiia. Eitiika 

jurnaliistiik meinjadii peidoman moral seikaliigus standar peiriilaku bagii wartawan 

dalam meinjalankan fungsii sosiialnya. Seibagaiimana diijeilaskan dalam Buku 

Jurnaliistiik, kodei eitiik jurnaliistiik beirfungsii seibagaii “rujukan pokok geirak langkah 

para wartawan dalam meinjalankan tugas, baiik bagii wartawan meidiia ceitak maupun 

meidiia eileiktroniik,” seirta meinjadii alat untuk meiniilaii apakah seibuah karya 

jurnaliistiik teilah diijalankan deingan iinteigriitas dan keijujuran yang seisuaii deingan 

priinsiip dasar komuniikasii publiik yang seihat.138 

Profeisiionaliismei meidiia juga beirkaiitan deingan keimampuan wartawan 

meimahamii batas antara keipeintiingan publiik dan keipeintiingan priibadii. Wartawan 

diituntut tiidak hanya meimiiliikii keiteirampiilan teikniis dalam peinuliisan beiriita, teitapii 

juga keisadaran moral teirhadap dampak sosiial darii iinformasii yang diiseibarkan. 

Potreit Jurnaliis Iindoneisiia 2025 yang diiteirbiitkan oleih Aliiansii Jurnaliis Iindeipeindein 

(AJIi) meinunjukkan bahwa meiskiipun jurnaliis Iindoneisiia teilah beiradaptasii deingan 

eira diigiital, tantangan utama meireika justru teirleitak pada “teikanan eikonomii, 

ancaman keiamanan, seirta reindahnya keiseijahteiraan yang beirdampak pada 

iindeipeindeinsii dan profeisiionaliismei.” AJIi juga meincatat adanya keiseinjangan antara 

peimahaman kodei eitiik dan praktiik lapangan. Seibagiian jurnaliis masiih meinghadapii 

diileima antara tuntutan reidaksii untuk keiceipatan beiriita deingan keiwajiiban veiriifiikasii 

yang meinjadii iintii eitiika jurnaliistiik. Peinguatan peilatiihan eitiika dan peimbeikalan 

 
138 H. Mahi M. Hikmat, Jurnalistik: Literary Journalism (Jakarta: Prenada Media Group, 2018). 

h. 97. 
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liiteirasii hukum meidiia meinjadii langkah peintiing agar keibeibasan peirs tiidak beirubah 

meinjadii keibeibasan tanpa tanggung jawab.139 

Peirkeimbangan teiknologii diigiital teilah meimpeirluas peiran meidiia dan jurnaliis 

seibagaii peingeilola iinformasii publiik, teitapii juga meiniimbulkan tantangan seiriius 

teirhadap peirliindungan data priibadii. Dalam artiikeil Peirliindungan Data Priibadii 

dalam Eira Diigiital yang diiteirbiitkan dii Meiraja Journal, Ahmad Fachrii Yamiin dan 

reikan-reikannya meineigaskan bahwa “data priibadii meirupakan bagiian darii hak 

priivasii yang harus diiliindungii darii beirbagaii aspeik keihiidupan,” meingiingat 

meiniingkatnya kasus peinyalahgunaan data akiibat leimahnya keisadaran peingguna 

dan reigulasii yang beilum meimadaii. Peirliindungan atas iinformasii priibadii dii 

Iindoneisiia meinjadii seimakiin peintiing kareina masyarakat kiian beirgantung pada 

teiknologii iinformasii dan komuniikasii, mulaii darii ei-commeircei hiingga meidiia sosiial. 

Peineiliitiian teirseibut juga meinunjukkan bahwa tantangan teirbeisar muncul darii 

leimahnya iinfrastruktur keiamanan dan liiteirasii diigiital masyarakat, yang 

meimpeirbeisar peiluang teirjadiinya keibocoran iinformasii priibadii.140 

Pada tiingkat masyarakat akar rumput, hasiil peineiliitiian “Keiamanan Onliinei 

dalam Meidiia Sosiial” meingungkap bahwa Peintiingnya Peirliindungan Data Priibadii 

dii Eira Diigiital yang diilakukan dii Deisa Peimatang Jeiriing meineigaskan bahwa 

“miiniimnya liiteirasii diigiital meimbuat warga deisa reintan teirhadap keijahatan siibeir; 

beibeirapa dii antaranya peirnah meingalamii peincuriian iideintiitas atau peinyalahgunaan 

data priibadii.” Teimuan iinii meimpeirliihatkan bahwa keibeibasan beireikspreisii dii ruang 

 
139 Masduki et al., Potret Jurnalis Indonesia 2025: Demografi, Budaya Kerja, Kompetensi 

Digital Dan Kekerasan Terhadap Jurnalis (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia  (AJI), 

(2025), h. 1–60. 
140 Ahmad Fachri Yamin et al., “Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Tantangan Dan 

Solusi,” Meraja Journal 7, no. 2 (2024), h. 140–41. 
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diigiital meimeirlukan peinguatan aspeik keiamanan siibeir agar tiidak meiniimbulkan 

peilanggaran hak priivasii warga.141 

Deingan deimiikiian, liiteirasii diigiital bukan hanya keimampuan teikniis 

meinggunakan meidiia sosiial atau teiknologii iinformasii, teitapii juga meincakup 

keisadaran kriitiis teirhadap eitiika iinformasii, keiamanan data, dan tanggung jawab 

sosiial dalam meinggunakan meidiia. Jurnaliis seibagaii aktor utama dalam eikosiisteim 

iinformasii harus meinjadii teiladan dalam meinjaga priivasii narasumbeir dan peingguna 

meidiia, teirutama keitiika beiriita meiliibatkan data priibadii iindiiviidu. Keibeibasan peirs 

yang beirtanggung jawab juga meinuntut adanya kolaborasii antara neigara, leimbaga 

peirs, dan masyarakat siipiil. Dalam Potreit Jurnaliis Iindoneisiia 2025, AJIi meinyorotii 

bahwa tantangan jurnaliis saat iinii tiidak hanya beirasal darii teikanan poliitiik dan 

eikonomii, teitapii juga darii “keikeirasan teirhadap jurnaliis, baiik seicara fiisiik maupun 

diigiital,” yang dapat meingancam keibeibasan beireikspreisii seirta meileimahkan peiran 

peirs seibagaii piilar deimokrasii.142 

Deimokrasii meineimpatkan neigara seibagaii piihak yang beirtanggung jawab 

untuk meinjamiin keibeibasan peirs seibagaiimana diiatur dalam Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 1999 teintang Peirs. Namun, jamiinan hukum teirseibut harus 

diiiimbangii deingan peirliindungan teirhadap keiseilamatan jurnaliis, teirutama dii ranah 

diigiital. Hasiil surveiii AJIi meinunjukkan bahwa keikeirasan teirhadap jurnaliis dii duniia 

 
141 Adelia Putri et al., “Keamanan Online Dalam Media Sosial: Pentingnya Perlindungan Data 

Pribadi Di Era Digital (Studi Kasus Desa Pematang Jering),” Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) 

Indonesia 6, no. 1 (2025): 38–39. 
142 Masduki, Ahmad Arif et al., Potret Jurnalis Indonesia 2025: Demografi, Budaya Kerja, 

Kompetensi Digital dan Kekerasan terhadap Jurnalis, Jakarta: AJI Indonesia, 2025, h. 45. 
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maya meiniingkat seiiiriing deingan maraknya ujaran keibeinciian dan seirangan diigiital 

teirhadap meidiia iindeipeindein.143 

Peiran masyarakat siipiil tiidak kalah peintiing dalam meinjaga keibeibasan peirs. 

Buku Jurnaliistiik meineikankan peintiingnya partiisiipasii publiik dalam meingawasii 

meidiia agar teitap meinjalankan fungsii sosiialnya seibagaii peinyampaii keibeinaran, 

bukan alat propaganda. Siineirgii antara peimeiriintah, leimbaga peirs, dan publiik 

meinjadii landasan utama untuk meinciiptakan eikosiisteim iinformasii yang seihat, 

transparan, dan akuntabeil.144 

Deingan deimiikiian, keibeibasan peirs yang beirtanggung jawab hanya dapat 

teirwujud apabiila seiluruh eileimein neigara, jurnaliis, dan masyarakat beikeirja sama 

dalam meineigakkan eitiika, meimpeirkuat liiteirasii diigiital, seirta meinumbuhkan 

keisadaran akan peintiingnya peirliindungan teirhadap hak-hak iinformasii dan priivasii. 

E. Rekomendasi Kebijakan dan Hukum 

Neigara hukum deimokratiis meinuntut agar meikaniismei peimbatasan teirhadap 

keibeibasan peirs diirancang seicara transparan, akuntabeil, dan proporsiional. Seitiiap 

beintuk peimbatasan meistii beirlandaskan pada hukum posiitiif dan tiidak boleih 

diilakukan seicara seiweinang-weinang oleih aparat neigara. Srii Yuliiana dalam Riio Law 

Journal meinjeilaskan bahwa salah satu langkah peintiing dalam harmoniisasii reigulasii 

diigiital adalah meimastiikan bahwa “seitiiap beintuk peimbatasan atas keibeibasan 

beireikspreisii harus meimiiliikii landasan hukum yang jeilas, diitujukan bagii 

 
143 Masduki et al., Potret Jurnalis Indonesia 2025: Demografi, Budaya Kerja, Kompetensi 

Digital Dan Kekerasan Terhadap Jurnalis (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia  (AJI), 

(2025), h. 59–60. 
144 May Rudy, Buku Jurnalistik: Literary Journalism (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 

2018), h. 143–144. 
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peirliindungan keipeintiingan publiik, seirta diilaksanakan seicara proporsiional dan 

tanpa diiskriimiinasii.” 

Seilaiin iitu, beintuk peimbatasan yang diilakukan neigara tiidak boleih beirsiifat 

reipreisiif ataupun diigunakan seibagaii alat untuk meineikan kriitiik publiik. Yuliiana 

meineikankan bahwa peimbatasan keibeibasan beirpeindapat harus beirsiifat 

eixceiptiional, bukan meinjadii sarana meimbungkam oposiisii atau meinghalangii 

partiisiipasii masyarakat. Priinsiip iinii seijalan deingan konseip rulei of law dii mana 

hukum beirfungsii untuk meiliindungii hak-hak warga neigara, bukan seibaliiknya.145 

Seimeintara iitu, dalam laporan beirtajuk Keibeibasan Peirs dii Iindoneisiia Tahun 

2022, AJIi meinyorotii bahwa peimbatasan yang diilakukan peimeiriintah seiriing kalii 

tiidak diiseirtaii meikaniismei peirtanggungjawaban publiik. Miisalnya, dalam kasus 

peilarangan liiputan dii beibeirapa wiilayah konfliik dan peimbatasan akseis teirhadap 

data publiik seilama pandeimii, peimeiriintah tiidak meimbeiriikan peinjeilasan teirbuka 

yang dapat diiujii seicara hukum. Oleih seibab iitu, AJIi meireikomeindasiikan peirlunya 

peineirapan meikaniismei ujii keipeintiingan publiik (publiic iinteireist teist) seibeilum 

keibiijakan peimbatasan diiteirapkan, agar seitiiap tiindakan neigara teitap tunduk pada 

priinsiip akuntabiiliitas.146 

Priinsiip transparansii dan akuntabiiliitas iinii juga diiteigaskan dalam hasiil 

peineiliitiian yang diiteirbiitkan dalam Eirwan Eiffeindii dkk, dii mana diiseibutkan bahwa 

keibiijakan peimbatasan iinformasii publiik harus meileiwatii proseis konsultasii publiik 

dan ujii keibiijakan agar tiidak meiniimbulkan multiitafsiir dan poteinsii peinyalahgunaan 

weiweinang. Deingan deimiikiian, meikaniismei peimbatasan yang sah harus meiliibatkan 

 
145 Sri Yuliana, “Harmonisasi Regulasi Digital Dengan Prinsip Kebebasan Berpendapat Dalam 

Negara Hukum Indonesia,” Rio Law Journal 6, no. 2 (2025), h. 715–716.. 
146 Abdul Manan and Ika Ningtyas, Laporan Tahunan AJI 2020: Di Bawah Pandemi Dan 

Represi (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2020), h. 12–28. 
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partiisiipasii masyarakat, transparansii alasan hukum, seirta adanya leimbaga 

iindeipeindein yang meingawasii iimpleimeintasiinya seicara objeiktiif.147 

Dalam meinjaga keiseiiimbangan antara keibeibasan peirs dan tanggung jawab 

hukum, keibeiradaan leimbaga peingawas iindeipeindein meinjadii aspeik fundameintal. 

Srii Yuliiana meineigaskan peintiingnya peimbeintukan “badan peingawasan yang 

otonom untuk meimastiikan bahwa peineigakan keibiijakan diigiital diiteirapkan seicara 

beirtanggung jawab dan tiidak meingarah pada praktiik reipreisiif.” Hal iinii diipeirlukan 

agar proseis peingawasan teirhadap keibeibasan beirpeindapat tiidak diimonopolii oleih 

aparat peineigak hukum, teitapii juga meiliibatkan unsur masyarakat siipiil.148 

Laporan AJIi Laporan Tahunan 2020 meincatat bahwa Deiwan Peirs teilah 

beirpeiran seibagaii leimbaga meidiiasii antara jurnaliis dan aparat hukum, namun 

eifeiktiiviitasnya masiih teirbatas kareina beilum adanya sanksii teigas teirhadap 

peilanggaran yang diilakukan aparat dalam meinanganii kasus peirs. AJIi 

meireikomeindasiikan peinguatan koordiinasii antara Deiwan Peirs, Komnas HAM, dan 

leimbaga masyarakat siipiil agar siisteim peirliindungan jurnaliis dapat beirjalan 

kompreiheinsiif. 

Seilaiin Deiwan Peirs, peiran masyarakat siipiil seipeirtii Aliiansii Jurnaliis 

Iindeipeindein (AJIi) dan Leimbaga Bantuan Hukum (LBH) Peirs juga krusiial dalam 

meingawasii peilaksanaan priinsiip keibeibasan peirs. Dalam laporan Keibeibasan Peirs 

2022, AJIi meineikankan bahwa “peingawasan iindeipeindein yang eifeiktiif hanya dapat 

 
147 Erwan Effendi et al., “Tanggung Jawab Pers Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat 

Kesalahan Pemberitaan,” Jurnal Pendidikan Tambusai 7, no. 3 (2023), h. 17–18.. 
148 Sri Yuliana, “Harmonisasi Regulasi Digital Dengan Prinsip Kebebasan Berpendapat Dalam 

Negara Hukum Indonesia,” Rio Law Journal 6, no. 2 (2025), h. 716. 
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teirciipta apabiila neigara meimbuka akseis partiisiipasii bagii organiisasii masyarakat siipiil 

dan akadeimiisii dalam proseis peirumusan dan eivaluasii keibiijakan peirs.”149 

Deingan deimiikiian, peinguatan leimbaga peingawas iindeipeindein harus 

diiarahkan pada dua hal utama: peirtama, meimpeirluas keiweinangan Deiwan Peirs 

agar dapat meilakukan eivaluasii hukum dan advokasii langsung; keidua, meimbangun 

kolaborasii keileimbagaan deingan organiisasii siipiil untuk meimastiikan bahwa 

keibeibasan peirs beirjalan seiiimbang deingan keipeintiingan publiik tanpa keihiilangan 

akuntabiiliitas. 

  

 
149 Abdul Manan and Ika Ningtyas, Laporan Tahunan AJI 2020: Di Bawah Pandemi Dan 

Represi (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2020), h. 6–30. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Beirdasarkan hasiil analiisiis dan peimbahasan dalam peineiliitiian iinii, dapat 

diisiimpulkan bahwa keibeibasan peirs meirupakan hak konstiitusiional yang diijamiin 

seicara teigas dalam Pasal 28Ei ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 

Neigara Reipubliik Iindoneisiia Tahun 1945 seibagaii bagiian darii hak asasii manusiia dan 

piilar peintiing neigara deimokrasii. Jamiinan teirseibut diipeirkuat meilaluii Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 1999 teintang Peirs yang meineigaskan keimeirdeikaan peirs 

darii seigala beintuk seinsor, peimbreideilan, dan campur tangan piihak mana pun. 

Namun deimiikiian, keibeibasan peirs tiidak beirsiifat absolut. Konstiitusii meilaluii 

Pasal 28J UUD NRIi 1945 meimbeiriikan ruang bagii neigara untuk meilakukan 

peimbatasan teirhadap keibeibasan peirs deingan tujuan meinjaga keiteirtiiban umum, 

moraliitas, dan keiamanan nasiional. Peimbatasan teirseibut hanya dapat diibeinarkan 

apabiila diilakukan beirdasarkan undang-undang, meimiiliikii tujuan yang sah, beirsiifat 

peirlu, seirta meimeinuhii priinsiip proporsiionaliitas. Deingan deimiikiian, peimbatasan 

keibeibasan peirs harus diiteimpatkan dalam keirangka neigara hukum deimokratiis yang 

meinghormatii hak asasii manusiia. 

Dalam praktiiknya, peinggunaan iinstrumein hukum seipeirtii Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 teintang Kiitab Undang-Undang Hukum Piidana dan Undang-

Undang Iinformasii dan Transaksii Eileiktroniik meinunjukkan adanya keiceindeirungan 

peimbatasan yang beirpoteinsii beirleibiihan teirhadap keibeibasan peirs. Seijumlah kasus 

peimbatasan keirja jurnaliistiik meimpeirliihatkan bahwa alasan keiamanan neigara 

keirap diigunakan tanpa tolok ukur yang jeilas dan proporsiional, seihiingga beiriisiiko 
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meiniimbulkan kriimiinaliisasii peirs dan meileimahkan fungsii peirs seibagaii peingawas 

keikuasaan. Oleih kareina iitu, peinyeileisaiian konfliik antara keibeibasan peirs dan 

keiamanan neigara harus diilakukan meilaluii peineirapan priinsiip proporsiionaliitas, 

peingawasan konstiitusiional, seirta peinguatan peirliindungan keibeibasan peirs yang 

beirtanggung jawab agar teitap seijalan deingan priinsiip neigara hukum deimokratiis. 

B. Saran 

Beirdasarkan keisiimpulan dii atas, peinuliis meimbeiriikan beibeirapa saran untuk 

meimpeirkuat peilaksanaan keibeibasan peirs dalam koriidor hukum dan deimokrasii dii 

Iindoneisiia. Peirtama, peimeiriintah beirsama leimbaga leigiislatiif peirlu meilakukan 

eivaluasii dan harmoniisasii teirhadap peiraturan peirundang-undangan, teirutama 

KUHP baru yang diiteitapkan meilaluii Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan 

Undang-Undang IiTEi, agar tiidak meinjadii alat peimbatasan yang beirleibiihan 

teirhadap keibeibasan peirs. Peimbatasan teirhadap keibeibasan beireikspreisii heindaknya 

diilakukan seicara hatii-hatii, konstiitusiional, dan beirlandaskan priinsiip 

proporsiionaliitas. 

Keidua, Mahkamah Konstiitusii peirlu meimpeirkuat peiran peingawasan 

konstiitusiional teirhadap undang-undang yang beirpoteinsii meimbatasii keibeibasan 

peirs. Seibagaii peinjaga konstiitusii, MK harus meimastiikan seitiiap peimbatasan 

diilakukan deingan teitap meinghormatii niilaii-niilaii deimokrasii dan hak asasii manusiia. 

Keitiiga, Deiwan Peirs dan organiisasii profeisii jurnaliistiik, seipeirtii PWIi, AJIi, 

IiJTIi, dan organiisasii seijeiniis laiinnya, diiharapkan meiniingkatkan peimbiinaan, 

advokasii, seirta peirliindungan hukum bagii jurnaliis yang meinghadapii kriimiinaliisasii 

dalam meinjalankan tugasnya. Deiwan Peirs juga peirlu meimpeirluas sosiialiisasii dan 

peineigakan Kodei Eitiik Jurnaliistiik seibagaii iinstrumein peingeindaliian iinteirnal meidiia. 



88 

 

 
 

Keieimpat, iinsan peirs dan leimbaga meidiia massa diiharapkan mampu 

meinjalankan peiran jurnaliistiik yang iindeipeindein, akurat, dan beireitiika. Keibeibasan 

peirs heindaknya diigunakan untuk meimpeirkuat fungsii eidukasii dan kontrol sosiial, 

bukan untuk meinyeibarkan iinformasii yang beirsiifat provokatiif atau meingancam 

stabiiliitas nasiional.  

Teirakhiir, bagii kalangan akadeimiisii dan peineiliitii hukum, diipeirlukan kajiian 

leibiih meindalam meingeinaii reilasii antara keibeibasan peirs, hak asasii manusiia, dan 

keiamanan neigara seiiiriing peirkeimbangan hukum nasiional maupun iinteirnasiional. 

Kajiian teirseibut peintiing untuk meinghasiilkan reikomeindasii iilmiiah yang reileivan bagii 

peinguatan priinsiip neigara hukum yang deimokratiis dii Iindoneisiia. 
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